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ABSTRAK 
 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK 

KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA UNIT PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN DAN ANAK POLRESTA KOTA TEBING TINGGI 
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 Program Studi  : Magister Ilmu Hukum 
 Pembimbing I  : Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum  
 Pembimbing II  : Dr. Rafiqi, S.H., M.M., M.Kn 

 

 

Perlindungan hukum terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan dalam 

rumah tangga dan kekerasan seksual memberi jaminan bahwa perempuan dan 

anak dilindungi oleh pemerintah. Penulisan ini menelaah proses perlindungan 

hukum korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. 

Menegakkan hukum kepada pelaku dan memberi rasa keadilan kepada korban. 

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif. Perlindungan hukum 

perempuan dan anak korban kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-

Undang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga masih memiliki kekeurangan 

terlebih menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku. Perlindungan hukum 

diharapkan memberikan rasa keadilan kepada korban. Jika penjatuhan sanksi 

kepada pelaku diberikan dengan mempertimbangkan sanksi pidana yang paling 

menguntungkan kepada pelaku, Perlindungan hukum yang dijalankan menjadi 

ambigu. Yang mana harusnya sanksi yang paling memberatkan yang harus 

diterima pelaku. Sehingga Undang-Undang berjalan selaras dengan harapan 

korban yang mencari keadilan. Perlindungan hukum memberi rasa keadilan, 

sanksi memberi efek jera, dan kepastian hukum memberi rasa aman kepada 

perempuan dan anak 

Kata Kunci:  Perlindungan Hukum; Perempuan dan Anak; Tindak Pidana. 
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ii 
 

ABSTRACT 

LEGAL PROTECTION FOR WOMEN AND CHILDREN VICTIMS OF 

SEXUAL VIOLENCE AT THE WOMEN AND CHILDREN PROTECTION 

UNIT OF TEBING TINGGI CITY POLICE STATION 

 
Name   : Hayati Siahaan  
Student ID  : 241803036 
Study Program : Master of Law 
Advisor I  : Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum 
Advisor II  : Dr. Rafiqi, S.H., M.M., M.Kn 

 

Legal protection for women and children who are victims of domestic violence 

and sexual violence ensures that they are protected by the government. This study 

examines the process of legal protection for victims of domestic violence and 

sexual violence, aiming to enforce the law against perpetrators and provide a 

sense of justice for victims. This research is a Normative Juridical study. The 

legal protection of women and children who are victims of sexual violence is 

regulated under Law Number 17 of 2016 concerning the Stipulation of 

Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second 

Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection into Law, 

and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. 

Law Number 17 of 2016 and Law Number 23 of 2004 still possess shortcomings, 

particularly regarding the imposition of criminal sanctions on perpetrators. Legal 

protection is expected to provide a sense of justice for victims; however, if 

sanctions are imposed by considering the most lenient criminal penalties for the 

perpetrator, the legal protection becomes ambiguous. Ideally, the most severe 

sanctions should be imposed so that the law aligns with the expectations of 

victims seeking justice. Legal protection provides justice, sanctions provide a 

deterrent effect, and legal certainty provides a sense of security for women and 

children. 

Keywords: Legal Protection; Women and Children; Criminal Acts. 
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1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Kita sudah sering menyaksikan berita kekerasan dan kenakalan remaja 

yang masih dalam usia anak-anak karena belum berusia 18 tahun. Bully di 

sekolah. Anak-anak geng motor yang tidak mengenal takut dan belas kasihan 

kepada korban. Kita bisa mengambil contoh geng motor yang sangat meresahkan 

saat ini di kota Medan. Berkumpul dan melakukan tindakan yang melanggar 

ketertiban dan ketidaknyamanan. Kita juga bisa melihat berita di Jakarta tawuran 

pemuda antar kawasan. Preman yang sering mengganggu kegiatan usaha dengan 

kutipan tidak resmi.  

Dengan berita kriminalitas yang tinggi, masyarakat menjadi resah dan 

ketertiban terganggu. Bukan hanya meresahkan, tetapi juga menciptakan rasa 

frustasi yang luar biasa. Setiap akan keluar rumah masyarakat menjadi was-was. 

Rasa aman seperti tidak terjamin. K. Bertens dalam bukunya yang berjudul Etika, 

menyatakan bahwa kebebasan dibagi dalam 6 arti, salah satunya adalah kebebasan 

Yuridis. Kebebasan Yuridis adalah kebebasan yang berkaitan dengan hukum yaitu 

kebebasan yang dijamin hukum1. Namun akhir-akhir ini, kebebasan masyarakat 

secara yuridis sangat terganggu oleh banyaknya berita kriminalitas.

 
1 K. Bertens, Etika, hal 32. 
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Jika kita melihat berita kriminalitas yang disampaikan, saat ini tindak 

kriminalitas seperti dikelompokkan dalam beberapa kelompok korban. Hanya 

saja, belakangan ini tindak kejahatan lebih sering dialami oleh kelompok 

perempuan dan anak. 

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti 

Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), hampir setiap tahun 

terjadi kenaikan kekerasan atau tindak kejahatan terhadap perempuan. Tindak 

kejahatan yang paling sering dialami perempuan adalah kekerasan seksual. 

Berdasar CATAHU 2024 yang direalisi tanggal 7 Maret 2025, tindak kejahatan 

terhadap perempuan tertinggi adalah tindak kekerasan seksual 17.305. 

Beberapa waktu ini memang berita kekerasan seksual sangat meresahkan 

di masyarakat Indonesia. Pelaku kekerasan seksual bahkan dari kalangan 

pendidik, kalangan medis dan keluarga dekat korban. Korban yang paling sering 

mengalami kekerasan seksual adalah anak yang belum dewasa. Korban pelecehan 

seksual yang masih anak sekolah didoktrin dengan ajaran agama di lingkungan 

sekolah berbasis agama. Dokter yang melecehkan pasien dengan dalih melakukan 

pemeriksaan kesehatan. Keluarga dekat yang mengimingi uang dan disertai 

ancaman.  

Selain kepada anak, pelecehan seksual juga terjadi kepada perempuan 

dewasa. Beberapa diantaranya korban kemudian dibunuh seperti yang terjadi 

beberapa waktu lalu. Para pelaku kejahatan seksual akhir-akhir ini semakin 

menakutkan untuk perempuan dan anak. Hukuman yang ringan seperti membuat 
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pelaku tidak takut dan menjadi hal yang membuat tindakan kejahatan kekerasan 

seksual sulit diselesaikan. Bahkan korban tidak jarang disalahkan sebagai 

penyebab terjadinya kekerasan seksual tersebut. 

UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Kekerasan Seksual disahkan 

mempunyai tujuan hukum. Tujuan melindungi perempuan dan anak dari 

kekerasan seksual yang semakin meningkat. Perempuan dan anak adalah 

kelompok paling rentan yang sering menjadi korban tindakan kekerasan seksual. 

Dalam pasal 1 ayat 4 (empat) dikatakan korban adalah orang yang mengalami 

penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi dan/atau kerugian social yang 

diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual.  

Tindakan kekerasan seksual masuk kelompok kejahatan kesusilaan. 

Kejahatan kesusilaan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 KUHP menjelaskan 

berbagai tindak pidana kesusilaan dengan berbagai macam dan atau/jenis 

kejahatan kesusilaan.  

Di dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 pasal 1 ayat 1 (satu) dijelaskan 

bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah segala yang memenuhi semua 

unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan 

seksual lainnya sebagaimana diatur Undang-Undang sepanjang ditentukan 

Undang-Undang.  

Pada UU Nomor 12 Tahun 2022 pasal 4 ayat 1 (satu)  dijelaskan bahwa 

tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas pelecehan seksual nonfisik, pelecehan 
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seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan 

perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, 

kekerasan seksual berbasis elektronik. Sementara di pasal 4 ayat 2 (dua) tindak 

pidana kekerasan seksual juga meliputi perkosaan, percabulan, persetubuhan 

terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan /atau eksploitasi seksual 

terhadap anak, pelanggaran kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak 

korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit 

memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana 

perdagangan orang yang dimaksudkan untuk eksploitasi seksual, kekerasan 

seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak 

pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual dan tindak pidana lain 

yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual 

sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Institusi polri adalah lembaga yang menjadi badan negara utama dan 

pertama dalam proses hukum tindak kekerasan seksual. Karena setiap kasus 

kekerasan seksual yang dialami korban, maka tempat pertama untuk melaporkan 

peristiwa yang dialami korban adalah kantor institusi polri. Institusi polri harus 

menjadi tempat pertama korban mendapatkan perlindungan hukum. Dan institusi 

polri juga harus menjadi tempat pertama korban mendapatkan keadilan atas 

perlakuan yang tidak adil terhadap harkat dan martabatnya sebagai manusia. 

Institusi polri adalah pemerintah dan Negara yang harus pertama membela para 

korban kekerasan dan pelecehan seksual.  
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UU Nomor 2 Tahun 2002 pasal 2 menjelaskan fungsi kepolisian adalah 

salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat. Dalam pasal 4 dijelaskan bahwa Kepolisian Negara 

Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang 

meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya 

hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi 

hak asasi manusia.  

Beberapa tahun yang lalu di salah satu provinsi di pulau Sumatera terjadi 

pemerkosaan. Kasus kemudian diselesaikan tanpa proses hukum. Jalan damai 

ditempuh pihak pelaku dan korban pemerkosaan. Pelaku dan korban pemerkosaan 

dengan cara kekeluargaan kemudian menikah atau pelaku dan korban dinikahkan. 

Proses hukum diselesaikan secara damai. Tetapi proses hukum yang diselesaikan 

dengan cara kekeluargaan tidak akan memberikan efek jera pelaku tindak pidana 

pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat Indonesia.  

Proses hukum yang dilakukan institusi polisi tentu juga harus 

memperhatikan psikologi korban dan kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Setiap 

daerah tentu mempunyai kebiasaan yang berbeda sehingga pendekatan proses 

hukum juga berbeda. Seperti psikologi masyarakat provinsi tertentu akan berbeda 

dengan psikologi yang provinsi tertentu lainnya. Sehingga pendekatan psikologi 

masyarakat penting menjadi pertimbangan institusi polisi dalam proses hukum 
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bagi korban pelecehan seksual. Namun proses hukum harus tetap tunduk pada 

hukum yang berlaku sesuai perundang-undangan Negara Indonesia. Dan proses 

hukum bagi korban pelecehan seksual anak berbeda perlakuannya kepada korban 

pelecehan seksual perempuan yang sudah dewasa termasuk juga pasal-pasal yang 

dikenakan berbeda kepada pelaku kekerasan seksual anak dan pelaku kekerasan 

seksual perempuan yang sudah dewasa.  

Kota Tebing Tinggi adalah salah satu kotamadya yang berada di Provinsi 

Sumatera Utara yang mempunyai keberagaman dan kemajemukan agama, adat- 

istiadat dan kebiasaan. Kehidupan masyarakat masih menganut kebudayaan dan 

tradisi yang kuat. Kebudayaan yang kuat, maka institusi polri juga perlu 

melakukan pendekatan proses hukum kekerasan seksual yang bisa diterima 

masyarakat setempat. Kasus kekerasan seksual tidak bisa diselesaikan dengan cara 

kekeluargaan dengan berdamai, proses hukum seharusnya tetap berjalan sesuai 

Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah 

disampaikan, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: 

“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan 

Seksual Pada Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polresta Kota 

Tebing Tinggi”. 

1.2. Rumusan Masalah  

Sebelum melakukan penelitian terhadap judul yang menjadi latar belakang 

penelitian, penulis merumuskan masalah dalam penulisan tesis sebagai berikut:  
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1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual 

perempuan dan anak di Kota Tebing Tinggi? 

2. Bagaimana kendala proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak 

kekerasan seksual di Kota Tebing Tinggi? 

3. Bagaimana upaya Polresta Tebing Tinggi dalam proses pemulihan psikologi 

korban dan mengantisipasi atau mencegah terjadinya tindak kekerasan 

seksual di Kota Tebing Tinggi? 

1.3.  Batasan Masalah 

Penulis membuat pembatasan masalah yang akan dilakukan penelitian 

dengan hanya membatasi pada masalah proses hukum kasus tindak kekerasan 

seksual dengan paksaan pada perempuan dan anak dan seperti apa proses 

pemulihan psikologi korban kekerasan seksual yang dilakukan Unit Perlindungan 

Perempuan dan Anak Polresta Kota Tebing Tinggi. 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Adapun penulis melakukan penelitian permasalahan dalam tesis ini adalah 

dengan 2 tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus: 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui secara umum proses hukum bagi pelaku tindak kekerasan dan 

atau/pelecehan seksual. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui dan menganalisa proses hukum dan upaya perlindungan hukum 

terhadap korban tindak kekerasan seksual pada Unit Perlindungan 

Perempuan dan Anak di Kota Tebing Tinggi. 
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b. Mengetahui dan menganalisa upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan 

seksual dan/atau pelecehan seksual di Kota Tebing Tinggi. 

c. Mengetahui dan menganalisa implementasi Undang-Undang dan 

memperbandingkan teori dan praktis. 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat 

kepada pembaca, penulis maupun pihak yang terkait atas penelitian ini. Adapun 

manfaat yang dimaksudkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat kepada Pembaca (masyarakat umum) 

Dapat memberi sumbangan ilmu pemikiran dan pengetahuan tentang tindak 

kejahatan dan proses hukum dari tindak kejahatan yang dimaksudkan 

sehingga pembaca dan/atau masyarakat umum  untuk mengantisipasi dan 

mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual di masyarakat. 

2. Manfaat kepada Institusi Pendidikan 

Dapat memberikan sumbangan ilmu dan pemikiran dan pengetahuan upaya 

pencegahan terjadinya tindak kriminal atau tindak kejahatan di lingkungan 

pendidikan secara khusus tindak kejahatan kepada anak dan tindak kejahatan 

kesusilaan dan pelecehan seksual kepada anak.  

3. Manfaat kepada Institusi Hukum Terkait 

Dapat memberikan sumbangan teoritis dan praktis kepada institusi hukum 

terkait seperti institusi polri dalam upaya perlindungan hukum kepada korban 

kekerasan seksual dan upaya penegakan hukum kepada pelaku tindak 
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kekerasan seksual agar sesuai dengan proses hukum yang sesuai dengan 

hukum perundang-undangan yang berlaku. 

4. Manfaat kepada Penulis sendiri 

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat menyelesaikan study 

Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, juga menambah pengetahuan 

dan wawasan di bidang ilmu Hukum Pidana terlebih Hukum Pidana Khusus 

sehingga bisa diimplementasikan dengan baik. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.A. Landasan Teori 

A.1. Hukum 

A.1.1. Pengertian Hukum 

Indoneisia adalah neigara huikuim. Keiteintuian Indoneisia seibagai Neigara 

huikuim seisuiai deingan UiUiD1945 pasal 1 ayat 3 (tiga) “Indonesia adalah negara 

Hukum”. Deingan keiteintuian yang suidah diatuir jeilas dalam Kontituisi neigara maka 

seitiap orang yang beirada di wilayah neigara Indoneisia haruis tuinduik dan patuih 

pada atuiran huikuim Indoneisia yang beirlakui. Dalam UiUiD45 pasal 27 ayat 1 (satui) 

dikatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada 

kecualinya“. Tidak ada yang leibih tinggi keiduiduikannya di dalam huikuim, seimuia 

sama keiduiduikannya di dalam huikuim (Eiquiality Beiforei Thei Law). 

Seitiap peilanggaran huikuim haruis diseileisaikan deingan proseis huikuim yang 

seisuiai deingan peiruindang-uindangan yang beirlakui di Indoneisia. Tidak ada yang 

boleih meindapatkan peirlakuian khuisuis dalam proseis huikuim yang dijalani 

meiskipuin pihak yang meilakuikan peilanggaran huikuim meimpuinyai jabatan ataui 

seiseiorang yang meimpuinyai keiistimeiwaan dari strata keiseijahteiraan. Seimuia seitara 

tidak ada yang leibih tinggi dan yang leibih reindah. Suipaya teircipta peinghargaan 

keipada huikuim itui seindiri. Jika seiorang peilanggar huikuim dipeirlakuikan seicara 

istimeiwa, huikuim meinjadi tidak beirharga kareina huikuim seisuiai deingan deifinisi 
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seideirhana adalah atuiran teirtuilis yang beirisi sanksi teigas keipada seitiap orang yang 

seingaja ataui  puin tidak seingaja meilakuikan peilanggaran atuiran.  

Seibagaimana teirdapat huibuingan yang eirat antara moral dan agama, 

deimikian juiga moral dan huikuim. Kita muilai saja deingan meimandang huibuingan 

ini dari sisi huikuim. Huikuim meimbuituihkan moral. Ada 2 (duia) alasan. Peirtama, 

dalam keikaisaran Roma teirdapat peipatah “ apa artinya Uindang-Uindang kalaui 

tidak diseirtai moral”. Huikuim tidak beirarti banyak jika tidak dijiwai oleih 

moralitas. Tanpa moralitas, huikuim akan kosong. Kuialitas huikuim seibagian beisar 

diteintuikan oleih muitui moralnya. Kareina itui huikuim seilalui haruis diuikuir deingan 

norma moral. Uindang-Uindang tidak haruis diganti, bila dalam suiatui masyarakat 

keisadaran moral meincapai tahap cuikuip matang.2 

Alasan keiduia meinyangkuit peilaksanaan huikuim. Seiluiruih sisteim huikuim 

teiruitama ditopang oleih 3 (tiga) pilar peinting. Keipolisian, keijaksaan, dan para 

hakim. Dalam hal ini paling hakiki adalah peiranan hakim kareina hakim 

meingambil keipuituisan teirakhir.3 Seimuia peineigak huikuim haruis beirlakui eitis dalam 

meinjalankan tuigasnya. Di sisi lain, moral juiga meimbuituihkan huikuim. Huikuim 

meingatuir konseikuieinsi-konseikuieinsi leibih teirpeirinci dari prinsip-prinsip moral. 

Huikuim haruis meimbatasi diri deingan meingatuir huibuingan-huibuingan antar 

manuisia yang reileivan.4 

 
2 K. Bertens, ibid,…hal 32. 
3 K. Bertens, ibid,… hal 32. 
4 K. Bertens, Etika,… hal 33. 
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Walauipuin ada huibuingan eirat antara moral dan huikuim, teitapi moral dan 

huikuim tidak sama. Seidikitnya ada 4 (eimpat) peirbeidaan huikuim dan moral. 

Peirbeidaan peirtama ialah huikuim leibih dikodifikasi dari moralitas, artinya 

dituiliskan dan seicara kuirang leibih sisteimatis disuisuin dalam kitab Undang-Uindang 

(Latin: codeix, Inggris: codei). Kareina itui norma yuiridis meimpuinyai keipastian 

yang leibih beisar dan beirsifat leibih obyeiktif. Seibaliknya norma moral leibih 

beirsifat suibyeiktif dan akibatnya leibih banyak “diganggui” oleih diskuisi-diskuisi 

yang meincari keijeilasan  teintang yang haruis dianggap eitis ataui tidak eitis. Namuin 

kodifikasi huikuim dapat meinimbuilkan keisuilitan juiga. Uindang-Uindang yang suidah 

uisang tidak diteirapkan lagi. Walaui masih teirtuilis, teitapi Uindang-Uindang teirseibuit 

suidah tidak beirlakui lagi.  

Huikuim mauipuin moral meingatuir tingkah lakui manuisia, namuin huikuim 

meimbatasi diri pada tingkah lakui lahiriah saja, seidangkan moral meinyangkuit 

sikap batin seiseiorang. Huikuim hanya meiminta leigalitas, artinya kita meimeinuihi 

huikuim jika tingkah lakui lahiriah  seisuiai deingan huikuim. Huikuim meinuintuit bahwa 

kita meimatuihi peiratuiran dan tidak meinghirauikan bagaimana sikap kita 

meimeinuihinya. Huikuim hanya dapat meilarang peirbuiatan-peirbuiatan lahiriah, 

seibaliknya konteiks moralitas sikap batin sangat peinting. Kita tidak meilakuikan 

peirbuiatan buiruik kareina takuit ditangkap polisi ataui kareina alasan keiadilan, 

moralitas yang beinar-beinar ada reileivansinya.  

Peirbeidaan lain lagi adalah bahwa sanksi yang beirkaitan deingan huikuim 

beirlainan deingan sanksi yang beirkaitan deingan moralitas. Huikuim uintuik seibagian 

teirbeisar dapat dipaksakan. Orang yang meilanggar huikuim akan teirkeina huikuiman. 
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Teitapi norma eitis tidak dapat dipaksakan. Satui-satuinya sanksi di bidang moralitas 

adalah hati nuirani yang tidak teinang, kareina meinuiduih si peilakui teintang 

peirbuiatannya yang kuirang baik. Kalaui keisalahan dikeitahuii oleih uimuim, sanksi 

moral bisa meiluias, seijauih si peilakui meirasa malui teirhadap orang-orang di 

seikitarnya. Bila seiorang beirkeiduiduikan tinggi dalam masyarakat, ceilaan uimuim 

bisa meinjadi huikuiman moral yang beirat.  

Peirbeidaan meingeinai sanksi beirkaitan puila deingan suiatui peirbeidaan lain 

lagi. Huikuim didasarkan atas keiheindak masyarakat dan akhirnya atas keiheindak 

neigara. Juiga huikuim kalaui tidak seicara langsuing  beirasal dari neigara, seipeirti 

halnya huikuim adat, maka huikuim itui haruis diakuii oleih neigara suipaya beirlakui 

seibagai huikuim. Moralitas didasarkan pada norma-norma moral yang meileibihi 

para individui dan masyarakat. Deingan cara deimokratis atauipuin deingan cara lain, 

masyarakat dapat meinguibah huikuim, teitapi tidak peirnah masyarakat dapat 

meinguibah ataui meimbatalkan suiatui norma moral. Seipeirti individui, masyarakat 

puin haruis meimatuihi norma moral. Huikuim dapat meilarang ataui meingizinkan 

suiatui peirbuiatan, teitapi peirbuiatan itui seindiri tidak meinjadi seisuiatui yang buiruik 

ataui baik. Moral meinilai huikuim dan tidak seibaliknya.  

Banyak peimbahasan teintang huikuim di teingah-teingah masyarakat. Ada 

yang meingatakan seibagai atuiran peimeirintah, ada yang meingatakan seibagai 

larangan dan jika dilanggar haruis dikeinai huikuiman yang seitimpal atas peirbuiatan 

seiseiorang yang meiruigikan orang lain. Lalui apakah huikuim itui? 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/8/26 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/26 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Hayati Siahaan - Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban ....



14 
 

 
 

Huikuim dalam bahasa asing diseibuit deingan nama Iuis (Law), teirdapat 

peirbeidaan deingan istilah Leix (Law). Hal yang diseibuit teirakhir hanya meiruipakan 

salah satui beintuik dari konkreitisasi huikuim. Roscoui Pouind meingeimuikakan bahwa 

huikuim leibih leibih pada ideial, nilai, teintang keiharuisan (norma/kaidah) dalam 

rangka peinataan masyarakat yang meimpreiseintasikan tuijuian tuijuian yang heindak 

dicapai, yakni keiadilan.5  

Keiadilan sinonim deingan huikuim, yang artinya tidak dapat dipeirsamakan 

deingan keiseiweinang-weinangan keikuiasaan. Huikuim beirsifat uiniveirsal, beirkeimbang 

seisuiai deingan dinamika masyarakat seihingga huikuim meinjadi tatanan 

peirmasalahan dalam peirgauilan manuisia. Seidangkan peiratuiran ada seiteilah 

diteitapkan oleih otoritas yang beirweinang (neigara). Peiratuiran adalah uisaha 

meingeiksplisitkan huikuim dalam peinataan masyarakat oleih otoritas neigara. 

Peiratuiran itui sifatnya lokal deingan yuiridiksi teirritorial dari otoritas itui. Huikuim 

tidak sama deingan peiratuiran, huikuim leibih luias maknanya dari peiratuiran ataui 

peiratuiran meiruipakan manifeistasi dari huikuim (Titon Slameit, 2009; 4-6).6 

Huikuim adalah suiatui sisteim yang dibuiat manuisia uintuik meimbatasi tingkah 

lakui manuisia agar tingkah lakui manuisia dapat dikontrol, huikuim adalah aspeik 

teirpeinting dalam peilaksanaan atas rangkaian keikuiasaan keileimbagaan. Huikuim 

meimpuinyai tuigas uintuik meinjamin adanya keipastian huikuim  dalam masyarakat. 

Oleih kareina itui seitiap masyarakat beirhak uintuik meindapat peimbeilaan di deipan 

huikuim seihingga dapat diartikan bahwa huikuim adalah peiratuiran ataui keiteintuian – 

 
5 Herman, Manan Sailan, Pengantar Hukum Indonesia, hal 1. 
6 Dikutip dari buku Herman, Manan Sailan, Pengantar Hukum Indonesia, hal 1. 
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keiteintuian teirtuilis mauipuin tidak teirtuilis yang meingatuir keihiduipan masyarakat dan 

meinyeidiakan sanksi bagi para peilanggarnya. 

Peingeirtian lainnya, huikuim meiruipakan peiratuiran beiruipa norma dan sanksi 

yang dibuiat deingan tuijuian uintuik meingatuir tingkah lakui manuisia, meinjaga 

keiteirtiban, keiadilan, meinceigah teirjadinya keikacauian.  

Huikuim adalah sisteim yang teirpeinting dalam peilaksanaan atas rangkaian 

keikuiasaan keileimbagaan dari beintuik peinyalahguinaan keikuiasaan dalam bidang 

politik, eikonomi dan masyarakat teirhadap kriminalisasi dalam huikuim pidana. 

Huikuim pidana yang beiruipaya deingan cara neigara dapat meinuintuit peilakui dalam 

konstituisi huikuim meinyeidiakan keirangka keirja bagi peinciptaan huikuim, 

peirlinduingan hak asasi manuisia, dan meimpeirluias keikuiasaan politik seirta cara 

peirwakilan meireika yang akan dipilih. Administratif huikuim diguinakan uintuik 

meininjaui keimbali puituisan dari peimeirintah, seimeintara huikuim inteirnasional 

meingatuir peirsoalan antara neigara beirdauilat dalam keigiatan muilai dari 

peirdagangan, lingkuingan, peiratuiran, dan ataui tindakan militeir. Filsuif Aristoteileis 

meinyatakan bahwa “ seibuiah suipreimasi huikuim akan jauih leibih baik dibandingkan 

deingan peiratuiran tirani yang meirajaleila.7  

Deifinisi huikuim banyak diuitarakan para ahli huikuim duinia yang mana pada 

seimuia peingeirtian huikuim beirpuisat pada atuiran, norma, keiteintuian. Seihingga 

peingeirtian huikuim adalah suiatui systeim yang dibuiat manuisia uintuik meimbatasi 

tingkah lakui manuisia agar tingkah lakui manuisia teirkontrol dan huikuim 

 
7 Yuhelson, Pengantar Ilmu Hukum, hal 4. 
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meimpuinyai tuigas meinjamin adanya keipastian huikuim dan keiadilan huikuim dalam 

masyarakat. Dan huikuim meimpuinyai tuijuian yaitui; a. keiadilan; b. keipastian 

huikuim; c. keimanfaatan. 

Peingeirtian huikuim dari para ahli. Dalam hal ini peingeirtian para ahli teirbagi 

atas para ahli duinia dan para ahli Indoneisia.  

Peingeirtian huikuim dari para ahli duinia yaitui (Ahmad Ali, 2009; 2): 8 

1. Hillian Seiaglei; “thei dark cat in thei bag of juirispruideincei“ kuicing hitam di 

dalam karuing ilmui huikuim. 

2. Frieidman; huikuim beirada di awang -awang, tidak tampak dan tidak teirasa 

bahkan biasanya seileimbuit uidara dalam seintuihan normal. Huikuim adalah 

seibuiah kata deingan banyak arti, seilicin kaca, seigeisit geileimbuing sabuin. 

Huikuim adalah konseip, abstraksi, konstruiksi sosial, dan buikan objeik nyata 

di duinia seikitar kita. 

3. Sir Freideirick Pollock; bahwa tidak ada keiraguian dari seiorang mahasiswa 

huikuim uintuik meindeifinisikan yang dimaksuid deingan “estate”, teitapi 

seibaliknya seimakin beisar keiseimpatan bagi seiorang sarjana huikuim uintuik 

meinggali peingeitahuian, seirta seimakin banyak waktui yang dibeirikan uintuik 

meingkaji asas-asas huikuim, juistrui meingakibatkan ia akan seimakin ragui 

keitika dihadapkan deingan peirtanyaan teintang “apakah huikuim itui?”. 

 
8 Dikutip dari buku Herman, Manan Sailan, Pengantar Hukum Indonesia, hal 2-3.  
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4. Mr. Dr. I. Kisch; kareina huikuim tidak dapat ditangkap panca indra maka 

meiruipakan hal yang suilit uintuik meimbuiat deifinisi teintang huikuim yang 

dapat meimuiaskan orang pada uimuimnya.  

5. Black; law is goveirnmeintal social control, meimpeirguinakan leigislasi, 

ligitasi, dan ajuidikasi, dibeidakan antara peirilakui yang dikeindalikan oleih 

beintuik peingeindalian sosial lainnya seipeirti sopan-santuin, adat-istiadat, dan 

birokrasi. 

6. Huigo Grotiuis (1583-1645); huikuim adalah suiatui atuiran moral yang seisuiai 

deingan hal yang beinar. 

7. Hans Keilsein (1881-1973); huikuim adalah suiatui peirintah meimaksa 

teirhadap peirilakui manuisia. Huikuim adalah norma primeir yang meineitapkan 

sanksi-sanksi. 

8. Roscoei Pouind  (1870-1964); adalah beirmakna seibagai teirtib huikuim, yang 

meimpuinyai suibjeik, huibuingan individuial antara manuisia yang satui deingan 

yang lainnya dan peirilakui individui yang meimeingaruihi individui lain ataui 

meimeingaruihi tata sosial, ataui tata eikonomi. Seidangkan, huikuim dalam 

makna kuimpuilan dasar-dasar keiweinangan dari puituisan-puituisan 

peingadilan ataui tindakan administratif, meimpuinyai suibjeik beiruipa 

harapan-harapan ataui tuintuitan-tuintuitan oleih manuisia seibagai individui ataui 

keilompok-keilompok manuisia yang meimeingaruihi huibuingan meireika ataui 

meineintuikan peirilakui meireika. 

9. Frideirich Carl Von Savigny (1779-1861); huikuim adalah suingguih-suingguih 

teirbeintuik meilaluii keibiasaan dan peirasaan keirakyatan, yaitui meilaluii 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/8/26 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/26 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Hayati Siahaan - Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban ....



18 
 

 
 

peingopeirasian keikuiasaan neigara seicara diam-diam. Huikuim beirakar pada 

seijarah manuisia, yang akarnya dihiduipkan oleih keisadaran, keiyakinan, dan 

keibiasaan warga masyarakat. 

10. Uitreich; huikuim adalah himpuinan peituinjuik, peirintah dan larangan yang 

meingatuir tata teirtib dalam seisuiatui masyarakat yang beirsangkuitan. 

Peilanggaran peituinjuik hiduip teirseibuit dapat meinimbuilkan tindakan oleih 

peimeirintah ataui peinguiasa masyarakat itui. 

11. N. Ei. Algra; hanya Uindang-Uindang yang meimbeirikan huikuim, teilah lama 

ditinggalkan, seicara meinyeiluiruih dapat dikatakan bahwa seibagian beisar 

atuiran Undang-Undang diteirima seibagai huikuim. Seilanjuitnya banyak 

atuiran huikuim yang tidak teirdapat dalam Uindang-Uindang (contohnya: 

atuiran huikuim keibiasaan, atuiran yang dibeintuik meilaluii puituisan-puituisan 

peingadilan, atuiran yuirispruideinsi, atuiran itikad baik, dan seibagainya). 

12. Guistav Radbruich (1878-1949); uinsuir itui meiruipakan suiatui uinsuir buidaya, 

seipeirti uinsuir-uinsuir buidaya yang lain, huikuim meiwuijuidkan salah satui nilai 

dalam keihiduipan konkreit manuisia. Nilai itui adalah nilai keiadilan. Huikuim 

hanya beirarti seibagai huikuim, jika huikuim itui meiruipakan suiatui peirwuijuidan 

keiadilan ataui seikuirang-kuirangnya meiruipakan suiatui uisaha keiarah 

teirwuijuidnya keiadilan. 

13. Philip Seiaforth Jameis; huikuim adalah tuibuih bagi atuiran agar meinjadi 

peituinjuik bagi peirilakui yang beirsifat meimaksa. 

14. Immanuieil Kant; meingatakan bahwa huikuim adalah peiratuiran meingeinai 

keimeirdeikaan beirkeiheindak. 
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15. Leion Duiquiit; huikuim ialah tingkah lakui anggota masyarakat seibagai 

jaminan keipeintingan beirsama. 

16. Ei. M. Meiyeir; huikuim adalah seimuia peiratuiran yang meinganduing 

peirtimbangan keisuisilaan, dituijuikan pada tingkah lakui manuisia dalam 

masyarakat dan meinjadi peidoman bagi peinguiasa neigara dalam meilakuikan 

tuigasnya. 

Beibeirapa ahli Indoneisia juiga meimbeirikan deifinisi huikuim. Beibeirapa ahli 

Indoneisia yang meimbeirikan deifinisi huikuim yaitui antara lain:9 

1. R. Soeiroso; huikuim adalah himpuinan peiratuiran yang dibuiat oleih yang 

beirweinang yang beirguina uintuik meingatuir tata keihiduipan beirmasyarakat 

yang meimpuinyai ciri meimeirintah, meilarang dan meimaksa deingan 

meinjatuihkan sanksi huikuiman bagi yang meilanggarnya. 

2. Abduilkadir Muihammad; huikuim adalah seigala peiratuiran teirtuilis dan tidak 

teirtuilis yang meimpuinyai sanksi yang teigas teirhadap peilanggarnya. 

3. Wasip SP; huikuim adalah seipeirangkat peiratuiran teirtuilis dan tidak teirtuilis, 

dibuiat oleih peinguiasa yang beirweinang, meimpuinyai sifat meimaksa, 

meingatuir dan meinganduing sanksi bagi peilanggarnya, dituijuikan pada 

tingkah lakui manuisia agar keihiduipan individui dan masyarakat teirjamin 

keiamanan dan keiteirtibannya. 

4. S. M. Amin; huikuim adalah kuimpuilan peiratuiran yang teirdiri atas norma 

dan sanksi yang beirtuijuian meingadakan keitatateirtiban peirgauilan antar 

manuisia seihingga keiamanan dan keiteirtibannya teirjamin. 

 
9 Yuhelson, Pengantar Ilmu Hukum, hal 6. 
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5. Woeirjono Sastropranoto dan J. C. T. Simorangkir; huikuim adalah 

peiratuiran yang beirsifat meimaksa yang meineintuikan tingkah lakui manuisia 

di dalam lingkuingan masyarakat yang dibuiat oleih badan-badan reismi yang 

beirwajib. 

6. Profeisor Ahmad Ali; huikuim adalah seipeirangkat asas-asas, norma-norma 

huikuim, atuiran-atuiran huikuim yang meingatuir dan meineintuikan peirbuiatan 

yang mana yang dilarang dan mana yang beinar, yang diakuii oleih neigara 

teitapi beiluim teintui dibeintuik oleih neigara, yang beirlakui teitapi beiluim teintui di 

dalam reialitasnya beirlakui kareina adanya faktor inteirnal (psikologis) dan 

faktor eiksteirnal (sosial politik, eikonomi buidaya) yang jika dilanggar akan 

meindapatkan sanksi teirteintui. 

7. Mochtar Kuisuimaatmadja; huikuim adalah yang tidak hanya meimandang 

seibagai seipeirangkat kaidah dan asas-asas yang meingatuir keihiduipan 

manuisia dalam masyarakat, teitapi meinyangkuit leimbaga (instituisi) dan 

proseis yang dipeirluikan uintuik meiwuijuidkan huikuim dalam keinyataan. 

A.1.2. Ilmu Hukum  

Huikuim ditinjaui dari peirspeiktif normatif (reichts norm) seibagai suiatui 

sisteim nilai (value system) dan ataui ilmui huikuim ditinjaui dan dikaji dari suiduit 

pandang dogmatik (reichts dogmatic)  seibagai suiatui sisteim doctrinal (doctrinal 

systeim). Huikuim yang ideial adalah huikuim dalam artian yang normatif dan ataui 

dogmatik oleih kareina beiluim teirnoda deingan uinsuir-uinsuir yang non huikuim. 
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Huikuim meiruipakan suiatui ilmui yang beirsifat khuisuis (suii geineiris). Ilmui 

huikuim meimpeilajari; tuijuian huikuim (makna huikuim apa yang seiharuisnya), nilai-

nilai keiadilan, validitas atuiran huikuim, konseip-konseip huikuim dan norma-norma 

huikuim. Sifat ini meiruipakan sifat yang suibstansial dalam ilmui huikuim seihingga 

seiring diseibuit ilmui huikuim normatif. Ilmui huikuim meineitapkan standart proseiduir, 

keiteintuian-keiteintuian huikuim, rambui-rambui dalam meilaksanakan keiteintuian 

huikuim. Seibagai ilmui teirapan, ilmui huikuim ilmui huikuim dipeilajari uintuik praktik 

huikuim, akan teitapi yang dinamakan praktik dalam hal ini tidak beirsifat litigasi 

(beirkonotasi seingkeita). Praktik huikuim dapat beiruipa teilaah atas suiatui kontrak 

teirteintui, peimbuiatan kontrak ataui auidit huikuim atas peiruisahaan teirteintui, peinyiapan 

naskah akadeimis suiatui peiratuiran peiruindang-uindangan, teilaah atas suiatui puituisan 

peingadilan.10 

Tuijuian meimpeilajari huikuim adalah seibagai uipaya meimbeintuik keipribadian 

manuisia yang meingacui pada nilai-nilai teirteintui. Keipribadian diartikan seibagai 

pola pikir, beirsikap, meirasa, dan beirtindak teirpadui dalam diri individui. Dan juiga 

uintuik meimpeiroleih peingeitahuian teintang seigala hal dan seimuia keibeiradaan huikuim 

dan seigala yang meilingkuipi yang sangat luias. Sifat ilmui huikuim meimiliki sifat 

inteirisiplineir kareina diguinakannya beirbagai disiplin ilmui lain uintuik meimbantui 

meinjeilaskan keihadiran huikuim di masyarakat. 

Meinuiruit John Auistin, tuigas dan tuijuian meimpeilajari ilmui huikuim adalah 

uintuik meinganalisa uinsuir-uinsuir yang seicara nyata ada dari sisteim huikuim modeirn. 

Seikalipuin diakuii bahwa ada uinsuir-uinsuir yang beirsifat histori di dalamnya, namuin 

 
10 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, hal 9. 
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seicara sadar uinsuir-uinsuir teirseibuit seiringkali luipuit dari peirhatian. Huikuim adalah 

peirintah dari keikuiasan politik yang beirdauilat dalam suiatui neigara.11 

Pada dasarnya huikuim itui peirlui dipeilajari oleih siapapuin, tidak meimandang 

siapa yang haruis meimpeilajari dan huikuim itui haruis dipeilajari. Kareina itui ada 

diseibuit ilmui huikuim. Ilmui huikuim leibih beisar dan leibih luias dari huikuim. Lord 

Radcliffei dalam “Thei Law and It’s Compass (1961)“ meingatakan: 

“youi’ll not mistakei my meianing or suipposei that I deipreiciatei onei of thei 

greiat huimanei stuidieis of I say that wei can’t leiarn law by leiarning law. If it is to bei 

anything morei than juist a teichniquiei it is to bei so muich morei than itseilf: a part of 

history, of eiconomics, and sociology, a part of eithicks and a philosophy of lifei “.12 

Jadi ilmui huikuim buikan bagian dari seijarah, eikonomi, dan sosiologi, tapi 

itui bagian dari falsafah hiduip bangsa. Pada uimuimnya huikuim dituijuikan uintuik 

meindapat keiadilan, meinjamin adanya keipastian huikuim seirta meindapatkan 

keimanfaatan huikuim teirseibuit. Seilain itui meinceigah agar tiap orang tidak meinjadi 

hakim diri seindiri. Seicara singkat tuijuian ilmui huikuim adalah meimpeilajari teintang 

tuijuian huikuim:  

- Keiadilan 

- Keipastian 

- Keimanfaatan  

 
11 Yuhelson, Pengantar Ilmu Hukum, hal 6. 
12 Yuhelson, ibid,… hal 7. 
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Seicara ilmui, huikuim dapat dikatakan seibagai ilmui huikuim. Ilmui huikuim 

adalah suiatui peingeitahuian yang objeiknya adalah huikuim dan khuisuisnya 

meingajarkan peirihal huikuim dalam seigala beintuik manifeistasinya, ilmui huikuim 

seibagai kaidah, ilmui huikuim seibagai peingeirtian dan ilmui huikuim seibagai 

keinyataan. Ilmui huikuim adalah peiratuiran-peiratuiran di masyarakat yang beirsifat 

meingatuir dan meimaksa. Bisa dikatakan huikuim mauipuin ilmui huikuim adalah 

teintang atuiran, meingatuir dan meimaksa. 

Seicara teirpeirinci manfaat meimpeilajari huikuim adalah: 

1. Ingin meingeitahuian peiratuiran huikuim yang beirlakui di suiatui neigara. 

2. Ingin meingeitahuii peirbuiatan mana yang meinuiruit huikuim dan meilanggar 

huikuim. 

3. Ingin meingeitahuii keiduiduikan seiseiorang dalam masyarakat seirta hak dan 

keiwajibannya. 

4. Ingin meingeitahuii sanksi apa yang diteirima jika meilanggar suiatui huikuim 

teirteintui. 

5. Suipaya tidak buita huikuim. 

A.1.3. Sistem Hukum 

Sisteim beirasal dari bahasa Yuinani yaitui Sisteima yang artinya adalah suiatui 

keiseiluiruihan yang teirsuisuin dari seikian banyak bagian (wholei couimpouindeid of 

seiveiral parts), ataui dapat dikatakan seibagai huibuingan yang beirlangsuing  di antara 

satuian-satuian ataui komponein-komponein yang seicara teiratuir (an organizeid, 

fuinctioning reilationship among uinits or componeints). Sisteim meiruipakan bagian-
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bagian yang teirpisah satui deingan yang lainnya, teitapi pada dasarnya meimbeintuik 

satui keisatuian yang saling meingalami keiteirgantuingan, ataui dapat puila ditangkap 

dari ciri-ciri yang dimiliki oleih sisteim itui ( Imam Syauikani dan A. Ahsin Thohari, 

2004: 59).13 

Ciri-ciri sisteim dapat diindeintifikasi seibagai komponein-komponein yang 

saling beirhuibuingan, saling meingalami keiteirgantuingan dalam keiuituihan organisasi 

yang teiratuir dan teirinteigrasi. Beirbagai sisteim huikuim yang dikeinal dalam beirbagai 

beilahan buimi, misalnya sisteim huikuim Eiropa contineintal (civil law systeim), sisteim 

Anglo Saxon (Anglo Ameirika) muilai beirkeimbang di Inggris pada abad XI yang 

dikeinal deingan istilah Sisteim Common Law dan Sisteim Uinwrittein Law (tidak 

teirtuilis), Sisteim Huikuim Islam, dan Sisteim Huikuim Adat (R. Abdoeil Djamali 

2010: 67 ).14 

Huikuim adalah suiatui sisteim kareina huikuim dapat ditandai deingan adanya 

bagian-bagian yang keilihatannya teirpisah satui deingan lainnya, teitapi pada 

dasarnya meimbeintuik satui keisatuian yang uituih antar bagian-bagiannya. Huikuim 

positif tidak akan ada tanpa weiweinang dan ataui dalam meinjalankan keikuiasaan 

(fuingsi) dari neigara yang diatuir dalam huikuim tata neigara dalam peimbuiatan 

peiratuiran peiruindang-uindangan di bidang huikuim peirdata. Deimikian puila bagian-

bagian huikuim lainnya, seipeirti huikuim pidana, huikuim peirbuiruihan, huikuim pajak, 

huikuim agraria, huikuim acara, dan seibagainya saling beirkaitan satui deingan yang 

lainnya, meimbeintuik satui keisatuian yang diseibuit deingan sisteim huikuim.  

 
13 Herman, Manan Sailan, Pengantar Hukum Indonesia, hal 4. 
14 Herman, Manan Sailan, Pengantar Hukum Indonesia, hal 4. 
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Sisteim huikuim dapat diartikan dalam makna luias (in ruiimei zin) dan dalam 

makna seimpit ataui teirbatas (in eingei zin). Solly Luibis meingartikan sisteim huikuim 

dalam makna seimpit adalah peirangkat huikuim itui seindiri baik yang sifatnya 

teirtuilis yang beirasal dari peimeirintah dan atuiran-atuiran yang hiduip seibagai 

keibiasaan dan adat di teingah-teingah masyarakat. Seidangkan sisteim huikuim dalam 

makna peingeirtian yang luias seilain peiratuiran itui seindiri juiga teirmasuik 

keileimbagaan huikuim dan lain-lain buidaya huikuim.15  

Suinaryati Hartono meimbeirikan peingeirtian sisteim huikuim dalam arti luias 

meilipuiti (Solly Luibis 2009: 3-10): 

1. Filsafat huikuim, teirmasuik asas-asas. 

2. Suibstansi ataui mateiri huikuim. 

3. Keiseiluiruihan leimbaga-leimbaga huikuim. 

4. Proseis dan proseiduir huikuim. 

5. Suimbeir daya manuisia (brainware). 

6. Sisteim peindidikan huikuim. 

7. Suisuinan dan sisteim organisasi seirta koordinasi antar leimbaga huikuim. 

8. Peiralatan peirkantoran leimbaga-leimbaga huikuim (hardwarei). 

9. Peirangkat luinak (softwarei) seipeirti peituinjuik peilaksanaan yang teipat, 

databasei, dan lain-lain. 

10. Informasi huikuim, peirpuistakaan dan peineirbitan dokuimein-dokuimein reismi 

seirta buikui ataui informasi meilaluii inteirneit, dan seibagainya. 

11. Keisadaran huikuim dan peirilakui huikuim masyarakat (buidaya huikuim). 

 
15 Herman, Manan Sailan, Pengantar Hukum Indonesia, hal 5. 
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12. Anggaran beilanja neigara yang diseidiakan bagi peilaksanaan tuigas 

leimbaga-leimbaga huikuim dan peinyeileinggaraan peimbanguinan huikuim yang 

profeissional.16 

Pada dasarnya, peingeirtian sisteim huikuim tidak seicara seideirhana deingan 

hanya meinggabuingkan peingeirtian sisteim dan peingeirtian huikuim kareina 

peingeirtian sisteim huikuim meinganduing peingeirtian yang speisifik dalam ilmui 

huikuim. Lawreincei M. Frieidman beirpeindapat bahwa sisteim huikuim meiruipakan 

suiatui sisteim yang meilipuiti suibstansi, struiktuir, dan buidaya huikuim seibagaimana 

uiraian di bawah ini (Adei Maman Suiheirman, 2004: 11-13): 

1. Stuiktuir huikuim (leigal struictuire); meiruipakan instituisionalisasi kei dalam 

eintitas-eintitas huikuim seipeirti struiktuir peingadilan muilai dari tingkat 

peirtama, tingkat banding, dan kasasi, teirmasuik juimlah hakim seirta 

inteigrateid juisticei systeim. Huikuim meimpuinyai uinsuir peirtama dalam sisteim 

huikuim yaitui struiktuir huikuim, tatanan keileimbagaan, dan kineirja leimbaga. 

2. Suibstansi huikuim; dimaksuidkan seibagai atuiran, norma, dan pola peirilakui 

manuisia yang beirada dalam sisteim itui, suibstansi huikuim ini tidak hanya 

beiruipa peirsoalan huikuim yang teirtuilis (law books), teitapi teirmasuik di 

dalamnya adalah huikuim yang beirlakui dan hiduip di dalam masyarakat 

(living law). 

3. Buidaya huikuim (leigal cuiltuire); seibagai sikap dan nilai yang beirhuibuingan 

deingan huikuim beirsama, dan seicara beirsama-sama deingan sikap dan nilai 

 
16 Herman, Manan Sailan, ibid,… hal 5. 
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yang beirhuibuingan deingan huikuim dan leimbaganya, baik seicara positif 

mauipuin seicara neigatif. 

Sisteim huikuim di duinia seicara uimuim ada 2 yaitui sisteim huikuim Civil Law 

dan sisteim huikuim Common Law: 

1. Sisteim Huikuim Civil Law 

Huikuim sipil ataui civil law meiruipakan suiatui sisteim yang lahir pada zaman 

keikaisaran Bizantiuim deingan kaisarnya Juistianuis (527-565) yang meiruipakan 

kombinasi dari 4 (eimpat) bagian huikuim Romawi yang teilah dipeirsiapkan 

seijak tahuin 528 sampai 534, deingan nama Corpuis Juiris Civilis, yaitu: 

- Codei. 

- Digeist (pandeicts). 

- Instituiteis. 

- Noveils.  

Civil law adalah suiatui tradisi huikuim yang beirasal dari huikuim Roma yang    

teirkodifikasi dalam Corpuis Juiris Civilis Juistinian yang teirseibar di seiluiruih 

Eiropa dan duinia. Tradisi huikuim ini sifatnya sisteimatis, teirstruiktuir yang 

beirdasarkan deiklarasi para deiwan, prinsip-prinsip uimuim seiring meinghindari 

hal-hal deitail. Peinyeibaran civil law kei beirbagai duinia teirjadi meilaluii bangsa-

bangsa Eiropa pada eira kolonialisasi deingan tuijuian awalnya adalah 

keipeintingan peirdagangan, yang keimuidian meilakuikan peinjajahan dan 

meimasuikkan sisteim huikuimnya kei dalam tiap-tiap neigara jajahannya. Sisteim 

civil law meimpuinyai 3 (tiga) karakteiristik yaitu; adanya kodifikasi, hakim 
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tidak teirikat keipada preiceideint seihingga Undang-Uindang meinjadi suimbeir 

huikuim yang uitama, dan sisteim peiradilan beirsifat inkuiisitorial. Inkuiistorial 

maksuidnya adalah bahwa hakim meimpuinyai peiranan beisar dalam 

meingarahkan dan meimuituiskan peirkara. Hakim aktif dalam meineimuikan fakta 

dan ceirmat meinilai alat buikti. Hakim dalam civil law beiruisaha meindapatkan 

gambaran leingkap dari peiristiwa yang dihadapi seijak awal.  

Beintuik-beintuik suimbeir huikuim dalam arti formal dalam sisteim huikuim civil 

law beiruipa peiratuiran peiruindang-uindangan, huikuim keibiasaan-keibiasaan, dan 

yuirispruideinsi. Neigara peinganuit sisteim huikuim civil law meineimpatkan 

konstituisi teirtuilis pada uiruitan teirtinggi dalam peiratuiran peiruindang-uindangan, 

diikuiti Uindang-Undang, dan peiratuiran lain di bawahnya. Seidangkan 

keibiasaan-kebiasaan dijadikan suimbeir huikuim keiduia uintuik meimeicahkan 

beirbagai peirsoalan.17 

Uindang-Undang tidak peirnah leingkap kareina kompleiksnya keihiduipan 

manuisia. Dalam hal ini dipeirluikan huikuim keibiasaan. Yang haruis diceirmati 

adalah yang meinjadi meinjadi suimbeir huikuim buikanlah keibiasaan, meilainkan 

huikuim keibiasaan. Keibiasaan tidak meingikat. Agar keibiasaan meinjadi huikuim 

keibiasaan dipeirluikan 2 (duia) hal: 

- Tindakan teirseibuit dilakuikan seicara beiruilang-uilang. 

- Adanya uinsuir psikologis meingeinai peingakuian bahwa apa yang dilakuikan 

seicara teiruis-meineiruis dan beiruilang-uilang itui huikuim. Uinsuir psikologis 

 
17 Yuhelson, Pengantar Ilmu Hukum, hal 106. 
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dalam bahasa latin adalah opinion neiceissitateis yang beirarti peindapat 

meingeinai keiharuisan orang beirtindak seisuiai deingan norma yang beirlakui, 

akibatnya ada keiwajiban huikuim. 

2. Sisteim Huikuim Common Law 

Raja Heinry II pada tahuin 1154 meiruipakan raja peirtama yang beirhasil 

meilakuikan peincapaian teirhadap peileimbagaan common law deingan jalan 

meinciptakan uinifieid systeim of law common to thei couintry meilaluii 

peinggabuingan dan eileivasi keibiasaan lokal meinjadi keibiasaan nasional, 

meingakhiri kontrol lokal yang janggal, meingeiliminasi atuiran yang seiweinang-

weinang, dan meimbeintuik suiatui juiri yang disuimpah uintuik meinginveistigasi 

peirkara sipil mauipuin kriminal. Sisteim common law pada dasarnya 

beirkeimbang meilaluii sisteim yang beirsifat adveirsarial dalam seijarah Eingland 

yang beirdasarkan pada keipuituisan peingadilan meilaluii tradisi, cuistom dan 

preiseidein deingan beintuik reiasoning yang dikeinal deingan casuiistry (casei basei 

reiasoning). Common law dapat beirbeintuik huikuim teirtuilis mauipuin huikuim 

tidak teirtuilis seibagaimana teirtuiang dalam statuiteis mauipuin codeis yang dalam 

peineirapannya diguinakan uintuik peirmasalahan-peirmasalahan sipil, seibagai 

lawan dari torts teirhadap kasuis dalam hal kriminal. Torts ini dapat beiruipa 

tindakan yang deingan seingaja (inteintional torts), dan yang diseibabkan oleih 

keilalaian seiseiorang (torts cauiseid by neigligeince). Sisteim ini meiruipakan sisteim 

deingan logika beirpikir induiktif dan analogi yang dapat dilawankan deingan 
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sisteim civil law yang meimakai meitodei deiduiktif (Adei Maman Suiheirman, 

2004: 75).18 

Sisteim common law ataui sisteim huikuim anglo saxon adalah suiatui sisteim 

huikuim yang didasarkan pada yuirispruideinsi, yaitui keipuituisan-keipuituisan hakim 

yang teirdahuilui yang keimuidian meinjadi dasar keipuituisan-keipuituisan hakim 

seilanjuitnya. Sisteim huikuim ini diteirapkan di Irlandia, Inggris, Auistralia, 

Seilandia barui, Afrika Seilatan, Kanada (keicuiali provinsi Quieibeic). Beibeirapa 

neigara meineirapkan sisteim huikuim anglo saxon campuiran seipeirti neigara 

Pakistan, India, Nigeiria yang meineirapkan sisteim anglo saxon namuin juiga 

meimbeirlakuikan huikuim adat dan huikuim agama.  

Sisteim huikuim common law ceindeiruing leibih meinguitamakan huikuim keibiasaan, 

huikuim yang beirjalan dinamis seijalan deingan dinamika masyarakat. 

Peimbeintuikan huikuim meilaluii leimbaga peiradilan deingan sisteim yuirispruideinsi 

dianggap leibih baik agar huikuim seilalui seijalan deingan rasa keiadilan dan 

keimanfaatan yang dirasakan oleih masyarakat seicara nyata. Puituisan hakim 

peingadilan meiruipakan suimbeir huikuim dalam sisteim common law. Dalam 

sisteim huikuim ini, peiranan hakim sangat luias. Hakim tidak hanya beirfuingsi 

seibagai pihak yang beirtuigas meineitapkan dan meinafsirkan peiratuiran-peiratuiran 

huikuim saja, hakim juiga beirpeiran beisar dalam meimbeintuik seiluiruih tata 

keihiduipan masyarakat. Hakim beirweinang meinafsirkan peiratuiran huikuim yang 

beirlakui, seilain itui bisa meinciptakan huikuim barui yang akan meinjadi peigangan 

hakim-hakim lain meinyeileisaikan peirkara yang seijeinis. Sisteim huikuim ini 

 
18 Herman, Manan Sailan, Pengantar Hukum Indonesia, hal 8. 
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meinganuit doktrin yang dikeinal deingan nama “thei doctrinei of preiceideint/starei 

deicisis”. Doktrin ini pada intinya meinyatakan bahwa dalam meimuituiskan 

suiatui peirkara, seiorang hakim haruis meindasarkan puituisannya pada prinsip 

huikuim yang suidah ada dalam puituisan hakim lain dari peirkara seijeinis 

seibeiluimnya (preiceidein). 

Dalam peirkeimbangannya, sisteim huikuim ini meingeinal peimbagian huikuim 

puiblic dan huikuim privat. Huikuim puiblic mancakuip peiratuiran-peiratuiran huikuim 

yang meingatuir keikuiasaan dan weiweinang peinguiasa/neigara seirta huibuingan-

huibuingan masyarakat dan neigara. Huikuim privat leibih dituijuikan pada kaidah-

kaidah huikuim teintang hak milik, huikuim teintang orang, huikuim peirjanjian dan 

teintang peirbuiatan meilawan huikuim. 

3. Sisteim huikuim Indoneisia  

Sisteim huikuim Indoneisia meiruipakan sisteim huikuim yang beirlakui di Indoneisia 

seibagai suimbeir huikuim bagi peingadilan, para hakim, uintuik meimformuilasikan 

puituisan, dan juiga pada saat yang sama meilipuiti nilai-nilai ataui ideial yang 

meilandasinya. Peimahaman yang meimadai teirhadap suimbeir ataui bahan yang 

beirasal dari suimbeir-suimbeir huikuim di Indoneisia meiruipakan komponein 

konkreit dari struiktuir ataui banguinan huikuim sisteim huikuim Indoneisia yang 

meilipuiti peiratuiran peiruindang-uindangan, puituisan-puituisan peingadilan, 

keibiasaan, seirta kaidah-kaidah non positif lainnya, bahwa seitiap isui huikuim 
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haruis diseileisaikan dalam keirangka sisteim huikuim yang beirlakui, ataui deingan 

meingacui pada suimbeir teirseibuit (Titon Slameit, 2009: 42-43).19 

Sisteim huikuim meiruipakan struiktuir formal, sisteim huikuim Indoneisia adalah 

struiktuir formal kaidah-kaidah huikuim yang beirlakui dan asas-asas yang 

meindasarinya pada gilirannya didasarkan Uindang-Uindang Dasar Neigara 

Keisatuian Reipuiblik Indoneisia dan dijiwai oleih falsafah Pancasila. Uinsuir-uinsuir 

huikuim positif Indoneisia (sisteim kaidah) meilipuiti: 

- Uindang-Uindang ataui peiruindang-uindangan beiseirta asas-asas yang beirkaitan 

deingannya. 

-  Keibiasaan dan ataui adat yang teilah diteirima seibagai huikuim. 

- Keipuituisan peingadilan yang teilah meimpuinyai keikuiatan huikuim teitap 

(inkracht van geiwisdjei). 

- Traktat ataui peirjanjian Inteirnasional. 

Di samping sisteim kaidah yang beirlakui di Indoneisia seipeirti yang diseibuitkan 

di atas, teirmasuik puila suib sisteim kaidah di dalam peineirapan kaidah-kaidah 

dan asas-asasnya seipeirti: peiradilan, keijaksaan, keipolisian, dan suib sisteim 

leimbaga peimasyarakatan. 

 

 

 
19 Herman, Manan Sailan, Pengantar Hukum Indonesia, hal 8. 
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A.2. Asas-Asas Hukum 

Asas huikuim adalah dasar dari peiratuiran-peiratuiran huikuim. Asas huikuim 

meiruipakan pokok pikiran yang beirsifat uimuim meinjadi latar beilakang di peiratuiran 

huikuim yang konkreit ataui komposisi. Misalnya keinapa peimeirintah tidak meimbuiat 

peiratuiran bahwa yang meimakan manuisia akan dihuikuim. Kalaui dibuiat akan ruigi 

kareina jarangnya peimakaian Uindang-Uindang teirseibuit. Asas leigalitas diatuir dalam 

pasal 1 ayat 1 (satui) KUiHP adalah suiatui asas yang meinyatakan bahwa peirbuiatan 

pidana haruis dinyatakan teigas dalam Uindang-Uindang. Seiteilah Uindang-Uindang 

itui, beirlakuilah siapa yang meilanggar akan dihuikuim. Meinjamin hak pribadi 

manuisia. Diseibuit seibagai Nuilluim deilictuim nuilla poeina sinei. Meinuiruit Suicipto 

Rahardjo asas huikuim adalah jiwanya peiratuiran huikuim. Adalah rasio leigisnya 

(peiratuiran huikuim) seipeirti halnya norma huikuim maka asas huikuim meiruipakan 

peituinjuik hiduip akan teitapi di antara norma huikuim dan asas huikuim teirdapat 

peirbeidaan. Norma adalah peituinjuik hiduip yang meimpuinyai sanksi teirhadap 

peilanggarnya. Seidangkan asas huikuim adalah peituinjuik hiduip yang tidak meimiliki 

sanski teirhadap peilanggarnya. Peirsamaan norma huikuim dan asas huikuim adalah 

sama-sama peituinjuik hiduip. Kadang asas huikuim diseibuit deingan jeilas dalam 

Uindang-Uindang. Dalam hal asas huikuim ideintic deingan norma huikuim seipeirti asas 

praduiga tidak beirsalah dicantuimkan dalam pasal 8 UiUi Nomor 14 tahuin 1970 dan 

peiruibahannya di UiUi Nomor 4 tahuin 2004 teintang keikuiasaan pokok-pokok 

keihakiman.  

Macam-macam asas Huikuim: 
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1. Asas leigalitas (pasal 1 ayat1 KUiHP).  

2. Asas pacta suin. 

3. Asas praduiga tak beirsalah. Seiorang yang ditangkap, yang ditahan, yang 

dituintuit wajib dianggap tidak beirsalah seibeiluim keipuituisan peingadilan 

yang suidah meimpuinyai huikuim teitap.  

Meinuiruit Prof. Suidikno Meirtkuisuimo dalam buikuinya, meingeinal 4 (eimpat) 

asas huikuim yaitu:  

1. Asas keipribadian.  

2. Asas peirseikuituian. 

3. Asas keisamaan. 

4. Asas keiwibawaan. 

Eimpat asas peirtama teirdapat dalam seitiap sisteim huikuim. Keieimpat asas 

huikuim diduikuing pikiran bahwa meimuingkinkan meimisahkan antara yang baik 

deingan yang buiruik. Dalam asas keipribadian bahwa manuisia adalah suibjeik huikuim 

peinyandang hak dan keiwajiban dan adanya keibeibasan individui. Dalam asas 

peirseikeituian yang dikeiheindaki adalah peiratuiran, keisatuian, keiuituihan masyarakat, 

dan cinta antar seisama. Asas keisamaan dikeiheindaki keiadilan seitiap orang sama 

keiduiduikannya dalam huikuim (eiquiality beiforei thei law). Seitiap orang haruis 

dipeirlakuikan sama.  

Asas huikuim Indoneisia adalah: 
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1. Asas manfaat, adalah seigala uisaha dan keigiatan peimbanguinan bisa 

dimanfaatkan seibeisarnya bagi peiningkatan keiseijahteiraan rakyat, dan bagi 

peingeimbangan pribadi warga neigara. 

2. Asas deimokrasi, adalah deimokrasi beirdasarkan Pancasila yang meilipuiti 

politik, sosial-eikonomi, seirta peinyeileisaian masalah-masalah nasional 

beiruisaha seijauih muingkin meineimpuih jalan peirmuisyawaratan. 

3. Asas keisadaran nasional, adalah bahwa seitiap warga neigara Indoneisia taat 

dan sadar keipada huikuim, dan meiwajibkan keipada neigara meineigakkan dan 

meinjamin keipastian huikuim. Suicipto Rahardjo meingatakan asas huikuim 

meiruipakan jantuingnya peiratuiran huikuim kareina meiruipakan keisadaran 

yang paling luias bagi lahirnya peiratuiran huikuim. Asas huikuim juiga 

meiruipakan alasan bagi lahirnya peiratuiran huikuim.20 

A.3. Hukum Pidana 

A.3.1. Pengertian Hukum Pidana 

Huikuim pidana meiruipakan istilah yang meinganduing duia makna pokok, 

yakni huikuim pidana seibagai ilmui yang meiruipakan bagian dari ilmui huikuim, dan 

keiduia meinganduing makna seibagai norma yang meingatuir tata keihiduipan 

masyarakat.  

Dalam keipuistakaan huikuim pidana, tidak diteimuikan peingeirtian yang 

seiragam teintang huikuim pidana. Masing-masing ahli meiruimuiskan peingeirtian 

huikuim pidana beirdasarkan pikiran yang beirpeingaruih pada saat ahli teirseibuit 

 
20 Yuhelson Pengantar Hukum hal 29 
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meiruimuiskan peingeirtian huikuim pidana. Seihingga sampai saat ini beiluim ada 

peingeirtian huikuim pidana yang diseipakati seibagai peingeirtian yang seimpuirna dan 

leingkap.  

Meinuiruit W. L. G. Leimairei: Het strafrecht is samengesteld uit die normen 

welke geboden en verboden bevatten en waaraan (door de wetgever) als sanctie 

straf, d.i. een bijzonder leed, is gekoppeld. Men kan dus ook zeggen dat bet 

strafrecht bet normen stelsel is, dat bepaalt op welke gedragingen ( doen of niet- 

doen waar handelen verplicht is) en onder welke omstandigheden bet recht met 

straf reageert en waaruit deze straf bestaat  (artinya huikuim pidana itui teirdiri dari 

norma-norma yang beirisi keiharuisan-keiharuisan dan larangan-larangan (yang  oleih 

peimbeintuik Uindang-Uindang) teilah dikaitkan deingan sanksi beiruipa huikuiman, 

yakni suiatui peindeiritaan yang beirsifat khuisuis. Deingan deimikian dapat juiga 

dikatakan, bahwa huikuim pidana itui meiruipakan suiatui sisteim norma-norma yang 

meineintuikan teirhadap tindakan-tindakan yang mana (hal meilakuikan seisuiatui ataui 

tidak meilakuikan seisuiatui di mana teirdapat suiatui keiharuisan uintuik meilakuikan 

seisuiatui) dan dalam keiadaan-keiadaan bagaimana huikuiman itui dapat dijatuihkan 

seirta huikuiman yang bagaimana yang dapat dijatuihkan bagi tindakan-tindakan 

teirseibuit.21 

Peingeirtian huikuim pidana seibagaimana yang dikeimuikakan oleih Leimairei, 

tidak lain adalah kuimpuilan norma ataui kaidah yang mateiri muiatannya adalah 

keiharuisan-keiharuisan dan larangan-larangan yang diseirtai sanksi pidana. Norma-

 
21 Lemaire, Het Recht in Indonesie 1955 Lamintang P.A.F. Ibid,… hal 1-2,  Rulsan 

Renggong, Pengantar Hukum Pidana Indonesia, hal 8. 
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norma yang dimaksuid adalah keiheindak peimbuiat Uindang-Uindang yang 

dituiangkan dalam Uindang-Uindang pidana. Leimairei dalam meiruimuiskan 

peingeirtian huikuim pidana, leibih beirfokuis pada huikuim pidana mateiriil yaitui atuiran 

huikuim pidana yang beirisi norma dan sanksi ataui atuiran huikuim pidana yang 

meineintuikan siapa yang dapat dihuikuim, peirbuiatan apa yang haruis dihuikuim dan 

jeinis pidana yang dapat dijatuihkan.  

Pidana beirasal dari kata straf beirasal dari bahasa Beilanda yang 

dideifinisikan seibagai “huikuiman“ ataui deingan deifinisi lain seibagai suiatui peindeirita 

yang seingaja dijatuihkan ataui dibeirikan oleih neigara-neigara pada seiseiorang ataui 

beibeirapa orang seibagai akibat huikuiman (sanksi) baginya atas peirbuiatannya yang 

teilah meilanggar larangan huikuim pidana.  

Ada duia peingeirtian yang beirbeida teintang huikuim pidana, yang diseibuit 

deingan iuis poeinalei dan iuis puinieindi. Iuis poeinalei meiruipakan peingeirtian huikuim 

pidana yang obyeiktif, seimeintara Iuis Ponieindi adalah huikuim pidana suibyeiktif.  

Pada dasarnya, keihadiran huikuim pidana di teingah – teingah masyarakat 

dimaksuidkan uintuik meimbeirikan rasa aman keipada individui mauipuin keilompok 

dalam masyarakat dalam meilaksanakan aktifitas keiseihariannya. Rasa aman yang 

dimaksuidkan dalam hal ini adalah keiadaan teinang, tanpa ada keikhawatiran akan 

ancaman ataui puin peirbuiatan yang dapat meiruigikan antar individui dalam 

masyarakat.  

Beibeirapa ahli huikuim meimbeirikan peingeirtian huikuim pidana. Diantaranya 

adalah:  
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1. W. F. C. Hattuim; Het samensel van de beginselen en regelen, welke de 

staat of eenige andere openbare rechtsgemenschaap volgt, in zoover 

bij als handbaver der openbare rechtsord, onrecht verbiedt en aan 

zijner voorscbriften voor den overtreder een bijzonder leed als straf 

verbindt (artinya huikuim pidana adalah suiatui keiseiluiruihan dari asas-

asas dan peiratuiran-peiratuiran yang diikuiti oleih neigara ataui suiatui 

masyarakat huikuim lainnya, di mana meireika itui seibagai peimeilihara 

dari keiteirtiban huikuim uimuim teilah meilarang dilakuikannya tindakan-

tindakan yang beirsifat meilanggar huikuim dan teilah meingaitkan 

peilanggaran teirhadap peiratuiran-peiratuirannya deingan suiatui peindeiritaan 

yang beirsifat khuisuis beiruipa huikuiman).22 Peingeirtian huikuim pidana 

yang dikeimuikakan Van Hattuim meiruipakan peingeimbangan dari 

peingeirtian huikuim pidana positif yang dikeimuikakan Van Hameil. 

2. W. P. J. Pompei; Het strafrecht wordt, evenals het staatrecht, het 

burgerlijk recht en andere delen van het recht, gewoonlijk opgevat al 

seen gebeel van min er of meer algemene, van de concetre 

omstandingheden abstraberende, regels (artinya huikuim pidana itui 

sama deingan huikuim tata neigara, huikuim peirdata, dan lain-lain bagian 

dari huikuim, biasanya diartikan seibagai suiatui keiseiluiruihan dari 

peiratuiran-peiratuiran yang seidikit banyak beirsifat uimuim yang 

diabstrahir dari keiadaan-keidaan yang beirsifat konkrit).23 

 
22 Van Hattum, Leerboek Van Het Nederlands Starfrecht, dalam Lamintang P.A.F., 

ibid,… hal 2, dalam Ruslan Renggong, Hukum Pidana Indonesia, hal 9. 
23 Lamintang P.A.F. ibid,… jal 3 dalam Ruslan Renggong, ibid,… hal 10. 
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3. Simons; Simon meingatakan bahwa huikuim pidana dibagi meinjadi 

huikuim pidana dalam arti objeiktif (strafreicht in objeictieivei zin ) dan 

huikuim pidana dalam arti suibjeiktif (strafreicht in suibjeictieivei zin). 

Huikuim pidana beirsifat objeiktif meinuiruit Simons adalah het gebeel van 

verboden en geboden, aan welker overtrading door de staat of eenige 

andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreder een 

bijzonder leed “straf “ verbonden is, van de voorsbriften, door welke 

de voorwarden voor dit rechtsgevolg worden aangwezen, en van de 

bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepast 

(artinya keiseiluiruihan dari larangan-larangan dan keiharuisan-keiharuisan, 

yang atas peilanggarannya oleih neigara ataui suiatui masyarakat huikuim 

lainnya teilah dikaitkan deingan suiatui peindeiritaan yang beirsifat khuisuis 

beiruipa suiatui huikuiman, dan keiseiluiruihan dari peiratuiran-peiratuiran di 

mana syarat-syarat meingeinai akibat huikuiman itui teilah diatuir seirta 

keiseiluiruihan dari peiratuiran-peiratuiran yang meingatuir masalah 

peinjatuihan dan peilaksanaan dari huikuimannya itui seindiri. Seidangkan 

huikuim pidana beirsifat suibjeiktif itui meimpuinyai duia peingeirtian yaitui : 

1. Hak dari neigara dan alat-alat keikuiasaannya uintuik meinghuikuim, 

yakni hak yang teilah meireika peiroleih dari peiratuiran-peiratuiran yang 

teilah diteintuikan oleih huikuim pidana dalam arti objeiktif; 
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2. Hak dari neigara uintuik meingaitkan peilanggaran teirhadap 

peiratuirannya deingan huikuiman.24 Huikuim pidana dalam arti objeiktif 

seibagaimana teilah diuiraikan di atas, adalah huikuim pidana yang 

beirlakui ataui yang juiga diseibuit seibagai huikuim positif ataui iuis 

poeinalei. Seidangkan huikuim pidana dalam arti suibjeiktif juiga diseibuit 

iuis puinieindi. 

Van Heimeil meiruimuiskan peingeirtian huikuim pidana adalah seimuia dasar-

dasar dan atuiran-atuiran yang dianuit oleih suiatui neigara dalam meinyeileinggarakan 

keiteirtiban huikuim (reichtsorde) yaitui deingan meilarang apa yang beirteintangan 

deingan huikuim dan meingeinakan suiatui neistapa keipada yang meilanggar larangan-

larangan teirseibuit.25 

Van Kant dalam huibuingan deingan peingeirtian huikuim pidana beirpeindapat 

bahwa huikuim pidana tidak meingadakan norma-norma barui dan tidak 

meinimbuilkan keiwajiban-keiwajiban yang duiluinya beiluim ada. Hanya norma- 

norma yang suidah ada yang dipeirteigas, yaitui deingan meingadakan ancaman 

pidana dan peimidanaan.26 

Moeiljatno dalam peingeirtian huikuim pidana bahwa huikuim pidana adalah 

bagian dari keiseiluiruihan huikuim yang beirlakui di suiatui neigara, yang meingadakan 

dasar-dasar  dan atuiran-atuiran uintuik:  

 
24 Simons dalam Lamintan P.A.F. ibid,… hal 3-4 dalam Ruslan Renggong, ibid,… hal 10-

11 
25 Van Hemel, Dalam Lamintang P.A.F. ibid,… hal 8, dalam Ruslan Renggong, ibid,… 

hal 11. 
26 Van Kant, Dalam Moeljatno, Op.Cit,… hal 8, dalam Ruslan Renggong,  ibid,… hal 11. 
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1. Meineintuikan peirbuiatan-peirbuiatan mana yang tidak boleih dilakuikan, 

yang dilarang, deingan diseirtai ancaman ataui sanksi yang beiruipa 

pidana teirteintui bagi barang siapa yang meilanggar larangan teirseibuit; 

2. Meineintuikan kapan dan dalam hal-hal apa keipada meireika yang teilah 

meilanggar larangan-larangan itui dapat dikeinakan ataui dijatuihi pidana 

seibagaimana yang teilah diancamkan; 

3. Meineintuikan deingan cara bagaimana peingeinaan pidana itui dapat 

dilaksanakan apabila orang yang teilah disangka teilah meilanggar 

larangan teirseibuit.27 

Andi Zainal Abidin Farid beirpeindapat bahwa istilah huikuim pidana 

beirmakna jamak yakni huikuim pidana meiteiriil (iuis poeinale) dan huikuim pidana 

formil (iuis poeineindi) dalam hal ini teirgambar dalam peingeirtian huikuim pidana 

yang diruimuiskan seibagai beirikuit: 

1. Peirintah dan larangan, yang atas peilanggarannya ataui peingabaiannya 

teilah diteitapkan sanksi teirleibih dahuilui oleih badan – badan neigara yang 

beirweinang; peiratuiran-peiratuiran yang haruis ditaati dan diindahkan oleih 

seitiap orang; 

2. Keiteintuian-keiteintuian yang meineitapkan deingan cara apa ataui alat apa 

dapat diadakan reiaksi teirhadap peilanggaran peiratuiran itui; 

3. Kaidah-kaidah yang meineintuikan ruiang beirlakuinya peiratuiran-peiratuiran 

pada waktui dan di wilayah neigara teirteintui.28 

 
27 Moeljantno, Op.Cit,… hal 1, dalam Ruslan Renggong, ibid,… hal 12. 
28 Andi Zainal Abidin Farid, Op.Cit,… hal 1, dalam Ruslan Renggong, ibid,… hal 15. 
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Beirdasarkan peingeirtian huikuim pidana teirseibuit, Andi Zainal Abidin Farid 

bahwa keiweinangan neigara uintuik meimidana haruislah beirdasarkan huikuim pidana 

mateiriil dan kareina itui adanya Kitab Uindang-Uindang Huikuim Acara Pidana 

(KUiHAP) yang juiga diseibuit deingan huikuim pidana formil, meimuingkinkan 

beirlakuinya huikuim pidana mateiriil dalam keinyataan. Keiduia bidang huikuim ini 

beirhuibuingan eirat, yang peirtama meineintuikan apa yang dilarang dan yang 

dipeirintahkan uintuik dilakuikan, seidangkan yang keiduia meineintuikan peidoman dan 

cara meineimuikan peirbuiatan (dan peimbuiatnya itu).29       

A.3.2. Sifat Dan Pembagian Hukum Pidana 

Pada dasarnya seimuia atuiran huikuim beirtuijuian uintuik meinciptakan suiatui 

keiadaaan dalam peirgauilan hiduip masyarakat, baik lingkuingan keicil mauipuin 

dalam lingkuingan yang leibih beisar, agar di dalamnya teirdapat keiseirasian, suiatui 

keiteirtiban, suiatui keipastian huikuim dan lain seibagainya. Akan teitapi di dalam satui 

hal huikuim pidana itui meinuinjuikkan adanya suiatui peirbeidaan huikuim-huikuim yang 

lain dari pada uimuimnya, yaitui bahwa di dalamnya orang meingeinal adanya 

keiseingajaan uintuik meimbeirikan suiatui akibat huikuim beiruipa suiatui bijzondeirei leieid 

ataui suiatui peindeiritaan yang beirsifat khuisuis dalam beintuik suiatui huikuiman keipada 

meireika yang teilah meilakuikan suiatui peilanggaran teirhadap keiharuisan-keiharuisan 

ataui larangan-larangan yang teilah diteintuikan di dalamnya.30 

 

 

 
29 Ibid,… hal 2, dalam Ruslan Renggong, ibid,… hal 15. 
30 Dalam Lamintang P.A.F. Op.Cit,… hal 15, dalam Ruslan Renggong, ibid,… hal 16. 
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I. Sifat Hukum Pidana 

Di kalangan para ahli huikuim pidana seiring dipeirsoalkan teintang sifat dan 

keimandirian huikuim pidana ataui keiteirgantuingan huikuim pidana pada huikuim lain, 

juiga dipeirsoalkan apakah huikuim pidana teirdiri atas kaidah-kaidah huikuim yang 

diciptakan seindiri ataui hanya meingambil alih kaidahkaidah huikuim lain seipeirti 

huikuim peirdata ataui kaidah huikuim tata neigara, lalui meileikatkan sanksi istimeiwa 

beiruipa peindeiritaan ataui neistapa keipada meireika yang meilanggarnya. 

Dipeirtanyakan puila, apakah huikuim pidana itui meiruipakan huikuim puiblik ataui 

huikuim privat dan posisi ataui leitak huikuim pidana dalam tata huikuim nasional. 

Van Heimeil antara lain meinyatakan bahwa huikuim pidana teilah 

beirkeimbang meinjadi huikuim puiblik, kareina peilaksanaannya seipeinuihnya beirada di 

tangan peimeirintah, deingan seidikit peingeicuialian. Deilik-deilik aduian yang 

meimeirluikan peingaduian ataui keibeiratan pihak yang diruigikan agar peimeirintah 

dapat meineirapkannya.31 

Peindapat Van Heimeil seiarah deingan peindapat Simons bahwa huikuim 

pidana teirmasuik huikuim puiblik deingan alasan, bahwa huikuim pidana meingatuir 

huibuingan antara para individui deingan masyarakat/neigaranya dan dijalankan deimi 

keipeintingan masyarakat seirta hanya diteitapkan bilamana masyarakat itui beinar-

beinar meimeirluikannya. Sifat huikuim puiblik itui khuisuis teirnyata dalam hal suiatui 

peirbuiatan teitap meiruipakan strafbaar feiit (deilik) walauipuin tindakan itui atas 

peirseituijuian korban. Misalnya pasal 344 KUiHP meingancam pidana bagi 

 
31 Andi Zainal Abidin Farid. Op.Cit,… hal 4, dalam Ruslan Renggong, hal 16. 
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barangsiapa meinghilangkan nyawa orang lain atas peirmintaan yang suingguih-

suingguih orang itui seindiri, dipidana deingan pidana peinjara seilama-lamanya 12 

tahuin peinjara. Deingan contoh teirseibuit jeilas bahwa kaidah huikuim pidana beirsifat 

beirsifat huikuim puiblik.32 

Uintuik meingeitahuii apakah huikuim pidana itui beirsifat huikuim puiblik ataui 

tidak, peirlui meinguitip peindapat Djokosuitono teintang peirbeidaan antara huikuim 

puiblik dan huikuim privat beirdasar beirbagai teiori: 

1. Statuis keiduiduikan  

Huikuim privat (peirdata) meingatuir meingatuir huibuingan yang keiduiduikannya 

seijajar, yaitui antar peinduiduik deingan tidak meimpeirhatikan tingkat 

keiduiduikannya di dalam masyarakat, tingkat inteileiknya dan seibagainya. 

Huikuim puiblik meingatuir huibuingan yang suibordinair, meimbawahkan, di 

mana teirdapat hieirarki antara neigara dan peinduiduikan; 

2. Yang meimpeirtahankan huikuim 

Huikuim privat yang akan meimpeirtahankannya diseirahkan keipada orang-

orang yang beirkeipeintingan seindiri. Misalnya dalam soal uitang-piuitang, 

apakah kreidituir meingheindaki deibituir meimbayar uitangnya adalah buikan 

uiruisan neigara, teitapi teirseirah keipada kreidituir. Huikuim puiblik haruis 

dipeirtahankan oleih alat neigara, misalnya oleih peinuintuit uimuim dalam 

huibuingan deingan huikuim pidana.  

3. Teiori uimuim dan teiori khuisuis 

 
32 Andi Zainal Abidin, ibid,… hal 4, dalam Ruslan Renggong, ibid,… hal 17. 
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Peimakaian istilah uimuim (algeimeiein) dan khuisuis (bijzondeir) sangat 

digeimari oleih ahli-ahli huikuim Beilanda dan teiori ini diteimuikan oleih 

Hamakeir yang beirpeindapat bahwa; huikuim privat beirlakui uimuim (iuis 

commuinei) baik uintuik peimeirintah mauipuin rakyat, seidangkan huikuim 

puiblik meiruipakan huikuim khuisuis (iuis speiciale) yang meimbeiri keikuiasaan 

khuisuis keipada peimeirintah uintuik meilakuikan suiatui tindakan, misalnya 

meincabuit suiatui hak uintuik keipeintingan uimuim ataui onteiigeining tein 

algeimeinei nuittei. 

4. Keipeintingan (beilangein) 

Huikuim privat meingatuir keipeintingan peirorangan (individu), seidangkan 

huikuim puiblik meingatuir keipeintingan uimuim.33 

Beirdasarkan peindapat Djokosuitono teirseibuit, dapat disimpuilkan bahwa 

huikuim pidana meiruipakan bagian dari huikuim puiblik. Huikuim pidana meiruipakan 

atuiran huikuim yang peineigakannya dilakuikan oleih neigara meilaluii organ-organnya, 

seihingga pada dasarnya huikuim pidana tidak meingeinal leimbaga peirdamaian, 

artinya peinyeileisaian peirkara tidak diboleihkan diseileisaikan di luiar peingadilan (non 

litigasi). Seilain itui ruiang lingkuip huikuim pidana meincakuip peingatuiran 

keipeintingan uimuim. Beirbeida deingan huikuim privat (huikuim peirdata) yang 

peineigakannya diseirahkan keipada para individui yang beirsangkuitan dan ruiang 

lingkuipnya meingatuir keipeintingan individuial. Dalam huikuim privat dikeinal adanya 

leimbaga peirdamaian, artinya peinyeileisaian peirkara dapat dilakuikan di luiar 

peingadilan (non litigasi) seisuiai keiseipakatan pihak yang beirpeirkara. 

 
33 Djokosutono dalam Andi Zainal Abidin Farid, Op.Cit,… hal 9-10 dalam Ruslan 

Renggong, hal 18-19. 
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Dalam kaitan deingan sifat huikuim pidana teirseibuit, Van Beimmeilein 

meinyatakan peirbeidaan antara huikuim pidana dan bidang huikuim lain teirleitak pada 

sanksi huikuim pidana yang meiruipakan peimbeirian ancaman peindeiritaan deingan 

seingaja dan seiring juiga beiruipa peingeinaan peindeiritaan, hal mana dilakuikan juiga 

seikalipuin tidak ada korban keijahatan. Peirbeidaan deimikian meinjadi alasan uintuik 

meinganggap huikuim pidana seibagai uiltimuim reimidiuim, yaitui uipaya teirakhir guina 

meimpeirbaiki tingkah lakui manuisia, teiruitama peinjahat seirta meimbeiri teikanan 

psikologis agar orang-orang lain tidak meilakuikan keijahatan. Oleih kareina sanksi 

beirsifat peindeiritaan istimeiwa, maka peineirapannya dilakuikan jikalaui sanksi-sanksi 

huikuim yang lain tidak meimadai lagi. 

Seibagai keisimpuilan bahwa huikuim pidana beirbeida deingan huikuim lain 

kareina sanksinya beirsifat peindeiritaan istimeiwa dan oleih kareina itui haruis teitap 

meiruipakan uiltimuim reimidiuim. Seibagaimana dikeimuikakan oleih Van Beimmeilein 

bahwa uiltimuim reimidiuim haruis diartikan seibagai uipaya (middlei), buikanlah 

seibagai alat uintuik meimuilihkan keitidakadilan ataui uintuik meimuilihkan keiruigian, 

meilainkan uipaya uintuik meimuilihkan keiadaan yang tidak teintram di dalam 

masyarakat, yang apabila tidak dilakuikan seisuiatui teirhadap keitidakadilan teirseibuit 

dapat meinyeibabkan orang main hakim seindiri. 

II. Pembagian Hukum Pidana 

Ada beibeirapa peimbagian huikuim pidana yang dibagi atas dasar huikuim 

pidana objeiktif dan huikuim pidana suibjeiktif; huikuim pidana meiteiriil dan huikuim 

pidana formil; huikuim pidana uimuim dan huikuim pidana khuisuis; huikuim pidana 
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nasional, dan huikuim pidana inteirnasional; seirta huikuim pidana teirtuilis dan huikuim 

pidana tidak teirtuilis. 

1. Huikuim Pidana Dalam Arti Objeiktif Dan Dalam Arti Suibjeiktif 

Hazeiwinkeil Suiringa meindeifinisikan huikuim pidana objeiktif seibagai  Iuis 

poeinalei seibagai peirintah dan larangan yang peilanggaran teirhadap larangan 

dan norma teirseibuit diancam pidana oleih badan yang beirhak; keiteintuian-

keiteintuian meingeinai uipaya-uipaya yang dapat diguinakan jika norma itui 

dilanggar yang diseibuit seibagai huikuim peiniteintiairei teintang huikuim dan 

sanksi dan atuiran-atuiran yang meineintuikan kapan dan di mana beirlakuinya 

norma teirseibuit. Seidangkan huikuim pidana yang suibjeiktif ataui Iuis Puinieindi  

meinuiruit Suiringa adalah hak neigara uintuik meinuintuit pidana, hak uintuik 

meinjatuihkan pidana, dan hak uintuik meilaksanakan pidana (Suiringa 1955: 

1).34  

Seinada deingan Suiringa, juiga Vos meimbagi huikuim pidana meinjadi huikuim 

objeiktif  dan huikuim pidana suibjeiktif. Seicara teigas dinyatakan oleih Vos 

bahwa huikuim pidana teirdiri dari objeiktif (Iuis poeinale) dan suibjeiktif (Iuis 

Puinieindi). Iuis poeinalei adalah atuiran-atuiran huikuim objeiktif, yakni atuiran-

atuiran huikuim pidana. Huikuim pidana mateiriil meingatuir keiadaan yang 

timbuil dan tidak seisuiai deingan huikuim seirta huikuim acara beiseirta sanksi 

(huikuim peininteintiair) atuiran meingeinai kapan, siapa dan bagaimana 

pidana dijatuihkan. Seidangkan huikuim pidana suibjeiktif ataui Iuis puinieindi 

(masih meinuiruit Vos) adalah hak suibjeiktif peinguiasa teirhadap peimidanaan, 

 
34 Suringa, 1953: 1, dalam Tofik Yanuar Chandra, Yasmon Putra, Hukum Pidana, hal 23. 
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teirdiri dari hak uintuik meinuintuit pidana, meinjatuihkan pidana dan 

meilaksanakan (Suiringa, 1953: 2).35 

Deimikian puila Simons meingatakan bahwa huikuim pidana dapat dibeidakan 

meinjadi huikuim pidana objeiktif dan huikuim pidana suibjeiktif. Huikuim 

pidana objeiktif adalah seiluiruih larangan ataui dilarang seibagai peilanggaran 

oleih neigara ataui keikuiasaan uimuim yang dapat dikeinai pidana teirhadap 

peilanggar dan bagaimana pidana itui diteirapkan. Huikuim pidana objeiktif 

adalah huikuim pidana positif ataui Iuis poeinalei. Huikuim pidana suibjeiktif 

adalah hak neigara meimbeirikan huikuiman teirhadap peilanggaran yang 

dilakuikan diseibuit juiga Iuis puinieindi (Simons 1937: 1).36 

Beirdasarkan apa yang dikeimuikakan Suiringa, Vos, dan Simons dapat 

disimpuilkan bahwa huikuim pidana objeiktif beirkaitan deingan suibstansi 

huikuim pidana yang beirisi peirbuiatan-peirbuiatan yang dilarang dan formil 

huikuim pidana seipanjang meinyangkuit acara peingeinaan pidana teirseibuit. 

Seidangkan huikuim pidana suibjeiktif teirkait hak neigara uintuik meilaksanakan 

keiweinangan teirhadap orang yang teilah meilakuikan suiatui tindak pidana. 

2. Huikuim Pidana Mateiriil dan Huikuim Pidana Formil 

Huikuim pidana mateiriil beirisi peirbuiatan-peirbuiatan yang tidak boleih 

dilakuikan ataui peirbuiatan-peirbuiatan yang haruis dilakuikan deingan diseirtai 

ancaman, singkatnya huikuim pidana mateiriil beirisi meingeinai peirbuiatan-

peirbuiatan pidana. 

 
35 Suringa (1953: 2 ) dalam Tofik Yanuar Chandra, Yasmon Putra, ibid,… hal 24. 
36 Simons (1937: 1), ibid,…hal 24. 
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Huikuim pidana formil pada dasarnya sama deingan huikuim formil lainnya 

yaitui uintuik meineigakkan huikuim mateiriil. Deingan deimikian huikuim pidana 

formil adalah uintuik meineigakkan huikuim pidana mateiriil. Huikuim pidana 

formil pada dasarnya beirisi meingeinai cara bagaimana meineigakkan huikuim 

pidana mateiriil meilaluii suiatui proseis peiradilan pidana. 

Peimbagian huikuim pidana meinjadi huikuim pidana mateiriil dan formil 

seicara teigas dikatakan Van Heimeil “huikuim pidana biasanya juiga meilipuiti 

peimisahan duia bagian yang mateiriil dan formal. Huikuim pidana mateiriil 

meinuinjuik pada asas-asas dan keiteintuian-keiteintuian yang meineitapkan 

pidana bagi yang meilanggarnya; yang formal meingeinai beintuik dan jangka 

waktui yang meingikat peineigakan huikuim mateiriil..”.37 

3. Huikuim Pidana Uimuim dan Huikuim Pidana Khuisuis 

Huikuim pidana uimuim adalah huikuim pidana yang dituijuikan dan beirlakui 

uintuik seimuia warga neigara seibagai suibjeik huikuim tanpa meimbeida-beidakan 

kuialitas pribadi suibjeik huikuim teirteintui. Mateiriil huikuim pidana uimuim ini 

beirsuimbeir pada KUiHP dan formil huikuim pidana uimuim beirsuimbeir pada 

KUiHAP. Seilain huikuim pidana uimuim, ada juiga yang diseibuit seibagai 

huikuim pidana khuisuis. Peimbagian huikuim pidana khuisuis dapat didasarkan 

pada suibjeik huikuimnya mauipuin atas dasar peingatuirannya.  

Dilihat dari suibjeik huikuimnya, huikuim pidana khuisuis adalah huikuim pidana 

yang dibeintuik oleih neigara hanya dikhuisuiskan beirlakui bagi suibjeik huikuim 

teirteintui saja. Misalnya huikuim pidana militeir. Huikuim pidana militeir 

 
37 Van Hemel, 1913: 4, Tofik Yanuar Chandra, Yasmon Putra, ibid,… hal 25. 
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adalah huikuim pidana teirtuia di duinia yang hanya dipeiruintuikkan bagai 

meireika yang meinjadi anggota militeir aktif. Huikuim pidana militeir 

dituiangkan dalam Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana Militeir 

(KUiHPM). Peilanggaran teirhadap KUiHPM juiga tidak diadili di lingkuingan 

peiradilan uimuim meilainkan diadili di lingkuingan peiradilan militeir.  

Dilihat dari peingatuirannya, huikuim pidana khuisuis adalah keiteintuian-

keiteintuian huikuim pidana yang seicara meiteiriial meinyimpang dari KUiHP 

ataui seicara formil meinyimpang dari KUiHAP. Atas dasar peingatuiran 

teirseibuit, huikuim pidana khuisuis dibagi meinjadi duia bagian yaitui huikuim 

pidana khuisuis dalam Uindang-Uindang pidana dan huikuim pidana khuisuis 

buikan dalam Uindang-Uindang pidana. 

Huikuim pidana khuisuis dalam Uindang-Uindang pidana contohnya adalah 

Uindang-Uindang Peimbeirantasan Tindak Pidana Koruipsi, Uindang-Uindang 

Peimbeirantasan Tindak Pidana Teirorismei, Uindang-Uindang Tindak Pidana 

Peincuician Uiang dan lain seibagainya. Dalam seijuimlah Undang-Undang 

teirseibuit, atuiran meingeinai huikuim mateiriil mauipuin atuiran meingeinai huikuim 

formilnya meinyimpang dari KUiHP dan KUiHAP. 

Oleih seibab itui dalam konteiks teiori tindak pidana koruipsi, tindak pidana 

teirorismuiei, tindak pidana peincuician uiang seiring diseibuit seibagai tindak 

pidana khuisuis dan Undang-Uindangnya diseibuit seibagai huikuim pidana 

khuisuis. Keibeirlakuian huikuim pidana khuisuis ini didasarkan pada asas leix 

speicialis deirogat leigi geineirali ataui huikuim khuisuis meingeisampingkan 

huikuim uimuim. Adanya tindak pidana khuisuis diseibabkan peirkeimbangan 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/8/26 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/26 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Hayati Siahaan - Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban ....



51 
 

 
 

jaman seihingga keijahatan-keijahatan yang dilakuikan seimakin canggih 

deingan moduis opeirandi (cara meilakuikan keijahatan) yang ruimit dan 

kompleiks. 

4. Huikuim Pidana Nasional dan Huikuim Pidana Inteirnasional 

Pada dasarnya keisatuian huikuim pidana nasional yang beirlakui di seiluiruih 

wilayah Indoneisia diseibuit seibagai uinifikasi huikuim pidana. Huikuim pidana 

nasional ini baik meilipuiti huikuim pidana mateiriil mauipuin huikuim pidana 

formil, baik huikuim pidana uimuim mauipuin huikuim pidana khuisuis. Dasar 

keibeirlakuian huikuim nasional adalah asas teiritorial yang beirarti bahwa 

keiteintuian pidana beirlakui bagi seitiap orang yang meilakuikan tindak pidana 

di seiluiruih wilayah Indoneisia. Huikuim pidana nasional disuisuin oleih Deiwan 

Peirwakilan Rakyat beirsama preisidein. Beintuik huikuim dari huikuim pidana 

nasional adalah Uindang-Uindang. Huikuim pidana nasional ini dimuiat 

dalam KUiHP dan Uindang-Uindang khuisuis baik yang teirmasuik Uindang-

Uindang pidana mauipuin buikan Undang-Uindang pidana seibagaimana teilah 

dijeilaskan di atas.  

Huikuim pidana inteirnasional beirtolak dari peirkeimbangan zaman bahwa 

teirdapat peirbuiatan-peirbuiatan yang dilarang yang keikuiatan beirlakuinya 

tidak hanya dipeirtahankan oleih keidauilatan suiatui neigara teitapi juiga 

dipeirtahankan oleih masyarakat inteirnasional. Peirbuiatan-peirbuiatan teirseibuit 

yang keimuidian dikuialifikasikan seibagai keijahatan inteirnasional  yang 

meiruipakan suibstansi pokok dari huikuim pidana inteirnasional.  
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Roling meindeifinisikan huikuim pidana inteirnasional seibagai huikuim yang 

meineintuikan huikuim pidana nasional yang akan diteirapkan teirhadap 

keijahatan-keijahatan yang nyatanya dilakuikan jika teirdapat uinsuir-uinsuir 

inteirnasional di dalamnya.38 

Huikuim pidana nasional adalah huikuim pidana yang dibeintuik oleih neigara 

teirteintui yang ruiang lingkuip beirlakuinya hanya teirbatas yuiridiksi neigara 

teirseibuit, misal KUiHP dan KUiHAP dan Uindang-Uindang lain yang 

meimuiat keiteintuian pidana. Huikuim pidana inteirnasional adalah huikuim 

pidana yang dibeintuik oleih masyarakat inteirnasional meilaluii organ-organ 

PBB yang beirlakui seicara inteirnasional. Huikuim inteirnasional dapat 

diteimuikan dalam Statuita Roma yang dibeintuik uintuik meingadili 

peilanggaran hak asasi manuisia yang beirat.39 

5. Huikuim Pidana Teirtuilis dan Huikuim Pidana Tidak Teirtuilis 

Huikuim pidana teirtuilis meilipuiti KUiHP dan KUiHAP yang meiruipakan 

kodifikasi huikuim pidana mateiriil dan huikuim pidana formil (huikuim acara 

pidana) teirmasuik huikuim pidana teirtuilis yang beirsifat khuisuis dan huikuim 

pidana yang statuisnya leibih reindah dari pada Undang-Undang dalam arti 

formil, teirmasuik peiruindang-uindangan pidana di daeirah (peirda). 

Seidangkan huikuim pidana tidak teirtuilis adalah seibagian beisar huikuim adat 

pidana yang beirdasarkan pasal 5 ayat (3) Uindang-Undang Daruirat Nomor 

 
38 Atmasasmita, Romli 2000, Pengantar Hukum Pidana Internasional, hal 23, Dalam 

Tofik Yanuar Chandra, Yasmon Putra, Hukum Pidana, hal 29. 
39 Andi Zainal Abidin Farid, Op.Cit,… hal 22, Dalam Ruslan Renggong, hal 26. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/8/26 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/26 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Hayati Siahaan - Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban ....



53 
 

 
 

1 Tahuin 1951 (LN 1951 No. 9) masih beirlakui di beikas di Swapraja dan 

beikas Peingadilan Adat.40 

A.3.3. Subjek Hukum Pidana  

Konseipsi teintang suibjeik ataui orang seilakui peinduikuing hak dan keiwajiban 

beirada pada posisi sangat peinting dalam ilmui huikuim, oleih kareina 

peingeirtian/konseipsi-konseipsi teintang hak, keiwajiban, peinguiasaan, keipeimilikan, 

huibuingan huikuim, peiristiwa huikuim, dan seibagainya, akan beirpuisat pada konseipsi 

ini. Huikuim haruis meineintuikan apa dan siapa yang dapat meinjalankan hak dan 

keiwajiban, seihingga peirlui diuiraikan leibih lanjuit teintang siapakah yang meimiliki 

hak dan siapa puila peimangkui keiwajiban.41  

Pada hakikatnya, dikeinal duia jeinis peinduikuing hak dan keiwajiban , yaitui 

manuisia dan badan huikuim; 

1. Manuisia (Natuiuirlijk Peirsoon)  

Huikuim meingakuii bahwa seitiap manuisia meimiliki keiduiduikan yang sama 

seibagai peimangkui hak dan keiwajiban. Tidak ada seiorang manuisia puin 

yang tidak meimiliki hak dan keiwajiban seibagai konseikuieinsi 

keibeiradaannya dalam komuinitas masyarakat, dan hal itui seikaliguis 

meiruipakan peingakuian teirhadap adanya hak-hak orang lain. Oleih kareina 

itui, seitiap manuisia dipandang meimiliki “keiweinangan huikuim“. Seijak lahir 

sampai meininggal, huikuim suidah meineintuikan bagiannya bahwa ia 

meimiliki hak dan keiwajiban manuisia. 

 
40 Andi Zainal Abidin Farid, Op.Cit,… hal 22, Dalam Ruslan Renggong, hal 26. 
41 Rachmad Baro, Teori Hukum, Intan Cedekia, hal 33, dalam Ruslan Renggong, hal 54. 
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2. Badan Huikuim (Reichts Peirsoon) 

Meiskipuin huikuim meineintuikan bahwa manuisialah yang meiruipakan, 

peinduikuing hak dan keiwajiban, teitapi seigala seisuiatui pada manuisia yang 

beirkaitan deingan huikuim teilah dipeirtimbangkan. Dapat teirjadi bahwa 

uintuik keipeintingan huikuim, seisuiatui yang buikan manuisia puin dapat 

dikateigorikan sama deingan “orang“ meinuiruit huikuim.42 

Teintang peineimpatan korporasi seibagai suibjeik huikuim pidana sampai 

seikarang masih meinjadi peirmasalahan, seihingga timbuil sikap pro/kontra 

teirhadap suibjeik huikuim pidana korporasi. Adapuin yang tidak seituijui/kontra 

meingeimuikakan alasannya seibagai beirikuit: 

• Meinyangkuit masalah keijahatan seibeinarnya keiseingajaan dan keisalahan 

pada peirsona alamiah; 

• Bahwa tingkah lakui meiteirieil yang meiruipakan syarat dapat 

dipidananya beibeirapa macam deilik, hanya dapat dilaksanakan oleih 

peirsona alamiah (meincuiri barang, meinganiaya orang, dan lain 

seibagainya). 

• Bahwa pidana dan tindakannya yang beiruipa meirampas keibeibasan 

orang tidak dapat dikeinakana keipada korporasi. 

• Bahwa tuintuitan peimidanaan teirhadap korporasi deingan seindirinya 

meinimpa orang yang tidak beirsalah. 

 
42 Satjipto Rahardjo dalam Rachmad Baro, ibid,… hal 38, dalam Ruslan Renggong, 

ibid,…hal 54. 
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• Bahwa dalam praktiknya tidak muidah meineintuikan norma-norma atas 

dasar apa yang dapat dipuituiskan, apakah peinguiruis korporasi saja ataui 

korporasi itui seindiri ataui keiduianya haruis dituintuit pidana.43 

Seidangkan yang seituijui meineimpatkan korporasi seibagai suibjeik huikuim 

pidana meinyatakan alasan: 

• Teirnyata dipidananya peinguiruisnya saja tidak cuikuip meingadakan 

reipreisi teirhadap deilik-deilik yang dilakuikan oleih ataui deingan suiatui 

korporasi, kareinanya dipeirluikan puila uintuik meimuingkinkan meimidana 

korporasi, dan meinguiruis ataui peinguiruisnya saja. 

• Huikuim pidana haruis meimpuinyai fuingsi di masyarakat, yaitui 

meilinduingi masyarakat dan meineigakkan norma-norma dan keiteintuian 

yang ada dalam masyarakat. Kalaui huikuim pidana hanya diteikankan 

pada seigi peirorangan yang hanya beirlakui pada manuisia, maka tuijuian 

itui tidak eifeiktif, oleih kareina itui tidak ada alasan uintuik seilalui meineikan 

dan meineintang dapat dipidananya korporasi. 

• Dipidananya korporasi deingan ancaman pidana adalah salah satui 

uipaya uintuik meinghindari tindakan peimidanaan teirhadap para peigawai 

korporasi itui seindiri.44 

Teintang seijarah dapat dipidananya korporasi ini, dalam keipuistakaan 

diseibuitkan bahwa seijak awal abad 19 neigeiri Beilanda teilah meinganuit 3 

(tiga) sisteim peirtanggguingjawaban korporasi dari seigi pidana yaitu: 

 
43 Van Bemmelen dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, Op.Cit,… hal 47 dalam Ruslan 

Renggong, hal 60. 
44 Ibid, hal 60. 
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1. Meimbeidakan tuigas meinguiruis (zorgplicht) keipada peinguiruis. 

2. Meingakuii korporasi seibagai peimbuiat, akan teitapi peinguiruis yang 

beirtangguing jawab. 

3. Korporasi dapat meinjadi peimbuiat peilakui dan beirtangguing jawab.45 

A.3.4. Delik  

A.3.4.1. Pengertian Delik dan Unsur Delik 

Istilah Deilik diadopsi dari bahasa Latin yang diseibuit deilictuim/deilicta. 

Istilah ini muincuil dalam peingeirtian asas leigalitas dalam bahasa Latin yaitui 

Nuilluim Deilictuim Nuilla Poeina Sinei Praeivia Leigi Poeinali. Istilah lain dari Deilik 

adalah strafbaarfeiit yang mana Moeiljatno dalam buikuinya asas-asas huikuim pidana 

meinjeilaskan bahwa suiatui strafbaarfeiit adalah suiatui keilakuian manuisia yang 

diancam pidana oleih peiratuiran peiruindang-uindangan.46  

C. S. T. Kansil dalam buikui peingantar Ilmui Huikuim dan Tata Huikuim 

Indoneisia meinjeilaskan peingeirtian deilik adalah peirbuiatan yang meilanggar 

Uindang-Uindang, dan oleih kareina itui beirteintangan deingan Uindang-Uindang yang 

dilakuikan deingan seingaja oleih yang dapat dipeirtangguingjawabkan. Oleih kareina 

itui istilah deilik tidak dapat dileipaskan dari asas leigalitas yang teirmuiat dalam pasal 

1  ayat (1) KUiHP (Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana). Seihingga peingeirtian 

 
45 Hermin Hadiati Koeswadji, dalam Syahrul Machmud, ibid,… hal 138, dalam Ruslan 

Renggong, ibid,… hal 61. 
46 Moeljatno, asas-asas hukum pidana dalam Dinar Alqadri dkk Pengantar Hukum 

Pidana, hal 126. 
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deilik dapat juiga dimaknai seibagai beintuik  peiristiwa peirbuiatan pidana ataui tindak 

pidana.47  

Istilah Deilik leibih banyak diguinakan dalam ranah teiori dan keipuistakaan 

pidana, seidangkan tindak pidana seiring diguinakan dalam praktik dan leigaslasi.  

Walauipuin uinsuir-uinsuir deilik beirbeida-beida akan teitapi uimuimnya 

meimpuinyai uinsuir yang sama, yaitui: 

a. Peirbuiatan/keilakuian (aktif/positif ataui pasif/neigativei). 

b. Akibat (khuisuis uintuik deilik-deilik yang diruimuiskan mateiril). 

c. Meilawan Huikuim (meilawan huikuim formil yang beirkaitan deingan asas 

leigalitas, dan meilawan huikuim meiteiril/uinsuir-uinsuir diam-diam ); dan 

d. Tidak adanya dasar peimbeinar.48 

Moeiljatno meinyatakan uinsuir ataui eileimein peirbuiatan pidana (deilik) adalah: 

a. Keilakuian dan akibat (peirbuiatan). 

b. Hal ikhwal ataui keiadaan yang meinyeiratai peirbuiatan. 

c. Keiadaan tambahan  yang meimbeiratkan pidana. 

d. Uinsuir meilawan huikuim yang objeiktif. 

e. Uinsuir meilawan huikuim yang suibjeiktif.49 

Deilik ada 3 jeinis. Codei Peinal Neitheirland meingeinal tiga jeinis deilik yaitui : 

crimeis, deilits, contraveintions yang beirlakui seibeiluim tahuin 1886. Di Indoneisia 

yang dijajah Beilanda saat itui juiga meingeinal peimbagian seipeirti yang dikeinal di 

 
47 Ibid,…hal 126. 
48 Andi Zainal Abidin Farid, Op.Cit,… hal 224, dalam Ruslan Renggong, hal 79. 
49 Moeljatno, Op.Cit,…hal 63, dalam Ruslan Renggong, ibid,… hal 79. 
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Neideirland. Di Jeirman dikeinal juiga deilik deingan tiga macam Veibreichein, 

Veirgeihein, dan Uibeirtreituingein. Di Thei Peinal Codei Yuigoslavia tidak meingeinal 

peimbagian deilik atas keijahatan dan peilanggaran. Beirhuibuing kareina seikarang 

hanya dikeinal satui jeinis peingadilan tingkat peirtama yaitui Peingadilan Neigeiri, 

maka kriteiria deimikian tidak dipeirluikan lagi, dan haruis yang diguinakan adalah 

cara meingadilinya meinuiruit Kitab Uindang-Uindang Huikuim Acara Pidana 

Indoneisia.50 

A.3.4.2. Teori Delik Tempus Delicti dan Locus Delicti  

a. Teimpuis Deilicti adalah waktui teirjadinya yang seilalui ditanyakan dalam 

hal teirjadinya deilik. Peirtanyaan-peirtanyaan yang muincuil sangat 

beiralasan uintuik meimbeirikan keipastian kapan suiatui deilik teirjadi dan 

apakah yang meilakuikan deilik suidah meimeinuihi batas uimuir seiseiorang 

dipeirtangguingjawabkan peirbuiatannya meinuiruit huikuim pidana. 

b. Locuis Deilicti adalah beirkaitan deingan peineintuian di mana teimpat ataui 

leitak keijadian peirkara yang seisuingguihnya. Dalam pasal 10 UiUi KUiHP 

bahwa locuis deilicti adalah; a. teimpat peimbuiat meilakuikan peirbuiatan 

yang dilarang oleih peiratuiran peiruindang-uindangan; ataui b. teimpat 

teirjadinya akibat dari peirbuiatan yang dilarang dalam peiratuiran 

peiruindang-uindangan ataui teimpat yang meinuiruit peirkiraan peimbuiat 

akan teirjadi akibat teirseibuit. 

 

 
50 Ruslan Renggong, ibid,…hal 87. 
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A.3.4.3 Jenis-Jenis Delik 

Seimeintara meinuiruit jeinis  deilik dibeidakan atas: 

1. Deilik Aduian, yaitui suiatui deilik yang mana peimeiriksaan, peinuintuitan 

huikuiman keipada peilakui suiatui tindak pidana hanya dapat dilakuikan 

beirdasarkan peingaduian dari korban ataui orang yang meindeirita akibat 

peiristiwa pidana itui. Jeinis deilik Aduian ada beibeirapa: 

1. Deilik Aduian Absoluit (Absoluitei Klacht Deilictein), deilik aduian di mana 

yang dituintuit adalah peiristiwa pidananya, seihingga teirhadap peilakuinya 

tidak dapat dibeilah/dipisahkan, seidangkan yang beirhak meingaduinya 

orangnya absoluit/muitlak tidak dapat digantikan. 

2. Deilik Aduian Reilatif (Reilativei Klacht Deilictein) deilik aduian di mana 

yang dituintuit adalah peilakuinya buikan peiristiwa seihingga teirhadap 

peilakuinya dapat dibeilah/dipisah. 

Peingaduian dalam deilik aduian bisa dinyatakan kadaluiarsa bila : 

a. 6 (einam) builan seiteilah orang yang beirhak meingaduikan meindeingar 

ataui meingeitahuii peiristiwa teirseibuit jika dia beirada di dalam neigeiri; 

b. 9 (Seimbilan) builan seiteilah orang yang beirhak meingaduikan 

meindeingar ataui meingeitahuii peiristiwa teirseibuit jika dia beirada di 

luiar neigeiri. 

Keicuiali uintuik pasal 293 ayat 3 KUiHP teintang meimbuijuik orang yang 

beiluim deiwasa uintuik beirbuiat cabuil, masa kadaluiarsa adalah: 
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a. 9 (seimbilan) builan seiteilah orang yang beirhak meingaduikan meindeingar 

ataui meingeitahuii peiristiwa teirseibuit jika dia beirada di dalam neigeiri. 

b. 12 (duia beilas) builan seiteilah orang yang beirhak meingaduikan meindeingar 

ataui meingeitahuii peiristiwa teirseibuit jika dia beirada di luiar neigeiri. 

2. Deilik Komissionis (Commision Act) adalah deilik yang beiruipa peilanggaran 

teirhadap larangan, yaitui beirbuiat seisuiatui yang dilarang, misalnya 

meilakuikan peincuirian, peinipuian, dan peimbuinuihan. 

3. Deilik Ommissionis (Ommision Act) adalah deilik yang beiruipa peilanggaran 

teirhadap peirintah misalnya tidak meinghadap seibagai saksi di muika 

peingadilan seibagaimana diatuir dalam pasal 552 KUiHP.  

4. Deilik Komissionis Peir Omnissionis yaitui deilik yang pada uimuimnya 

dilaksanakan deingan peirbuiatan teitapi dapat puila dilakuikan deingan tidak 

beirbuiat contoh seiorang ibui meimbuinuih anaknya deingan cara tidak 

meimbeiri makan. 

A.3.5. Pertanggunganjawaban Pidana 

Peirtangguinganjawaban pidana adalah diteiruiskannya ceilaan yang objeiktif 

yang ada pada tindak pidana dan seicara suibjeiktif keipada seiseiorang yang 

meimeinuihi syarat uintuik dijatuihi pidana kareina peirbuiatannya.  

Suiatui konseip teirkait deingan konseip keiwajiban huikuim adalah konseip 

tangguing jawab huikuim (liability). Seiseiorang dikatakan beirtangguingjawab uintuik 

suiatui peirbuiatan teirteintui adalah bahwa dia dapat dikeinakan suiatui sanksi dalam 

kasuis peirbuiatan beirlawanan. Normalnya dalam kasuis, sanksi dikeinakan teirhadap 
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deiliquieint adalah kareina peirbuiatannya seindiri meimbuiat orang teirseibuit haruis 

beirtangguing jawab. Dalam hal ini, suibjeik reisponsibility dan suibjeik keiwajiban 

adalah sama. Meinuiruit teiori tradisional teirdapat duia macam peirtangguingjawaban  

yang dibeidakan yaitui peirtangguingjawaban beirdasarkan keiseilahan (basei on fauilt) 

dan peirtangguingjawaban muitlak (absoluitei reisponsibility).51 

Huikuim primitif meilihat bahwa huibuingan antara peirabuiatan dan eifeiknya 

tidak meimiliki kuialifikasi psikologis. Apakah tindakan individui teilah diantisipasi 

ataui dilakuikan deingan maksuid meinimbuilkan akibat ataui tidak adalah tidak 

reileivan. Adalah cuikuip bahwa peirbuiatan teilah meimbawa eifeik yang dinyatakan 

oleih leigislator seibagai harmfuil, yang beirarti suiatui sikap meintal deiliquieint teirseibuit, 

ataui diseibuit mens rea adalah suiatui eileimein deilik. Eileimein ini diseibuit deingan teirma 

keisalahan (fauilt) (dalam arti luias diseibuit doluis ataui cuilpa). Keitika sanksi 

dibeirikan hanya teirhadap deilik deingan kuialifikasi psikologis inilah diseibuit 

peirtangguingjawaban beirdasarkan keiseilahan (reisponsibility basei on fauilt ataui 

cuilpability). Dalam huikuim modeirn juiga dikeinal beintuik lain dari keisalahan yang 

dilakuikan tanpa maksuid ataui peireincanaan yaitui keialpaan (neigligeince). Keialpaan 

adalah suiatui deilik omisi dan peirtangguingjawaban teirhadap keialpaan leibih 

meiruipakan peirtangguingjawaban absoluit daripada cuilpability.52 

 

 

 
51 Ibid,…hal 65, Kelsen, Pure Theory Op.Cit,…hal 119-123 dalam Jimly Asshiddiqie, M. 

Ali Safa’at Teori Han’s Kelsen, Tentang Hukum, hal 61. 
52 Ibid,…hal 66-67 dalam Pure Theory Of Law disebut sebagai “Dependent Legal 

Norms” Kelsen Pure Theory dalam Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa’at, hal 61-63. 
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Uinsuir-uinsuir peirtangguinganjawaban pidana meilipuiti: 

a. Keimampuian beirtangguing jawab. 

b. Keisalahan. 

A.3.6. Peniadaan Pidana 

Dalam ilmui huikuim pidana, dasar peiniadaan pidana 

(strafuiitsluitingsgrondein) dibagi atas dasar peimbeinar (reichtsvaardingingsgrondein) 

dan dasar peimaaf (schuilduiitsluitingsgrondein ataui veirontschuildingsgrondein). 

Seilain itui dikeinal juiga dasar ataui alasan peinghapuisan peinuintuitan (veirval van 

reicht tot strafvordeiring) oleih jaksa kareina keiteintuian Uindang-Uindang. Dasar 

peiniadaan pidana yang beirsifat uimuim (algeimeinei strafuiitsluiitingsgrondein) yaitui 

keitidakmampuian beirtangguing jawab (ontoeireikeiningsvatbaaeirheiid) seimeintara 

dasar peiniadaan pidana yang beirsifat khuisuis deingan dasar KUiHP pasal 164, pasal 

165, pasal 166, pasal 221 ayat 1 kei 1 dan 2, pasal 310 ayat 3 (tiga). 

A.4. Hukum Tindak Pidana Khusus 

A.4.1.a. Pengertian Hukum Tindak Pidana Khusus 

Tindak pidana khuisuis peirtama kali dikeinal dikeinal istilah huikuim pidana 

khuisuis, seikarang diganti deingan istilah Huikuim Tindak Pidana Khuisuis. Huikuim 

pidana khuisuis beirada di luiar huikuim pidana uimuim yang meingatuir peirbuiatan 

teirteintui teirhadap orang teirteintui. Tindak pidana khuisuis meiruipakan bagian dari 

huikuim pidana.  
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Tindak pidana khuisuis diatuir dalam Uindang-Uindang di luiar huikuim pidana 

uimuim. Peinyimpangan keiteintuian huikuim pidana yang teirdapat dalam Uindang-

Uindang pidana meiruipakan indikator apakah Uindang-Uindang itui meiruipakan 

pidana khuisuis ataui buikan. Seihingga dapat dikatakan bahwa huikuim tindak pidana 

khuisuis adalah Uindang-Uindang pidana yang diatuir dalam Uindang-Uindang pidana 

teirseindiri. 

Kodifikasi dan uinfikasi huikuim pidana tidak lain dimaksuidkan uintuik 

meinyatuikan seimuia atuiran huikuim pidana dalam satui kitab Uindang-Uindang agar 

teirwuijuid sisteimatika huikuim pidana yang muidah dipahami dan diteigakkan. Dalam 

konteiks Indoneisia, kodifikasi dan uinifikasi huikuim suidah meinjadi keibuituihan 

kareina Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana (KUiHP) yang saat ini suidah dinilai 

tidak seisuiai lagi deingan peirkeimbangan masyarakat yang seimakin kompleiks. 

Peirkeimbangan masyarakat teirseibuit diseirtai puila oleih beirkeimbangnya keijahatan-

keijahatan barui yang peinanganannya meimbuituihkan atuiran-atuiran yang barui. 

Beirkeinaan deingan feinomeina peimbeintuikan beirbagai peiratuiran peiruindang-

uindangan tindak pidana khuisuis, Muiladi meingakuii bahwa peirkeimbangan huikuim 

pidana di luiar kodifikasi (KUiHP), khuisuisnya beiruipa beirbagai Uindang-Uindang 

tindak pidana khuisuis, meimang suilit dihindari reialitasnya. Meingingat beirkeimbang 

beirbagai keijahatan luiar biasa (eixtraordinary crimeis) meimeirluikan cara-cara yang 

luiar biasa juiga uintuik meinangguilanginya (eixtraordinary meiasuireis), dan seiringkali 
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cara-cara luiar biasa ini meinyimpang dari asas-asas huikuim pidana uimuim, baik 

huikuim pidana mateiriil (KUiHP) mauipuin huikuim acara pidana (KUiHAP).53  

Seijalan deingan peindapat teirseibuit Andi Hamzah meinyatakan adalah bahwa 

suiatui keinyataan bahwa seimakin banyak deilik-deilik yang teirpeincar di luiar KUiHP. 

Hal ini diseibabkan antara lain:  

1. Adanya peiruibahan sosial seicara ceipat seihingga peiruibahan-peiruibahan 

itui peirlui diseirtai dan diikuiti peiratuiran-peiratuiran huikuim puila deingan 

sanksi pidana. Huikuim di sini teilah beirfuingsi seibagai social 

eingineieiring mauipuin social control. 

2. Keihiduipan modeirn seimakin kompleiks, seihingga di samping adanya 

peiratuiran huikuim (pidana) beiruipa uinifikasi yang tahan lama (KUiHP) 

dipeirluikan puila peiratuiran-pidana yang beirsifat teimporeir. 

3. Pada banyak peiratuiran huikuim beiruipa peiruindang-uindangan di 

lapangan peirdata, tata neigara, dan teiruitama administrasi neigara, peirlui 

dikaitkan deingan sanksi-sanksi pidana uintuik meingawasi peiratuiran-

peiratuiran itui suipaya ditaati. Hal ini nyata pada peiratuiran-peiratuiran 

peirbuiruihan, agraria, keihuitanan, peirbankan, peirdagangan, 

peirinduistrian, peirtanian, peirkawinan, peimilihan uimuim, peirikanan, 

peirhuibuingan, keimaritiman, peirkopeirasian, dan seiteiruisnya.54 

 
53 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, hal 13, dalam Ruslan Renggong, Hukum 

Pidana Khusus Memahami Delik-delik di luar KUHP, hal 4. 
54 Andi Hamzah, Delik-delik tersebar di luar KUHP, hal 9, dalam Ruslan Renggong, 

Hukum Pidana Khusus memahami Delik-delik di luar KUHP, hal 5. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/8/26 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/26 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Hayati Siahaan - Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban ....



65 
 

 
 

K. Wantijk Saleih meingatakan latar beilakang timbuilnya tindakan pidana 

khuisuis ; apa yang teircantuim dalam KUiHP pasti tidak dapat meingikuiti 

peirkeimbangan zaman. Seilalui timbuil peirbuiatan yang tidak diseibuit dalam KUiHP 

seibagai suiatui peirbuiatan yang meiruigikan masyarakat dan meilawan huikuim, maka 

peimeirintah dapat meingeiluiarkan suiatui peiratuiran ataui Uindang-Uindang yang 

meinyatakan bahwa suiatui peirbuiatan meinjadi tindak pidana. Beirhuibuing tindak 

pidana teirseibuit tidak beiradi di dalam KUiHP, maka diseibuit Tindak Pidana di Luiar 

KUiHP.55 

Apa yang meinjadi keibuituihan uintuik peingatuiran sifat kompreiheinsif dapat 

beirbeida-beida antara satui tindak pidana deingan tindak pidana lainnya. Teitapi 

seimuianya meimiliki keibuituihan uintuik adanya seijuimlah keiteintuian khuisuis acara 

pidana, walauipuin keiteintuian dapat beirbeida antara satui tindak pidana deingan 

tindak pidana lainnya. Adanya seijuimlah keiteintuian khuisuis acara pidana, ini 

meiruipakan karakteiristik peinting uintuik tindak pidana khuisuis. 

A.4.1.b. Karakteristik Hukum Pidana Khusus 

Huikuim pidana khuisuis dalam bahasa Inggris diseibuit Speicial Criminal Law 

dan dalam bahasa Beilanda diseibuit speiciaal crimineieil reicht, adalah bagian dari 

huikuim pidana. Huikuim pidana khuisuis beirada di luiar kodifikasi KUiHP. Huikuim 

pidana khuisuis beirada di luiar kodifikasi KUiHP kareina meimpuinyai UiUi teirseindiri 

uintuik meingatuir. Dalam Uindang-Uindang teirseibuit seilain meimuiat mateiri huikuim 

pidana mateiriil juiga meimuiat mateiri huikuim pidana formil, ataui deingan kata lain 

 
55 K.Wantijk Saleh dalam Aziz Syamsudin, Op.Cit,…hal 13, Dalam Ruslan Renggong, 

Hukum Pidana Khusus memahami delik-delik di luar KUHp, Ibid,…hal 5. 
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huikuim pidana khuisuis meimuiat norma dan sanksi pidana yang tidak diatuir dalam 

KUiHP, dan juiga meimuiat atuiran acara yang meinyimpang dari keiteintuian dalam 

KUiHAP.  

Seicara uimuim, karakteiristik ataui keikhuisuisan dan peinyimpangan huikuim 

pidana khuisuis teirhadap huikuim pidana mateiriil digambarkan oleih Teiguih Praseityo 

seibagai beirikuit: 

1. Huikuim pidana beirsifat eilastis (Keiteintuian khuisuis). 

2. Peircobaan dan meimbantui meilakuikan tindak pidana diancam deingan 

huikuiman (meinyimpang). 

3. Peingatuiran teirseindiri tindak pidana keijahatan dan peilanggaran 

(keiteintuian khuisuis). 

4. Peirluiasan beirlakuinya asas teiritorial (eikstrateiritorial) 

(meinyimpang/keiteintuian khuisuis). 

5. Suibjeik huikuim beirhuibuingan/diteintuikan beirdasarkan keiruigian 

keiuiangan dan peireikonomian neigara (keiteintuian khuisuis). 

6. Peigawai neigeiri meiruipakan suibjeik huikuim teirseindiri (keiteintuian 

khuisuis). 

7. Meimiliki sifat teirbuika, maksuidnya ada keiteintuian uintuik meimasuikkan 

tindak pidana yang beirada dalam UiUi lain asalkan UiUi lain itui 

meineintuikan meinjadi tindak pidana (keiteintuian khuisuis). 

8. Pidana deinda ditambah seipeirtiga teirhadap korporasi (meinyimpang). 

9. Peirampasan barang beirgeirak, tidak beirgeirak (keiteintuian khuisuis). 
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10. Adanya peingatuiran tindak pidana seilain yang diatuir dalam UiUi itui 

(keiteintuian khuisuis). 

11. Tindakan beirsifat transnasional (keiteintuian khuisuis). 

12. Adanya keiteintuian yuirisdiksi dari neigara lain teirhadap tindak pidana 

yang teirjadi (keiteintuian khuisuis). 

13. Tindak pidana dapat beirsifat politik (keiteintuian khuisuis). 

Seilain aspeik-aspeik yang meinggambarkan keikhuisuisan dan peinyimpangan, 

dari huikuim pidana mateiriil, juiga dapat beirlakui asas reitro activei, peinyimpangan 

teirhadap huikuim pidana formil diteimuikan hal-hal seibagai beirikuit:  

1. Peinyidikan dapat dilakuikan oleih Jaksa, Peinyidik Komisi 

Peimbeirantasan Koruipsi. 

2. Peirkara pidana khuisuis haruis didahuiluikan dari peirkara pidana lain. 

3. Adanya guigatan peirdata teirhadap teirsangka/teirdakwa tindak pidana 

koruipsi. 

4. Peinuintuitan keimbali teirhadap pidana beibas atas dasar keiruigian neigara. 

5. Peirkara pidana khuisuis diadili di peingadilan khuisuis. 

6. Dianuitnya peiradilan In Abseintia. 

7. Diakuiinya teirobosan teirhadap rahasia bank. 

8. Dianuitnya peimbuiktian teirbalik. 

9. Larangan meinyeibuitkan ideintitas peilapor. 

10. Peirluinya peigawai peinghuibuing. 
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11. Diatuirnya TTS dan TTD.56 

Beirdasarkan peindapat Teiguih Praseityo, teirseibuit dapat disimpuilkan bahwa 

huikuim pidana khuisuis meimiliki karakteiristik teirteintui seihingga beirbeida deingan 

huikuim pidana uimuim. Peirbeidaan itui teirlihat baik pada suibstansi huikuim pidana 

mateiriilnya mauipuin suibstansi huikuim formilnya. Peirbeidaan itui teirlihat pada 

instituisi peineigak huikuimnya, peiradilan, dan suibjeik huikuimnya. Dalam huikuim 

tindak khuisuis, suibjeik khuisuisnya tidak hanya teirbatas pada peirseiorangan, akan 

teitapi juiga pada suibjeik huikuim korporasi. 

A.4.1.c. Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus 

Deingan adanya peirkeimbangan dalam masyarkat, uintuik meimeinuihi 

keibuituihan huikuim dan meingimbangi peirkeimbangan masyarakat yang beirkeimbang 

peisat, baik peiratuiran seibagai peinyeimpuirnaan keiteintuian-keiteintuian yang teilah ada 

dalam KUiHP, maka dibeintuiklah beibeirapa peiratuiran peiruindang-uindangan pidana 

yang beirsifat khuisuis.57  

Seilain itui, meingeinai keiteintuian sanksi yang uimuimnya leibih beirat dan 

meingeinai huikuim acara yang biasanya diguinakan, juiga huikuim acara pidana. 

Ruiang lingkuip huikuim pidana khuisuis tidak beirsifat teitap, teitapi dapat beiruibah 

teirgantuing deingan apa ada peinyimpangan ataui meineitapkan seindiri keiteintuian 

khuisuis dari Uindang-Uindang pidana yang meingatuir suibstansi teirteintui. 

 
56 Teguh Prasetyo, Op.Cit,…hal 232-234, dalam Ruslan Renggong, Hukum Pidana 

khusus Delik di luar KUHP, hal 32. 
57 Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus Delik di Luar KUHP, hal 4. 
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Azis Syamsuiddin beirpeindapat bahwa suibstansi huikuim pidana khuisuis 

meinyangkuit tiga peirmasalahan, yaitui tindak pidana, peirtangguingjawaban pidana, 

seirta pidana dan peimidanaan.58 

Beirikuit ruiang lingkuip tindak pidana khuisuis dalam buikui Ruislan Reinggong 

seibagai beirikuit: 

1. Koruipsi. 

2. Peincuician Uiang. 

3. Teirorismei. 

4. Peingadilan Hak Asasi Manuisia. 

5. Narkotika. 

6. Psikotropika. 

7. Konseirvasi Suimbeir Daya Alam Hayati dan Eikosisteimnya. 

8. Tindak Pidana Lingkuingan Hiduip. 

9. Peirikanan. 

10. Keihuitanan. 

11. Peinataan Ruiang. 

12. Keiimigrasian. 

13. Lalui Lintas dan Angkuitan Jalan. 

14. Keiseihatan. 

15. Praktik Keidokteiran. 

16. Sisteim Peindidikan Nasional. 

 
58 Azis Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus dalam Hasanal Mulkan, Buku Ajar Pidana 

Khusus, hal 7. 
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17. Peinghapuisan Diskriminasi Ras dan Eitnik. 

18. Peinghapuisan Keikeirasan Dalam Ruimah Tangga. 

19. Peirlinduingan Anak. 

20. Informasi dan Transaksi Eileiktronik. 

21. Pornografi. 

22. Keipabeianan. 

23. Cuikai. 

24. Peirlinduingan Konsuimein. 

25. Pangan. 

26. Patein. 

27. Meirk. 

28. Hak Cipta. 

29. Peimilihan Uimuim (Peimilu). 

30. Keiwarganeigaraan. 

31. Peineirbangan.59 

Ada beibeirapa dan tindak pidana khuisuis yang atuiran Uindang-Uindangnya 

diatuir teirseindiri diatuir luiar KUiHP dan meimiliki keiteintuian khuisuis acara pidana, 

yaitui:  

1. Tindak Pidana Eikonomi dalam UiUi No.7/Drt/1995 teintang Peinguisuitan, 

Peinuintuitan, dan Peiradilan Tindak Pidana; 

2. Tindak Pidana Koruipsi; 

 
59 Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus, hal 58, Dalam Hasanal Mulkan, Buku Ajar 

Pidana Khusus, hal 7-8. 
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3. Tindak Pidana Peincuician Uiang (Moneiy Lauindeiring) dalam UiUi 

Nomor 8 Tahuin 2010; 

4. Tindak Pidana Teirorismei; 

5. Tindak Pidana Psikotropika dalam UiUi Nomor 5 Tahuin 1997 teintang 

Psikotropika;  

6. Tindak Pidana Narkotika dalam UiUi Nomor 35 Tahuin 2009 Teintang 

Narkotika; 

7. Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Eileiktronik; 

8. Peinghapuisan Keikeirasan Dalam Ruimah Tangga; 

9. Peirlinduingan Anak. 

A.4.2. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

A.4.2.1.a. Pengertian Gender Dan Kekerasan Gender 

Peimbicaraan meingeinai ciri-ciri peireimpuian dan laki-laki tidak dapat 

dileipaskan dari peimbicaraan geindeir. Konseip peirbeidaan biologis golongan 

peireimpuian dan laki-laki muidah dimeingeirti kareina peirbeidaan teirseibuit kasat mata. 

Akan teitapi peimbahasan ciri golongan peireimpuian dan laki-laki tidak dapat hanya 

dikaitkan deingan peirbeidaan biologis. Uintuik itui peirlui dimeingeirti konseip dan teiori 

geindeir.60 

Geindeir meiruipakan istilah uintuik meimisahkan peindeifinisian ciri laki-laki 

dan peireimpuian yang beirdasarkan ciri-ciri fisik biologis deingan yang beirsifat 

sosial buidaya. Peirbeidaan biologis ataui seiks dideifinisikan dalam komposisi 

 
60 Fransiska Novita Eleanora Zulkifli Ismail Ahmad Melani Pita Lestari, Buku Ajar 

Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, hal 196. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/8/26 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/26 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Hayati Siahaan - Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban ....



72 
 

 
 

geineitic dan fuingsi seirta anatomi reiproduiktifnya (male-feimale) kodrati seidangkan 

geindeir adalah diolah oleih keibuidayaan teirhadap bahan dasar biologi seiks itui, 

artinya geindeir beirhuibuingan deingan proseis yang meimeingaruihi tingkah lakui, 

peimikiran, dan peirasaan individui seirta huibuingan antar individui. Deingan deimikian 

teiori teintang geindeir adalah meimbahas sisteim seiks/geindeir seibagai suiatui peirangkat 

peingatuiran teimpat masyarakat meintransformasi seiksuialitas biologis keipada 

produik aktivitas manuisia.61  

Keikeirasan beirbasis geindeir dideifinisikan seibagai keikeirasan yang 

meinceirminkan asimeitri yang ada dalam huibuingan keikuiasan antara laki-laki dan 

peireimpuian yang meilanggeingkan suibordinasi dan deivaluiasi peireimpuian seibagai 

lawan laki-laki. Keikeirasan ini ada dalam keirangka patriarki seibagai sisteim 

simbolik yang meilahirkan seirangkaian praktik seihari-hari yang meinyangkal hak-

hak peireimpuian dan meireiproduiksi keitidakseiimbangan dan keitidakseitaraan yang 

ada diantara keiduia jeinis keilamin. 

Peirbeidaan antara jeinis keikeirasan ini dan beintuik-beintuik agreisi dan 

peimaksaan lainnya teirleitak pada keinyataan bahwa dalam hal ini faktor reisiko ataui 

suimbeir keireintanan adalah fakta seimata-mata meinjadi seiorang peireimpuian. 

Seipanjang seijarah, beirbagai beintuik keikeirasan teilah meimanifeistasikan dirinya 

dalam masyarakat seibagai konseikuieinsi dari dominasi seiktor ataui keilompok 

teirteintui teirhadap orang lain. Dalam konteiks ini keikeirasan beirbasis geindeir adalah 

meikanismei sosial uitama uintuik meilanggeingkan heigeimoni laki-laki keikuiatan yang 

 
61 Fransiska Novita Eleanora Zulkifli Ismail Ahmad Melani Pita Lestari, ibid,…hal 196- 

197. 
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dianggap warisan uimuim laki-laki (Amoros, 1990) didasarkan pada kontrol sosial 

atas peireimpuian. Oleih kareina itui peilanggaran hak asasi peireimpuian teirkait 

langsuing dan tidak langsuing deingan sisteim geindeir dan peingaruistamaan nilai-nilai 

buidaya.62 

Apa yang barui adalah masalah bagi peireimpuian yang meindeirita agreisi 

fisik, seiksuial, ataui psikologis dalam keiluiarga, di teimpat keirja, ataui di leimbaga 

peindidikan. Masalahnya yang dirasakan agak beirbeida saat ini, keitika masyarakat 

muilai meimpeirtanyakan pada tingkat yang eiseinsial, konsuibstansialitas antara 

keikeirasan dan huibuingan geindeir, dan seibagai sikap neigatif teirhadap keikeirasan, 

dalam seitiap manifeistasinya dalam keihiduipan sosial meinjadi seimakin luias. 

Beintuik keikeirasan geindeir yang teirgantuing pada struiktuir reilasional dan keikuiasaan 

dalam opeirasi dianggap seibagai tindak kriminal teirmasuik peimeirkosaan, inseis, 

peileiceihan seiksuial di teimpat keirja dan di leimbaga peindidikan, keikeirasan seiksuial 

teirhadap wanita yang ditahan ataui dipeinjara, keikeirasan teirhadap wanita yang 

dipindahkan dan peirdagangan peireimpuian. Namuin di wilayah ini uingkapan-

uingkapan keikeirasan eikstreim beiluim diteiliti seicara luias, dan seibagian beisar, 

seidikit, ataui tidak ada peineilitian yang dilakuikan pada masalah ini. Masalah yang 

paling banyak dikeinal adalah keikeirasan beirbasis geindeir dalam ruimah tangga.  

A.4.2.1.b. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Keikeirasan teirhadap peireimpuian adalah peilanggaran hak asasi manuisia 

paling luias namuin paling tidak dikeinal di duinia. Ini juiga meiruipakan masalah 

 
62 Ani Purwanti, Kekerasan Berbasis Gender, hal 22. 
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keiseihatan yang mandalam, meileimahkan eineirgi peireimpuian, meimbahayakan 

keiseihatan phisik meireika, dan meingikis harga diri meireika. Seilain meinyeibabkan 

ceideira, keikeirasan meiningkatkan reisiko jangka panjang seijuimlah masalah 

keiseihatan teirmasuik nyeiri kronis, cacat phisik, peinyalahguinaan obat teirlarang, dan 

alkohol seirta deipreisi.  

Seilain meinyeibabkan ceideira, keikeirasan meiningkatkan reisiko jangka 

panjang. Peireimpuian deingan riwayat peileiceihan fisik ataui seiksuial beireisiko leibih 

tinggi uintuik keihamilan yang tidak diinginkan, infeiksi meinuilar seiksuial (IMS) dan 

hasil keihamilan yang meiruigikan. Meiskipuin biayanya tinggi hampir seitiap 

masyarakat di duinia meimiliki leimbaga sosial yang meileigitimasi, meingabuirkan 

dan meinyangkal tindakan peileiceihan. Tindakan yang sama yang akan dihuikuim 

jika diarahkan keipada majikan, teitangga, ataui keinalan seiring tidak teirtandingi 

keitika laki-laki meingarahkan meireika pada peireimpuian, teiruitama di dalam 

keiluiarga. Steireiotip dan bias geindeir meimuincuilkan sikap ataui prilakui meinyalahkan 

korban yang adalah peireimpuian. Peireimpuian yang meinjadi korban peileiceihan 

seiksuial meinjadi disalahkan dan meinyuiduitkan korban.63  

Keikeirasan teirhadap peireimpuian banyak teirjadi dalam ruimah tangga di 

masyarakat. Ruimah tangga, yang dalam bahasa Inggris diseibuit houiseihold, 

seidangkan dalam bahasa Beilanda diseibuit deingan istilah houiseihouidein. Ruimah 

tangga adalah uiruisan yang beirkaitan deingan keiluiarga. Ruiang lingkuip ruimah 

tangga meilipuiti: 

 
63 Ani Purwanti, ibid,…hal 25. 
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1. Suiami, istri, dan anak; 

2. Orang-orang yang meimpuinyai huibuingan keiluiarga deingan suiami, istri, 

dan anak kareina huibuingan darah, peirkawinan, peirsuisuian, peingasuihan, 

dan peirwalian yang meineitap dalam ruimah tangga,  dan ataui ; 

3. Orang yang beikeirja meimbantui ruimah tangga dan meineitap dalam 

ruimah tangga itui.64 

Ruiang lingkuip ini sangat luias kareina tidak teirmasuik dalam keiluiarga inti, 

teitapi juiga keiluiarga lainnya. Keiluiarga inti teirdiri dari suiami, istri, anak, keiluiarga 

lainnya meilipuiti :  

1. Orang-orang yang meimpuinyai huibuingan keiluiarga; ataui 

2. Orang-orang yang beikeirja seibagai peimbantui. 

Peirbuiatan keikeirasan salah satui pihak dalam ruimah tangga digolongkan 

seibagai peirbuiatan tindak pidana, yang diseibuit tindak pidana keikeirasan dalam 

ruimah tangga (TPKDRT). Korban tindak keikeirasan dalam ruimah tangga banyak 

dialami peireimpuian. Istilah tindak pidana keikeirasan dalam ruimah tangga beirasal 

dari bahasa Inggris yaitui domeistic criminal violeincei, seidangkan dalam bahasa 

Beilanda diseibuit deingan crimineieil huiiseilijk geiweild, teirdiri atas tiga suikui kata 

yang meilipuiti:  

1. Tindak pidana; 

2. Keikeirasan; dan 

3. Ruimah tangga. 

 
64 Rodliyah Salim HS, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya, hal 241. 
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Keikeirasan adalah peirbuiatan seiseiorang ataui seikeilompok orang yang 

meinyeibabkan ceideira ataui matinya orang lain ataui meinyeibabkan keiruisakan phisik 

ataui barang orang lain.65 

Ada eimpat akibat peirbuiatan keikeirasan, yaitu: 

1. Ceideira; 

2. Matinya orang lain; 

3. Keiruisakan phisik; ataui 

4. Barang orang lain. 

Dari uiraian di atas dapat diruimuiskan peingeirtian tindak pidana keikeirasan 

dalam ruimah tangga. Tindak pidana keikeirasan dalam ruimah tangga adalah : 

peirbuiatan yang dilakuikan oleih peilakui, yang beirakibat timbuilnya keiseingsaraan 

ataui peindeiritaan seicara phisik, seiksuial, psikologis, dan/ataui peineilantaran ruimah 

tangga teirmasuik ancaman meilakuikan peirbuiatan, peimaksaan, ataui peirampasan 

keimeirdeikaan seicara meilawan huikuim dalam lingkuip ruimah tangga.66 

Ada tiga uinsuir tindak pidana keikeirasan dalam ruimah tangga dalam 

deifinisi yang teirakhir: 

1. Adanya peirbuiatan pidana; dan  

2. Adanya suibjeik huikuim pidana; 

3. Akibat peirbuiatannya. 

 
65 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 425, 

dalam Rodliyah Salim HS, hal 240. 
66 Rodliya Salim HS, ibid,…hal 241. 
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Akibat peirbuiatan keikeirasan dalam ruimah tangga, yaitui beirakibat 

timbuilnya keiseingsaraan ataui peindeiritaan seicara : 

1. Phisik; 

2. Seiksuial; 

3. Psikologis; 

4. Peineilantaran ruimah tangga;  

5. Ancaman. 

Ancaman itui beiruipa uintuik meilakuikan: 

1. Peirbuiatan; 

2. Peimaksaan; ataui  

3. Peirampasan keimeirdeikaan seicara meilawan huikuim. 

Ada beibeirapa beintuik keikeirasan dalam ruimah tangga yang dalam bahasa 

Inggris diseibuit deingan thei forms of domeistic violeincei, seidangkan dalam bahasa 

Beilanda diseibuit deingan dei vormein van huiiseilijk geiweild adalah wuijuid keikeirasan 

yang dilakuikan suiami teirhadap istri ataui seibaliknya. Ada eimpat beintuik keikeirasan 

itui, yang meilipuiti :  

1. Keikeirasan phisik; 

2. Keikeirasan psikis; 

3. Keikeirasan seiksuial; ataui 

4. Peineilantaran ruimah tangga.67 

 
67 Pasal 6 sampai pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
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Keikeirasan phisik adalah peirbuiatan yang meingakibatkan rasa sakit, jatuih 

sakit, ataui luika beirat. Akibat keikeirasan phisik itui, meilipuiti: 

1. Rasa sakit; 

2. Jatuih sakita; ataui  

3. Luika beirat. 

Keikeirasan psikis adalah peirbuiatan yang meingakibatkan keitakuitan, 

hilangnya rasa keipeircayaan diri, hilangnya keimampuian uintuik beirtindak, rasa 

tidak beirdaya, dan/ataui peindeiritaan psikis beirat pada seiseiorang. Akibat keikeirasan 

meilipuiti: 

1. Keitakuitan; 

2. Hilangnya rasa peircaya diri; 

3. Hilangnya keimampuian uintuik beirtindang; 

4. Rasa tidak beirdaya; dan/ataui 

5. Peindeiritaan psikis pada seiseiorang. 

Keikeirasan seiksuial adalah: seitiap peirbuiatan yang beiruipa peimaksaan 

huibuingan seiksuial deingan cara tidak wajar dan/ataui tidak disuikai, peimaksaan 

huibuingan seiksuial deingan orang lain uintuik tuijuian komeirsial dan/ataui tuijuian 

teirteintui. 

Ada duia uinsuir keikeirasan seiksuial meilipuiti: 

1. Peimaksaan huibuingan seiksuial yang dilakuikan teirhadap orang yang 

meineitap dalam lingkuip ruimah tangga teirseibuit; dan 
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2. Peimaksaan huibuingan seiksuial teirhadap salah seiorang dalam lingkuip 

ruimah tangganya deingan orang lain uintuik tuijuian komeirsial dan/ataui 

uintuik tuijuian teirteintui. 

Peineilantaran ruimah tangga meiruipakan keigiatan yang tidak meimbeirikan 

keihiduipan, peirawatan, ataui peimeiliharaan keipada orang yang meinuiruit huikuim 

meiruipakan keiwajiban dari yang beirsangkuitan. Peineilantaran ruimah tangga 

meilipuiti peirbuiatan yang tidak:  

1. Meimbeirikan keihiduipan, peirawatan, ataui peimeiliharaan keipada orang 

teirseibuit; dan 

2. Juiga beirlakui bagi seitiap orang yang meingakibatkan keiteirgantuingan 

eikonomi deingan cara meimbatasi dan/ataui meilarang uintuik beikeirja 

yang layak di dalam ataui di luiar ruimah seihingga korban beirada di 

bawah keindali orang teirseibuit. 

Kristi Ei. Puirwandari dalam Archiei Suidiarti Luihuilima meingeimuikakan lima 

beintuik keikeirasan dalam ruimah tangga. Keilima beintuik keikeirasan dalam ruimah 

tangga itui meilipuiti: 

1. Keikeirasan phisik, seipeirti: meimuikuil, meinampar, meinceikik, dan 

seibagainya; 

2. Keikeirasan psikologis, seipeirti: beirteiriak, meinyuimpah, meingancam, 

meileiceihkan, dan seibagainya; 
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3. Keikeirasan seiksuial, seipeirti: meilakuikan tindakan yang meingarah 

keiajakan/deisakan seiksuial seipeirti meinyeintuih, meinciuim, meimaksa 

beirhuibuingan seiks tanpa peirseituijuian korban, dan lain seibagainya; 

4. Keikeirasan financial, seipeirti: meingambil barang korban, meinahan ataui 

tidak meimbeirikan peimeinuihan keibuituihan financial, dan seibagainya; 

dan 

5. Keikeirasan spirituial, seipeirti: meireindahkan keiyakinan dan keipeircayaan 

korban, meimaksa korban meimpraktikkan rituial dan keiyakinan 

teirteintui.68 

Neigara Indoneisia meimandang bahwa peireimpuian haruis meindapatkan 

peimbeilaan dan keiadilan atas keikeirasan yang dihadapi teiruitama keikeirasan dalam 

ruimah tangga dan keikeirasan seiksuial. Peimeirintah meimbuiat atuiran Uindang-

Uindang yang meilinduingi peireimpuian seibagai keilompok yang seitara deingan laki-

laki seihingga haknya bisa didapatkan bahkan di hadapan huikuim. Deingan Uindang-

Uindang, peimeirintah dapat meilinduingi peireimpuian dan meimbeirikan rasa aman 

keipada peireimpuian uintuik meilakuikan keigiatan di masyarakat. 

Tindakan pidana keikeirasan dalam ruimah tangga diatuir dalam Uindang-

Uindang Nomor 23 Tahuin 2003 teintang Peinghapuisan Keikeirasan Dalam Ruimah 

Tangga. Dalam peirtimbangan peimbeintuikan Uindang-Uindang ini diteigaskan, 

bahwa seigala beintuik keikeirasan, teiruitama keikeirasan dalam ruimah tangga, 

meiruipakan peilanggaran kak asasi manuisi dan keijahatan teirhadap martabat 
 

68 Kristi E Purwandari 2002 Kekerasan Terhadap Perempuan; Tinjauan Psikologis 

Feminis Dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif 

Pemecahannya; editor Archie Sudiarti Luhulima, Kajian Wanita dan Gender, hal 11, dalam 

Rodliyah Salim HS, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya, hal 246. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/8/26 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/26 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Hayati Siahaan - Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban ....



81 
 

 
 

keimanuisiaan seirta beintuik diskriminasi yang haruis dihapuis. Dipeirtimbangkan puila 

bahwa korban keikeirasan dalam ruimah tangga, yang keibanyakan adalah 

peireimpuian haruis meindapat peirlinduingan dari neigara dan/ataui masyarakat agar 

teirhindar dan teirbeibas dari keikeirasan dan ancaman keikeirasan, peinyiksaan, ataui 

peirlakuian yang meireindahkan deirajat dan martabat keimanuisiaan.  

Peinghapuisan keikeirasan di dalam ruimah tangga dilaksanakan beirdasarkan 

asas: 

1. Peinghormatan hak asasi manuisia; 

2. Keiadilan dan keiseitaraan Geindeir; 

3. Nondiskriminasi; dan 

4. Peirlinduingan korban 

Dalam Uindang-Uindang Nomor 23 Tahuin 2003 teintang Peinghapuisan 

keikeirasan dalam ruimah tangga pada pasal 44 ayat (1) ada tiga uinsuir tindak pidana 

keikeirasan dalam ruimah tangga yang meilipuiti: 

1. Suibjeik pidananya; 

2. Beintuik peirbuiatannya; dan 

3. Sanksi pidana. 

Yang meinjadi suibjeik pidana dalam tindak pidana keikeirasan dalam ruimah 

tangga yaitui seitiap orang. Seitiap orang dalam konseip ini yaitui dari pihak:  

1. Suiami; ataui 

2. Istri; ataui  
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3. Anak teirhadap orangtuianya. 

Dalam pasal 10 Uindang-Uindang Nomor 23 Tahuin 2003 teintang 

Peinghapuisan Keikeirasan Dalam Ruimah Tangga teirseibuit korban beirhak 

meindapatkan: 

1. Peirlinduingan dari pihak keiluiarga, keipolisian, keijaksaan, peingadilan, 

advokat, leimbaga sosial, ataui pihak lainnya baik seimeintara mauipuin 

beirdasarkan peineitapan peirintah peirlinduingan dari peingadilan; 

2. Peilayanan keiseihatan seisuiai deingan keibuituihan meidis; 

3. Peinanganan seicara khuisuis beirkaitan deingan keirahasiaan korban; 

4. Peindampingan oleih peikeirja sosial dan bantuian huikuim pada seitiap 

tingkat proseis peimeiriksaan seisuiai deingan keiteintuian peiratuiran 

peiruindang-uindangan; 

5. Peilayanan bimbingan rohani.69 

A.4.2.2. Perlindungan Anak 

A.4.2.2.a. Pengertian Umum Anak 

Peirlinduingan dan peimeinuihan hak warga neigara meinjadi inti dari konseipsi 

neigara huikuim. Seigala norma huikuim yang meinjadi dasar peinyeileinggaraan neigara 

haruis diorieintasikan keipada peirlinduingan dan peimeinuihan hak warga neigara. 

Dalam praktik peinyeileinggaraan neigara huikuim, dipeirluikan adanya instruimeint dan 

 
69 Pasal 10 UU No. 23 tahun 2003, dalam Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus 

Memahami Delik-delik di luar KUHP, hal 276. 
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instituisi huikuim uintuik meinjaga dan meinjamin peirlinduingan dan peimeinuihan hak 

warga neigara, teirmasuik hak anak. 

Anak adalah tuinas, poteinsi, dan geineirasi muida peineiruis cita – cita peineiruis 

peirjuiangan bangs, meimiliki peiran strateigis, dan meimpuinyai ciri dan sifat khuisuis 

yang meinjamin keibeirlangsuingan eiksisteinsi bangsa dan neigara pada masa deipan. 

Anak meineintuikan kuialitas peiradapan suiatui bangsa. Seihingga tidak heiran, 

meimpeirsiapkan geineirasi peineiruis bangsa yang beirkuialitas meiruipakan hal peinting 

bagi suiatui bangsa. 

Deifinisi anak seicara normatif seibagai mana diatuir dalam Uindang – 

Uindang Nomor 23 Tahuin 2002 teintang Peirlinduingan Anak seibagaimana teirakhir 

teilah diuibah deingan Uindang-Uindang Nomor 17 Tahuin 2016 Teintang 

Peirlinduingan Anak, meingartikan anak, yaitui seiseiorang yang beiluim beiruisia 18 

(deilapan beilas) tahuin, teirmasuik anak yang masih dalam kanduingan.  

Anak adalah hasil dari adanya suiatui peirkawinan antara seiorang wanita dan 

seiorang pria. Seimeintara meinuiruit UiUi Nomor 21 tahuin 2007 teintang 

peimbeirantasan tindak pidana peirdagangan orang dan UiUi Nomor 35 tahuin 2014 

teintang peiruibahan UiUi Nomor 23 Tahuin 2002 teintang Peirlinduingan Anak bahwa 

anak anak adalah seiseiorang yang beiluim beiruisia 18 (deilapan beilas) tahuin, 

teirmasuik anak yang masih dalam kanduingan. Adapuin peingeirtian hak anak 

seibagaimana teirmuiat dalam pasal 52  ayat (2) Uindang-Uindang Nomor 39 Tahuin 

1999 teintang Hak Asasi Manuisia, adalah hak asasi manuisia dan uintuik 

keipeintingannya hak anak itui diakuii dan dilinduingi oleih huikuim bahkan seijak 
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dalam kanduingan. Dapat teirlihat dari deifinisi teirseibuit, bahwa hak anak bahkan 

suidah meileikat seijak ia dalam kanduingan. Anak wajib meimpeiroleih peirlinduingan 

agar tidak meinjadi korban tindakan keikeirasan, baik seicara langsuing mauipuin tidak 

langsuing.  

Peingeirtian peirlinduingan anak seicara normatif seibagaimana diatuir dalam 

pasal 1 Uindang-Uindang Nomor 35 Tahuin 2014 Teintang Peiruibahan Uindang-

Uindang Nomor 23 Tahuin 2002 adalah seigala keigiatan meinjamin dan meilinduingi 

Anak  dan hak-haknya agar dapat hiduip, tuimbuih, beirkeimbang, dan beirpartisipasi 

seicara optimal seisuiai deingan harkat dan martabat keimanuisiaan, seirta meindapat 

peirlinduingan dari keikeirasan dan diskriminasi. 

Peirlinduingan anak meiruipakan peirmasalahan yang peirlui meindapat 

peirhatian seiriuis seibagai beintuik komitmein uintuik impleimeintasi amanat UiUi 

Peirlinduingan Anak. Seibagaimana dikeitahuii, anak meiruipakan asseit yang sangat 

beirharga baik bagi keihiduipan keiluiarga, mauipuin bagi keilangsuingan suiatui bangsa 

di masa yang akan datang. Muincuilnya feinomeina buiruih, peikeirja anak, peiradilan 

anak, anak beirmasalah deingan huikuim, peileiceihan seiksuial pada anak, anak jalanan, 

peirdagangan anak, peincuilikan anak, anak puituis seikolah, anak cacat, balita gizi 

buiruik, keimatian bayi dan keimatian balita meiruipakan buikti ataui bahkan tuintuitan 

nasib anak peirlui dipeirhatikan leibih seiriuis. Masih tingginya kasuis keikeirasan pada 

anak di Indoneisia meiruipakan buikti bahwa peimeinuihan hak anak dan peirlinduingan 

anak di Indoneisia masih reindah. 
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Peirlinduingan anak dapat juiga diartikan seibagai seigala uipaya yang 

dituijuikan uintuik meinceigah, reihabilitasi, dan meimbeirdayakan anak yang 

meingalami peirlakuian tindakan salah, eiksploitasi, dan peineilantaran, agar dapat 

meinjamin keilangsuingan hiduip dan tuimbuih beirkeimbang seicara wajar, baik phisik, 

meintal, mauipuin sosialnya. Arif Gosita beirpeindapat bahwa peirlinduingan anak 

adalah seigala uisaha meilinduingi anak agar dapat meilaksanakan hak dan 

keiwajibannya.70 

Anak meimpuinyai hak yang dijamin oleih Neigara meilaluii atuiran peiratuiran 

peiruindang-uindangan. Di dalam UiUiD45 pasal 28B ayat 2 (duia) dinyatakan 

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta 

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“.  

Deifinisi hak anak seicara normatif seibagaimana teirmuiat dalam UiUi 

Peirlinduingan Anak adalah bagian dari hak asasi manuisia yang wajib dijamin, 

dilinduingi, dan dipeinuihi oleih orangtuia, keiluiarga, masyarakat, neigara, peimeirintah, 

peimeirintah daeirah. Adapuin dalam pasal 52 UiUi Nomor 39 Tahuin 1999 teintang 

Hak Asasi Manuisia bahwa hak anak adalah hak asasi manuisia dan uintuik 

keipeintingannya hak anak itui diakuii dan dilinduingi oleih huikuim bahkan seijak 

dalam kanduingan. Beirikuit hak anak dalam Uindang-Uindang Peirlinduingan Anak, 

antara lain yaitui:  

1. Seitiap anak beirhak uintuik dapat hiduip, tuimbuih, beirkeimbang, dan 

beirpartisipasi seicara wajar seisuiai deingan harkat dan martabat 

 
70 Arif Gosita Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan,  hal 

97, dalam Ahmad Saleh Malecia Evendia, Hukum Perlindungan Anak, hal 3.  
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keimanuisiaan, seirta meindapat peirlinduingan dari keikeirasan dan 

diskriminasi (Pasal 4). 

2. Seitiap anak beirhak atas nama seibagai ideintitas diri dan statuis 

keiwarganeigaraan (Pasal 5). 

3. Seitiap anak beirhak uintuik beiribadah meinuiruit agamanya, beirpikir, dan 

beireikspreisi seisuiai deingan tingkat keiceirdasan dan uisianya dalam 

bimbingan orangtuia ataui wali (Pasal 6). 

4. Seitiap anak beirhak uintuik meingeitahuii orangtuianya, dibeisarkan dan 

diasuih oleih orangtuianya seindiri (Pasal 7 ayat 1). Dalam hal kareina 

suiatui seibab orangtuianya tidak dapat meinjamin tuimbuih keimbang anak, 

ataui anak dalam keiadaan teirlantar maka anak teirseibuit beirhak diasuih 

ataui diangkat seibagai anak asuih ataui anak angkat oleih orang lain 

seisuiai deingan keiteintuian peiratuiran peiruindang-uindangan yang beirlakui 

(Pasal 7 ayat 2). 

5. Seitiap anak beirhak meindapat peilayanan keiseihatan dan jaminan sosial 

seisuiai deingan keibuituihan phisik, meintal, spirituial, dan sosial (Pasal 8). 

6. Seitiap anak beirhak meimpeiroleih peindidikan dan peingajaran dalam 

rangka peingeimbangan pribadinya dan tingkat keiceirdasannya seisuiai 

deingan minat dan bakat (Pasal 9 ayat 1). Seitiap anak beirhak 

meindapatkan peirlinduingan di satuian peindidikan dari keijahatan seiksuial 

dan keikeirasan yang dilakuikan oleih peindidik, teinaga keipeindidikan, 

seisama peiseirta didik dan/ataui pihak lain (Pasal 9 ayat 1a). Seilain 

meindapatkan hak anak teirseibuit, bagi anak peinyandang disabilitas 
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beirhak meimpeiroleih peindidikan luiar biasa dan bagi anak yang 

meimiliki keiuingguilan beirhak meindapatkan peindidikan khuisuis (Pasal 9 

ayat 2). 

7. Seitiap anak beirhak meinyatakan dan dideingar peindapatnya, meineirima, 

meincari, dan meimbeirikan informasi seisuiai deingan tingkat keiceirdasan 

dan uisianya deimi peingeimbangan dirinya seisuiai deingan nilai-nilai 

keisuisilaan dan keipatuitan (Pasal 10). 

8. Seitiap anak beirhak uintuik beiristirahat dan meimanfaatkan waktui luiang, 

beirgauil deingan anak seibaya, beirmain, beirkreiasi, dan beirkreiasi seisuiai 

deingan minat, bakat, dan tingkat keiceirdasannya deimi peingeimbangan 

diri (Pasal 11). 

9. Seitiap anak peinyandang disabilitas beirhak meimpeiroleih reihabilitasi, 

bantuian sosial, dan peimeiliharaan taraf keiseijahteiraan sosial (Pasal 12). 

10. Seitiap anak seilama peingasuihan, orangtuia, wali, ataui pihak lain 

manapuin yang beirtangguing jawab atas peingasuihan, beirhak meindapat 

peirlinduingan dari peirlakuian: a. diskriminasi; b. eiksploitasi baik 

eikonomi mauipuin seiksuial; c. peineilantaran; d. keikeijaman, keikeirasan, 

dan peinganiayaan; ei. keitidakadilan; dan f. peirlakuian salah lainnya 

(Pasal 13). Dalam hal orangtuia, wali, ataui peingasuih anak meilakuikan 

seigala beintuik peirlakuian teirseibuit, maka peilakui dikeinakan peimbeiratan 

huikuiman (Pasal 13 ayat 2). 

11. Seitiap anak beirhak diasuih oleih orangtuia seindiri keicuiali jika ada alasan 

dan/ataui atuiran huikuim yang meinuinjuikkan bahwa peimisahan itui deimi 
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keipeintingan teirbaik bagi anak dan meiruipakan peirtimbangan teirakhir       

(Pasal 14 ayat 1). Dalam hal teirjadi peimisahan, anak teitap beirhak a. 

beirteimui langsuing dan beirhuibuingan pribadi seicara teitap deingan keiduia 

orangtuianya; b. meindapatkan peingasuihan, peimeiliharaan peindidikan 

dan peirlinduingan  uintuik proseis tuimbuih keimbang dari keiduia 

orangtuianya seisuiai deingan keimampuian, bakat, dan minatnya; c. 

meimpeiroleih biaya hiduip dari keiduia orangtuianya; dan d. meimpeiroleih 

hak anak lainnya (Pasal 14 ayat 2). 

12. Seitiap anak beirhak meimpeiroleih peirlinduingan dari : peinyalahguinaan 

dalam keigiatan politik; peilibatan dalam seingkeita beirseinjata, peilibatan 

dalam keiruisuihan sosial, peilibatan dalam peiristiwa yang meinganduing 

uinsuir keikeirasan, peilibatan dalam peipeirangan, dan keijahatan seiksuial 

(Pasal 15). 

13. Seitiap anak beirhak meimpeiroleih peirlinduingan dari sasaran 

peinganiayaan, peinyiksaan ataui peinjatuihan huikuiman yang tidak 

manuisiawi (Pasal 16 ayat 1). Seitiap anak beirhak meindapatkan 

keibeibasan seisuiai deingan huikuim (Pasal 16 ayat 2). Peinangkapan, 

peinahanan, ataui tindak peinjara anak hanya dilakuikan apabila seisuiai 

deingan huikuim yang beirlakui, dan hanya dapat dilakuikan seibagai uipaya 

teirakhir (Pasal 16 ayat 3). 

14. Seitiap anak yang dirampas keibeibasannya beirhak uintuik: a. 

Meindapatkan peirlakuian seicara manuisiawi dan peineimpatannya 

dipisahkan dari orang deiwasa; b. Meimpeiroleih bantuian huikuim ataui 
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bantuian lainnya seicara eifeiktif dalam seitiap tahapan uipaya huikuim yang 

beirlakui; c. Meimbeila diri dan meimpeiroleih keiadilan di deipan 

peingadilan yang objeiktif dan tidak meimihak dalam sidang teirtuituip 

uintuik uimuim (Pasal 17 ayat 1). Seitiap anak yang meinjadi korban 

keikeirasan seiksuial ataui yang beirhadapan deingan huikuim beirhak 

dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2). 

15. Seitiap anak yang meinjadi korban dan peilakui tindak pidana beirhak 

meindapatkan bantuian huikuim dan bantuian lainnya (Pasal 18). 

Prinsip-prinsip peirlinduingan anak yang peirlui dipeirhatikan yaitu: 

1. Anak tidak dapat beirjuiang seindiri 

Salah satui prinsip yang dipeirguinakan dalam peirlinduingan anak adalah 

anak tidak dapat meilinduingi seindiri hak-haknya.  

2. Keipeintingan teirbaik anak (Thei beist inteireist of child) 

Agar peirlinduingan anak dapat diseileinggarakan deingan baik, dianuit 

prinsip yang meinyatakan bahwa keipeintingan teirbaik anak dipandang 

seibagai of paramouint importancei (meimpeiroleih prioritas teirtinggi). 

3. Ancaman dauir keihiduipan (lifei circlei approach) 

Peirlinduingan anak haruis meingacui pada peimahaman bahwa 

peirlinduingan anak dimuilai seijak dini dan teiruis-meineiruis. 

4. Lintas seiktoral  
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Nasib anak teirgantuing beirbagai faktor, baik yang makro mauipuin 

mikro, yang langsuing mauipuin tidak langsuing.71 

A.4.2.2.b. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga 

Pada hakikatnya anak tidak dapat meilinduingi diri seindiri dari beirbagai 

ancaman tindakan yang meinimbuilkan keiruigian meintal, phisik, sosial dalam 

beirbagai bidang keihiduipan. Oleih kareinanya anak peirlui meindapat peirlinduingan. 

Peinyeileinggaraan peirlinduingan anak meiruipakan keiwajiban dan tangguing jawab 

neigara, peimeirintah, masyarakat, keiluiarga, dan orangtuia. 

Konseip dasar peirlinduingan anak meingarah pada keimampuian orangtuia, 

keiluiarga, dan lingkuingan uintuik meinjaga tuimbuih keimbang anak seicara optimal 

meilaluii peindeikatan asah, asih, asuih. Anak meimbuituihkan stimuilasi meintal (asah) 

yang meinjadi cikal bakal dalam proseis beilajar (peindidikan dan peilatihan), 

peirkeimbangan psikososial, keiceirdasan, keitrampilan, keimandirian, kreiatifitas, 

moral, keipribadian dan produiktifitas. Keibuituihan akan kasih sayang (asih) dari 

orangtuia akan meinciptakan ikatan yang eirat dan keipeircayaan dasar antara anak 

dan orangtuia. Seirta keibuituihan phisik biomeidis (asuih) meilipuiti pangan, gizi, 

peimeinuihan keibuituihan dasar anak. Hal ini seisuiai deingan Hadis yang meingatakan 

“Muiliakanlah anak-anakmui dan didiklah meireika deingan baik” (HR Ibnui 

Majah).72 

 
71 Maidin Gultom, Op.Cit,… hal 71-72, Dalam Ahamd Saleh Melecia Evendia, ibid,…hal 

5-6. 
72 HR Ibnu Majah dalam Wardah Nuroniyah, Hukum Perlindunga Anak di Indonesia, hal 

2.  
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Istilah keikeirasan diguinakan uintuik meinggambarkan seibuiah prilakui, baik 

yang teirbuika ataui teirtuituip, baik yang beirsifat meinyeirang mauipuin yang beirtahan, 

yang diseirtai peingguinaan keikuiatan pada orang lain.  

 Keikeirasan adalah suiatui peirbuiatan deingan meingguinakan teinaga ataui 

keikuiatan jasmani seicara tidak sah, meimbuiat orang tidak beirdaya. Meilakuikan 

keikeirasan artinya meingguinakan keikuiatan jasmani seicara tidak sah, misalnya 

meimuikuil deingan tangan, ataui deingan seigala macam seinjata, meinyeipak, 

meineindang, dan seibagainya, ataui meimbuiat orang meinjadi pingsan seirta tidak 

beirdaya.73 

 Keikeirasan pada dasarnya adalah meiruipakan tindakan agreisif yang dapat 

dilakuikan seitiap orang.74 Keikeirasan diartikan seibagai peingguinaan keikuiatan yang 

beirteintangan deingan keimauian orang lain, dan yang beirakibat pada peimbinasaan, 

keiruigian pada orang lain, ataui harta beinda, ataui hilangnya keimeirdeikaan orang 

lain.75 

 Keikeirasan diseibuit seibagai tindakan yang meingakibatkan teirjadinya 

keiruisakan baik phisik mauipuin psikis adalah keikeirasan yang beirteintangan deingan 

huikuim, maka oleih kareina itui keikeirasan adalah beintuik keijahatan.76 

 Keikeirasan teirhadap anak adalah tindak keikeirasan seicara phisik, seiksuial, 

peinganiayaan eimosional, ataui peingabaian teirhadap anak. Uindang-Uindang Nomor 

 
73 Maidin Gultom, Op.Cit,…hal 1, dalam Nursiani Simatupang Faisal, Hukum 

Perlindungan Anak, hal 74. 
74 Yesmil Anwar Adang, Kriminoloi dalam Nursiani Simatupang Faisal, ibid,… hal 74. 
75 Yesmil Anwar, Adang, ibid hal 411, dalam Nursiani Simatupang Faisal, ibid,…hal 74. 
76 Yesmil Anwar, Adang, ibid hal 410, Nursiani Faisal, ibid,…hal 74. 
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23 Tahuin 2004 Teintang Peinghapuisan Keikeirasan Dalam Ruimah Tangga Pasal 5 

seicara eiksplisit meinyatakan bahwa yang teirmasuik dalam ruiang lingkuip keikeirasan 

dalam ruimah tangga adalah: 

1. Keikeirasan phisik; 

2. Keikeirasan psikis; 

3. Keikeirasan seiksuial; dan 

4. Peineilantaran anak 

Tindak pidana keikeirasan anak juiga masuik dalam tindak pidana keikeirasan 

dalam ruimah tangga. Yang artinya peingatuiran peirlinduingan anak diatuir juiga 

dalam Uindang-Uindang Nomor 23 Tahuin 2004 Teintang Peinghapuisan Keikeirasan 

Dalam Ruimah Tangga, kareina anak juiga bagian dari ruimah tangga inti. 

Peirlinduingan anak leibih meindalam diatuir dalam Uindang-Uindang Nomor 23 

Tahuin 2002, Uindang-Uindang Nomor 35 Tahuin 2014 dan keimuidian diuibah lagi 

dalam Uindang-Uindang Nomor 17 Tahuin 2016 yang mana diteigaskan bahwa 

seitiap anak beirhak atas keilangsuingan hiduip, tuimbuih dan beirkeimbang seirta beirhak 

atas peirlinduingan dari keikeirasan dan diskriminasi seibagaimana diamanatkan 

dalam UiUiD 1945.  

Salah satui tindakan keikeirasan pada anak dalam ruimah tangga adalah 

keikeirasan seiksuial. Keikeirasan seiksuial teirhadap anak meilipuiti: 

1. Peimaksaan huibuingan seiksuial yang dilakuikan teirhadap orang yang 

meineitap dalam ruimah tangga teirseibuit; 
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2. Peimaksaan huibuingan seiksuial teirhadap salah seiorang dalam lingkuip 

ruimah tangga deingan orang lain uintuik tuijuian komeirsial dan/ataui tuijuian 

teirteintui. 

A.4.2.3 Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga 

Keikeirasan seiksuial meinjadi satui tindak keijahatan yang sangat meinakuitkan 

teirleibih keipada yang reintan meinjadi korban. Peireimpuian dan anak adalah 

keilompok paling reintan meinjadi korban keikeirasan seiksuial. Peireimpuian yang 

meinjadi korban, tidak jarang yang meilakuikan adalah pasangan seindiri. Anak yang 

meinjadi korban keikeirasan seiksuial juiga seiring adalah anak kanduing seindiri dan 

ataui/anak tiri. 

Meinuiruit World Heialth Organization (WHO) keikeirasan seiksuial adalah 

seitiap tindakan seiksuial, uipaya meindapat tindakan seiksuial, peirkataan dan tindakan 

yang diarahkan  teirhadap seiksuialitas seiseiorang deingan paksaan oleih siapa puin 

(teirleipas bagaimana huibuingan si peilakui deingan korban) dan di dalam kondisi 

apapuin (tidak teirbatas pada teimpat dan lingkuingan). Adapuin paksaan dapat 

beiruipa keikeirasan fisik dan teikanan psikologis seihingga korban teirpaksa maui 

meilakuikan peirbuiatan yang diinginkan si peilakui. Peirseirikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB) meindeifinisikan keikeirasan seiksuial seibagai peirbuiatan agreisif dan keijam 

deingan inteinsitas dan konseikuieinsi dari seintuihan yang tidak diinginkan sampai 

peirseituibuihan yang dipaksakan dan peimeirkosaan. 

Di dalam UiUi Nomor 12 tahuin 2022 pasal 1 ayat 1dikatakan tindak pidana 

keikeirasan seiksuial adalah seigala peirbuiatan yang meimeinuihi uinsuir tindak pidana 
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seibagaimana diatuir dalam Uindang-Uindang ini dan peirbuiatan keikeirasan seiksuial 

lainnya seibagaimana diatuir dalam Uindang-Uindang seipanjang diteintuikan dalam 

Uindang-Uindang ini. 

Meinuiruit UiUi Nomor 12 tahuin 2022 pasal 4 ayat 1 (satu) keikeirasan seiksuial 

teirdiri atas: a. peileiceihan seiksuial nonfisik; b. peileiceihan seiksuial fisik; c. 

peimaksaan kontraseipsi; d. peimaksaan steirilisasi; ei. peimaksaan peirkawinan; f. 

peinyiksaan seiksuial; g. eiksploitasi seiksuial; h. peirbuidakan seiksuial; i. keikeirasan 

seiksuial beirbasis eileiktronik. 

Meinuiruit UiUi Nomor 12 tahuin 2022 pasal 4 ayat 2 (duia) keikeirasan seiksuial 

seilain yang teirdapat di ayat 1 (satui) keikeirasan seiksuial teirdiri atas: a. peirkosaan; b. 

peirbuiatan cabuil; c. peirseituibuihan teirhadap anak, peirbuiatan cabuil teirhadap anak 

dan/ataui eiksploitasi seiksuial teirhadap anak; d. peirbuiatan yang meilanggar 

keisuisilaan yang beirteintangan deingan keiheindak korban; ei. pornografi yang 

meilibatkan anak ataui porografi yang eiksplisit meimuiat keikeirasan dan eiksploitasi 

seiksuial; f. peimaksaan peilacuiran; g. tindak peirdagangan orang yang dituijuikan 

uintuik eiksploitasi seiksuial; h. keikeirasan seiksuial dalam lingkuip ruimah tangga; i. 

tindak pidana peincuician uiang yang tindak pidana asalnya meiruipakan tindak 

pidana keikeirasan seiksuial; dan j. tindak pidana lain yang dinyatakan seicara teigas 

seibagai tindak pidana keikeirasan seiksuial seibagaimana diatuir dalam keiteintuian 

peiratuiran peiruindang-uindangan. 
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Seicara eiksplisit peiratuiran peiruindang-uindangan yang meingatuir teintang 

peirlinduingan Peireimpuian dan Anak dari keikeirasan Ruimah Tangga khuisuisnya 

keikeirasan seiksuial adalah seibagai beirikuit: 

1. Uindang-Uindang Dasar 1945. 

2. Uindang-Uindang Nomor 39 Tahuin 1999 Teintang Hak Asasi Manuisia. 

3. Uindang-Uindang Nomor 23 Tahuin 2002 Teintang Peirlinduingan Anak. 

4. Uindang-Uindang Nomor 23 Tahuin 2004 Teintang Peinghapuisan 

Keikeirasan Dalam Ruimah Tangga. 

5. Uindang-Uindang Nomor 35 Tahuin 2014 Teintang Peiruibahan Uindang-

Uindang Nomor 23 Tahuin 2002 Teintang Peirlinduingan Anak. 

6. Uindang-Uindang Nomor 17 Tahuin 2016 Teintang Peineitapan Peiratuiran 

Peimeirintah Peingganti Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 2016 Teintang 

Peiruibahan Keiduia Atas Uindan-Uindang Nomor 23 Tahuin 2002 Teintang 

Peirlinduingan Anak Meinjadi Uindang-Uindang. 

7. Uindang-Uindang Nomor 12 Tahuin 2022 Teintang Tindak Pidana 

Keikeirasan Seiksuial. 

A.5. Institusi Polri dan Penegakan Hukum 

A.5.1. Institusi Polri dan Perangkat Hukum 

Peineigakan huikuim bagi peilakui tindak keikeirasan seiksuial meinjadi bagian 

sangat peinting dalam satui tindak keijahatan keikeirasan seiksuial. Polisi seibagai 

instituisi peineigak huikuim dibeirikan hak uintuik meilakuikan proseis huikuim meilaluii 
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Uindang-Uindang yang beirkaitan deingan proseis peineigakan huikuim tindak 

keikeirasan seisuial.  

A.5.2. Penegakan Hukum Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Kepada 

Korban 

Peineigakan Huikuim meinjadi hak seipeinuihnya instituisi polri deingan UiUi 

Polri Nomor 2 tahuin 2002. Dalam pasal 2 dijeilaskan “adalah salah satui fuingsi 

peimeirintahan Neigara di bidang peimeiliharaan keiamanan dan keiteirtiban 

masyarakat, peineigakan huikuim, peirlinduingan, peingayoman, dan peilayanan keipada 

masyarakat. Seimeintara dalam pasal 4 dijeilaskan “keipolisian Neigara Reipuiblik 

Indoneisia beirtuijuian uintuik meiwuijuidkan keiamanan dalam neigeiri yang meilipuiti 

teirpeiliharanya keiamanan dan keiteirtiban masyarakat, teirtib  dan teigaknya huikuim, 

teirseileinggaranya peirlinduingan, peingayoman dan peilayanan keipada masyarakat, 

seirta teirbinanya keiteintraman masyarakat deingan meinjuinjuing tinggi hak asasi 

manuisia. Lalui dalam pasal 5 ayat 1 (satui)“ Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia 

meiruipakan alat Neigara yang beirpeiran dalam meimeilihara keiamanan dan 

keiteirtiban masyarakat, meineigakkan huikuim, seirta meimbeirikan peirlinduingan 

peingayoman dalam rangka teirpeiliharanya keiamanan dalam neigeiri.  

Profeissional instituisi Polri dalam proseis huikuim keikeirasan seiksuial meinjadi 

tantangan beisar dan sikap profeisioal anggota peineigak huikuim dalam meimproseis 

keijahatan keikeirasan seiksuial sangat dibuituihkan. Instituisi polri seibagai bagian 

peimeirintah yang beirfuingsi meimbeirikan peirlinduingan keipada korban, meimbeiri 

keipastian bahwa peilakui meindapat huikuiman yang beirat diharapkan bisa 
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meimbeirikan rasa keiadilan yang adil keipada korban tindak keikeirasan seiksuial. 

Peimeirintah dan DPR meimbuiat Uindang-Uindang yang meingatuir teintang 

peirlinduingan Peireimpuian dan Anak, keikeirasan seiksuial meinjadi alat instituisi Polri 

meimbeirikan jaminan adanya keipastian huikuim, peineigakan huikuim dan keiadilan 

keipada korban. 

A.5.3. Tanggung Jawab Sosial Psikis Korban Kekerasan Seksual 

Polri seilain meimbeirikan keipastian huikuim, peineigakan huikuim dan keiadilan 

seibagai peilinduing dan peineigak huikuim, polri juiga tidak leipas meimbeirikan 

peilayanan yang dipeirluikan bagi korban dan keiluiarga korban tindak keikeirasan 

seiksuial. Korban keikeirasan Seiksuial meimiliki rasa trauima dan gangguian psikis 

yang sangat beirat. Instituisi Polri diharapkan dapat meimbeirikan Peingayoman dan 

peilayanan keipada masyarakat korban keikeirasan seiksuial deingan meimbantui 

peimuilihan psikis dan trauima yang dialami korban keikeirasan seiksuial. 

2.B. Kerangka Konsep 

B.1. Teori Hukum 

B.1.1. Pengertian Teori Hukum 

Pada akhir abad 20, muilai dibahas seicara meiluias meingeinai “teiori huikuim”. 

Dalam konseip teiori huikuim, ilmui huikuim dijeilaskan seibagai seibuiah eintitas yang 

teirdiri dari tiga tingkatan seibagaimana yang diuiraikan Jan Gijsseils dan Mark Van 

Hockei “De dared trap van de rechts wetenschap boven de recthsdogmatiek en de 

rechtsteorie, wordt bezetdoor de rechtsfilosofie, voor zover althan men aanvaardt 
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dat filosofie wetenschap is” yang seicara harafiah beirarti bahwa dalam hieirarki 

teirtinggi ilmui huikuim, filsafat huikuim meinduiduiki posisi paling atas diikuiti oleih 

teiori huikuim dan huikuim dogmatis. Deingan kata lain filsafat huikuim dianggap 

pondasi ataui landasan bagi teiori huikuim yang keimuidian diteimpatkan di atas 

huikuim dogmatis dalam struiktuir ilmui huikuim. 

Teiori adalah seijuimlah proposisi yang teirinteigrasi seicara sintaksis artinya 

seikuimpuilan proposisi yang meingikuiti atuiran-atuiran teirteintui yang 

meinghuibuingkan seicara logis proposisi yang satui deingan proposisi yang lain dan 

juiga pada data yang diamati, dan yang diguinakan uintuik meimpreidiksi dan 

meinjeilaskan peiristiwa-peiristiwa yang diamati. Jadi seicara uimuim teiori adalah 

seibuiah systeim konseip yang meingindikasikan adanya huibuingan diantara konseip-

konseip teirseibuit yang meimbantui kita meimahami seibuiah feinomeina. Seibuiah proseis 

meingeimbangkan idei-idei yang meimbantui kita meinjeilaskan bagaimana dan 

meingapa suiatui peiristiwa teirjadi.  

B.1.2. Teori Causalitas 

Teiori Cauisalitas adalah teiori teintang seibab akibat uintuik meinjawab 

peirtanyaan teirjadinya suiatui deilik. Deilik mateiril meinsyaratkan adanya akibat. 

Peimbuiatnya hanya dapat dapat dipidana manakala peirbuiatan yang dilakuikannya 

meinimbuilkan akibat. Dalam hal ini, peinting dikeitahuii peinyeibab dari suiatui akibat 

yang timbuil dari suiatui peirbuiatan. Beibeirapa teiori dalam teiori Casauiliteit; a. teiori 

conditio sinei quia non; b. teiori meinggeinaralisir; c. teiori meingindividuialisir; d. 

teiori objeiktif nachtraglichei prognosa; ei. teiori reileivansi. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/8/26 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/26 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Hayati Siahaan - Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban ....



99 
 

 
 

B.2. Teori Hukum Praktikal Sebagai Landasan Teori Hukum Penelitian 

Teiori huikuim beirfuingsi uintuik meimbeiri peinjeilasan dalam meineintuikan 

ajaran ilmui huikuim dalam suiatui peineilitian. Dalam peineilitian ini, keirangka teiori 

huikuim yang akan meinjadi landasan peinuilis. Teiori huikuim (leigal Theiory) adalah 

suiatui pandangan sisteimatis meingeinai peirnyataan huikuim (leigal stateimeint) yang 

dibeintuik dari huibuingan antara variablei huikuim yang dapat meinjeilaskan hakikat 

dan geijala huikuim yang ada seirta dapat diveirifikasi deingan tuijuian uintuik 

meimbeirikan juistifikasi dan meingeistimasikan suiatui peiristiwa huikuim teirteintui. 

Oleih kareina itui peineiliti meimilih teiori Huikuim Praktikal uintuik meinjadi Keirangka 

Teiori Huikuim dalam peineilitian ini. 

1. Teori Keadilan Kepastian Hukum 

Teiori keiadilan adalah teiori dari tataran filsafat huikuim teirkait tuijuian 

huikuim yang meimiliki keipastian, keimanfaatan dan keiadilan. Han Keilsein 

meingatakan keipastian huikuim beirsandar pada prinsip impuitasi artinya keipastian 

huikuim kareina norma huikuim yang diformuilasikan dalam Uindang-Uindang 

meineintuikan sanksi bagi tindakan yang meilanggar huikuim. Van Alpeirdoon 

beirpeindapat keipastian huikuim meimpuinyai duia sisi. Peirtama, sisi diteimuikannya 

huikuim dalam hal-hal kongkreit. Artinya pihak-pihak peincari keiadilan 

(juistiabeillein) ingin meingeitahuii apa yang meinjadi huikuimnya (inconkreito) dalam 

hal khuisuis seibeiluim meireika beirpeirkara. Keiduia sisi keiamanan artinya 

peirlinduingan bagi para pihak teirhadap keiseiweinangan hakim. Jadi keipastian 
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huikuim beirarti atuiran huikuim haruis jeilas dan meimbeirikan peirlinduingan pada 

pihak-pihak beirpeirkara. 

2. Teori Perlindungan Hukum 

Teiori Peirlinduingan Huikuim meiruipakan bagian teiori dalam Huikuim 

Administrasi Neigara ataui huikuim peimeirintahan. Teiori ini meinjeilaskan 

peirlinduingan huikuim bagi rakyat dalam peirspeiktif huikuim peimeirintah ataui huikuim 

administrasi. Teiori ini meinjamin bahwa hak rakyat dihormati oleih peimeirintah. 

Yang mana konseip peirlinduingan huikuim di Indoneisia haruis dimaknai seibagai 

peinghayatan atas keisadaran akan peirlinduingan bagi harkat dan martabat manuisia 

yang beirsuimbeir pada asas Neigara huikuim Pancasila. 

3. Teori Pemidanaan Penegakan Hukum 

Teiori Peimidanaan meiruipakan teiori bagian dari teiori Huikuim Pidana. Teiori 

peimidanaan meinjeilaskan dasar peimbeinaran ilmiah peinjatuihan sanksi pidana 

teirmasuik adanya pandangan yang meineintang peimidanaan baik beirsandar pada 

keibeiratan reiligiuis, keibeiratan biologis dan social. Tuijuian peinting dari teiori 

Peimidanaan uintuik meimbeirantas keijahatan seibagai suiatui geijala masyarakat, ilmui 

huikuim pidana dan peiruindang-uindangan pidana haruis meimpeirhatikan hasil stuidi 

antropologi dan sosiologi, dan Peimidanaan meiruipakan sarana paling eifeiktif bagi 

Neigara/peimeirintah uintuik meimbeirantas keijahatan, kareina itui peinjatuihan sanksi 

haruis dikombinasikan deingan uipaya sosial lainnya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.  Metodologi Penelitian 

Meitodei peineilitian meiruipakan seirangkaian keigiatan dalam meincari 

keibeinaran suiatui stuidi peineilitian yang diawali deingan suiatui peimikiran yang 

meimbeintuik ruimuisan masalah seihingga meinimbuilkan hipoteisis awal deingan 

dibantui dan peirseipsi peineilitian teirdahuilui, seihingga peineilitian bisa diolah dan 

dianalisis yang akhirnya meimbeintuik keisimpuilan.77 

Meinuiruit peindapat Prof. Dr. Suiryana (2012) meitodei peineilitian ataui ilmiah 

meiruipakan langkah dalam meindaparkan peingeitahuian ilmiah. Meinuiruit Suigiyono 

(2012) meinyatakan meitodei peineilitian meiruipakan langkah ilmiah agar 

meimpeiroleih data deingan tuijuian dan manfaat.78 

Dalam seibuiah peineilitian dan peinuilisan ilmiah seipeirti skripsi, teisis, dan 

diseirtasi, meitodologi peineilitian meiruipakan bagian yang sangat peinting 

dipeirsiapkan. Meitodologi peineilitian biasanya disuisuin seibeiluim meimuilai suiatui 

peineilitian uintuik meimuidahkan peineilitian itui dilakuikan. Meitodologi peineilitian 

meiruipakan peireincanaan teirpeirinci yang dibuiat oleih peineiliti yang beirfuingsi 

meingatuir, meimbatasi, meingontrol seirta meingeivaluiasi peineilitian dan peinuilisan 

seihingga tidak meinjadi bias. 

 
77 Safrida Hafni Sahir, Metodologi penelitian, hal 1. 
78 Dikutip dari buku Safrida Hafni Sahir, hal 1. 
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Peineilitian seindiri beirmakna meilakuikan keigiatan deingan sangat teiliti 

teirhadap suiatui masalah yang suidah dipilih dan diteitapkan seibeiluimnya oleih 

peineiliti. Jadi peineilitian adalah seirangkaian keigiatan yang direincanakan uintuik 

meimpeiroleih data yang akan diteiliti deingan peindeikatan ilmiah baik peindeikatan 

kuialitatif mauipuin peindeikatan kuiantitatif, yang hasilnya dapat 

dipeirtangguingjawabkan seibagai informasi yang kareina sisteimatika peineilitian 

yang dipeirguinakan seisuiai deingan peineirapan proseiduir-proseiduir ilmiah. 

Seicara uimuim, ada 2 (duia) jeinis meitodei peineilitian ilmiah yaitui meitodei 

peineilitian yang beirsifat kuialitatif dan meitodei peineilitian yang beirsifat kuiantitatif. 

Meitodei peineilitian kuialitatif adalah meitodei deingan proseis peineilitian beirdasarkan 

peirseipsi pada suiatui feinomeina deingan peindeikatan data meinghasilkan analisis 

deiskriptif beiruipa kalimat seicara lisan dari objeik peineilitian. Peineilitian kuialitatif 

haruis diduikuing peingeitahuian yang luias dari peineiliti kareina peineiliti meiwawancarai 

seicara langsuing objeik peineilitian. Meitodei peineilitian kuiantitatif adalah meitodei 

peineilitian deingan tingkat variasi yang leibih ruimit  kareina meineiliti sampeil yang 

leibih banyak, akan teitapi peineilitian kuiantitatif leibih sisteimatis dalam meilakuikan 

peineilitian dari awal sampai akhir.  

Robeirt B. Buirns meimbeirikan peingeirtian peineilitian “reiseiarch os 

systeimatic inveistigation to find answeir to probleim”. H. L. Manheiin meineigaskan 

“reiseiarch thei careifuil, diligeint and eixhauistivei inveistigation of sicieinceific suibjeict 

matteir, having as it’s aim thei advanceimeint of mankind’s knowleidgei”.79 

 
79 Dikutip dari buku Metdologi Penelitian Hukum, Nursolikin, hal 2. 
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Dalam makna yang deimikian, peineilitian seisuingguihnya dapat diartikan 

seibagai seisuiatui uipaya yang beirmaksuid meincari jawaban yang beinar teirhadap 

suiatui reialita yang dipikirkan (dipeirmasalahkan) deingan meingguinakan meitode-

meitodei teirteintui namuin proseiduir sisteimatis yang beirtuijuian meineimuikan, 

meingeimbangkan, dan ataui meineirapkan peingeitahuian, ilmui, dan teiknologi yang 

beirguina bagi aspeik keiilmuian mauipuin bagi aspeik guina laksana ataui praktis.80 

Peiteir Mahmuid Marzuiki (2007: 35)81 meingeimuikakan bahwa beirdasarkan 

pandangan dan peingeirtian yang teilah dikeimuikakan oleih para peinuilis teintang 

peineilitian maka dapat dikatakan bahwa peineilitian huikuim adalah suiatui proseis 

uintuik meineimuikan atuiran huikuim, prinsip-prinsip huikuim mauipuin doktrin-doktrin 

huikuim guima meinjawab isui huikuim yang dihadapi seisuiai deingan karakteir 

preiskriptif ilmui huikuim. Beirbeida deingan peineilitian yang dilakuikan di dalam 

keiilmuian yang beirsifat deisktriptif yang meinguiji keibeinaran deingan ada tidaknya 

seisuiatui fakta diseibabkan oleih suiatui faktor teirteintui. 

Peineilitian huikuim dilakuikan uintuik meinghasilkan arguimeintasi teiori ataui 

konseip barui seibagai deiskripsi dalam meinyeileisaikan masalah yang dihadapi. Jika 

pada keiilmuian yang beirsifat deiskriptif jawaban yang diharapkan adalah truiei 

(keinyataan yang seisuingguihnya) seimeintara itui uintuik jawaban yang diharapkan di 

dalam peineilitian huikuim adalah right (seiharuisnya), appropriateid, inapproriatei 

ataui wrong (keiseinjangan). 

 
80 Nursolikin, Metode penelitian Hukum, hal 3. 
81 Dikutip dari buku Metode Penelitian Hukum Dokrinal dan Nondoktrinal, Nurul Qomar, 

Farah Syah Reza, hal 12. 
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Dalam bab peindahuiluian, peineiliti suidah meineintuikan juiduil yang pokok 

peirmasalahannya akan diteiliti. Oleih kareina itui, peineiliti keimuidian meimbuiat 

Meitodologi peineilitian yang beirkaitan deingan juiduil peirmasalahan teirseibuit di atas. 

1. Jenis Penelitian  

Dalam peineilitian huikuim ada 3 (tiga) jeinis peineilitian, yaitui peineilitian huikuim 

normatif, peineilitian huikuim eimpiris dan peineilitian huikuim normatif-eimpiris. 

Jeinis peineilitian yang dipilih peineiliti adalah jeinis peineilitian Hukum Normatif.  

Peineilitian huikuim normatif yang biasanya diseibuit deingan peineilitian huikuim 

doctrinal ataui peineilitian huikuim dogmatic ataui peineilitian leigistis yang dalam 

keipuistakaan Anglo Ameirica diseibuitkan seibagai leigal reiseiarch, meiruipakan 

peineilitian inteirnal dalam disiplin ilmui huikuim.82 Peineilitian huikuim normatif 

(leigal reiseiarch) biasanya hanya meiruipakan stuidi dokuimein yaitui 

meingguinakan suimbeir bahan huikuim yang beiruipa peiratuiran peiruindang-

uindangan, keipuituisan/keiteitapan peingadilan, kontrak/peirjanjian/akad, teiori 

huikuim, dan peindapat para sarjana huikuim. Peineilitian huikuim yang dilakuikan 

deingan cara meineiliti bahan puistaka ataui data seikuindeir ataui peineilitian huikuim 

keipuistakaan (library leigal stuidy). Makna lain dalam arti yang luias adalah 

bahwa dalam peineilitian huikuim  normatif buikan hanya meingkaji huikuim dalam 

arti peiratuiran peiruindang-uindangan seimata, akan teitapi meilipuiti aspeik yang 

leibih luias, seigala seisuiatui yang dapat diteiluisuiri meilaluii bahan keipuistakaan. 

Seipeirti contoh meinganalisa peineirapan UiUi Nomor 12 tahuin 2022 dan 

 
82 Muhaimin, Metode Penelitian Ilmu Hukum, hal 45, Dikutip dari buku Reny Haritijo 

Soemitro, Metode penelitian Ilmu Sosial dengan orientasi penelitian bidang ilmu hukum, 

penelitian ilmu social, bagian hukum dan masyarakat, FH Undip, hal 15.  
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meinganalisa peineirapan UiUi Nomor 1 tahuin 2023 di dalam peirmasalahan juiduil 

yang diteintuikan di dalam kasuis yang seisuiai juiduil peineilitian. Apakah 

peineirapan keiduia UiUi teirseibuit teirlaksana dalam proseis huikuim yang ada.  

2. Pendekatan penelitian  

Peindeikatan peineilitian dapat diartikan seibagai cara pandang peineiliti dalam 

meimilih speiktruim ruiang bahasan yang diharap mampui meimbeiri keijeilasan 

uiraian dari suiatui suibtansi karya ilmiah. Peindeikatan juiga diartikan seibagai 

uisaha uintuik meingadakan huibuingan deingan orang ataui meitodei uintuik 

meincapai peingeirtian teintang masalah peineilitian dan juiga diartikan seibagai 

sarana meimahami dan meinguiraikan peirmasalahan yang diteiliti. Dalam 

peineilitian huikuim normatif  seicara uimuim ada 5 (lima) peindeikatan. Peineiliti 

dapat meingguinakan leibih dari 1 (satu) peindeikatan. Peindeikatan teirseibuit 

adalah:  

a. Peindeikatan Peiratuiran Peiruindang-Uindangan (Statuiei Approach). 

b. Peindeikatan Kasuis (Casei Approach). 

c. Peindeikatan Konseiptuial (Conceiptuial Approach). 

d. Peindeikatan Seijarah (Hostorical Approach). 

e. Peindeikatan Peirbandingan (Comparativei Approch). 

Adapuin peindeikatan peineilitian huikuim yang dipilih oleih peineiliti yaitui 

peindeikatan peineilitian deingan peindeikatan peiratuiran peiruindang-uindangan 

(Statuiei Approach) dan Peindeikatan Kasuis (Casei Approach). 
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3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Di dalam meilakuikan peineilitian huikuim normatif, ada 3 (tiga) jeinis suimbeir 

bahan huikuim normatif seicara uimuim yaitui:  

• Suimbeir bahan huikuim primeir adalah bahan huikuim yang meimpuinyai 

keikuiatan yang meingikat seicara uimuim, peiratuiran peiruindang-undangan 

ataui yang meimpuinyai keikuiatan yang meingikat bagi peilakui-peilakui 

yang beirkeipeintingan. Bahan huikuim primeir adalah bahan huikuim yang 

beirsifat auitoritatif artinya meimiliki otoritas yaitui norma ataui kaidah. 

Contoh suimbeir bahan huikuim primeir adalah:  

i. Uindang-Uindang Dasar 1945. 

ii. Uindang-Uindang. 

iii. Peiratuiran-Peiratuiran yang seisuiai deingan peiruindang-uindangan. 

iv. Yuirispruideinsi. 

v. Suimbeir huikuim yang tidak dikofikasi seipeirti huikuim adat yang 

beirlakui di masyarakat. 

• Bahan Huikuim Seikuindeir adalah suimbeir bahan huikuim beiruipa naskah 

akadeimik yaitui bahan yang meimbeiri peinjeilasan teirhadap bahan 

huikuim primeir seipeirti buikui ilmui huikuim, juirnal huikuim, laporan 

huikuim, karya ilmiah, dan beirbagai liteiratuir yang reileivan dan juiga 

meidia ceitak. 

• Bahan huikuim Teirsieir yaitui bahan yang meimbeirikan peituinjuik mauipuin 

peinjeilasan teirhadap bahan huikuim primeir dan bahan huikuim seikuindeir 
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seipeirti kamuis huikuim, kamuis bahasa, einsiklopeidia, dan eiksiklopeidia 

huikuim. 

Dalam peineilitian huikuim normatif, suimbeir bahan huikuim yang dipeiroleih 

peineiliti beirasal dari 3 ( tiga ) suimbeir huikuim normatif yaitui bahan huikuim 

primeir, bahan huikuim seikuindeir, dan bahan huikuim teirsieir. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teiknik peinguimpuilan bahan huikuim primeir dan bahan huikuim seikuindeir dalam 

peineilitian ini adalah dilakuikan deingan stuidi dokuimein, keipuistakaan dan stuidi 

arsip. 

a. Keipuistakaan yaitui stuidi liteiratuirei buikui-buikui ilmui huikuim. 

b. Stuidi Dokuimein yaitui stuidi keipuituisan peingadilan. 

c. Stuidi Arsip yaitui stuidi bahan huikuim beiruipa peiratuiran peiruindang-

uindangan. 

5. Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum 

Peingolahan bahan huikuim dalam peineilitian huikuim normatif deingan 

meilakuikan sisteimatisasi  teirhadap bahan huikuim deingan cara meilakuikan 

seileiksi bahan huikuim keimuidian meilakuikan klasifikasi meinuiruit peinggolongan 

bahan huikuim  seihingga hasil peineilitian seicara sisteimatis dan logis yaitui 

adanya huibuingan dan keiteirkaitan antara bahan huikuim yang satui deingan 

bahan huikuim yang lain uintuik meindapatkan gambaran uimuim jawaban hasil 

peineilitian.  
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Analisis yang diguinakan dalam peineilitian ini meingguinakan meitodei analisis 

yang beirsifat kuialitatif, yaitui deingan cara meilakuikan inteirpreitasi (peinafsiran) 

teirhadap bahan huikuim yang teilah diolah seihingga bisa meindapatkan 

keisimpuilan huikuim.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

Dari peineilitian dan stuidi keipuistakaan yang dilakuikan, peineiliti meinarik 

keisimpuilan bahwa:  

1. Perlindungan Hukum bagi Korban: Perlindungan hukum terhadap perempuan 

dan anak korban kekerasan seksual di Kota Tebing Tinggi dilaksanakan 

melalui pendekatan represif (proses hukum) dan preventif. Hal ini mencakup 

pemenuhan hak-hak korban sesuai amanat UU Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual (UU TPKS) dan UU Perlindungan Anak, yang melibatkan sinergi 

antara kepolisian dan instansi terkait (seperti Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak) untuk menjamin rasa aman korban 

selama proses peradilan berlangsung.  

2. Kendala Penegakan Hukum: Proses penegakan hukum terhadap pelaku 

kekerasan seksual di Kota Tebing Tinggi menghadapi tantangan internal dan 

eksternal. Kendala utama meliputi minimnya saksi mata di tempat kejadian, 

sulitnya mendapatkan alat bukti fisik jika laporan tertunda, serta faktor 

sosiologis seperti adanya stigma negatif atau upaya perdamaian secara 

kekeluargaan yang menghambat korban untuk bersuara secara terbuka.  

3. Upaya Pemulihan dan Pencegahan oleh Polresta: Polresta Tebing Tinggi 

melakukan upaya rehabilitatif melalui pendampingan psikologis (bekerja 
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sama dengan psikolog atau lembaga sosial) guna memulihkan trauma korban. 

Di sisi lain, upaya antisipatif dilakukan melalui langkah pre-emtif dan 

preventif, seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah, penyuluhan kepada 

masyarakat mengenai bahaya kekerasan seksual, serta peningkatan patroli di 

wilayah-wilayah rawan guna menekan angka kriminalitas seksual.  

5.2.  Saran  

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan yang diangkat, penulis 

merumuskan saran-saran sebagai berikut: 

1. Terhadap Perlindungan Hukum (Saran Regulasif & Koordinatif):  

a. Pemerintah Kota Tebing Tinggi disarankan untuk memperkuat landasan 

operasional perlindungan korban melalui optimalisasi Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). 

Perlindungan tidak boleh hanya berhenti pada pendampingan hukum, 

tetapi juga harus menjamin keamanan identitas dan perlindungan fisik 

korban dari ancaman pelaku atau pihak luar selama proses hukum berjalan. 

b. Perlu adanya SOP Bersama antara kepolisian, jaksa, dan lembaga penyedia 

layanan perlindungan agar tidak terjadi tumpang tindih peran dalam 

menangani korban. 
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2. Terhadap Kendala Penegakan Hukum (Saran Operasional): 

a. Polresta Tebing Tinggi diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan 

kuantitas penyidik, khususnya pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak 

(PPA), melalui pelatihan khusus mengenai Victim Sensitivity (kepekaan 

terhadap korban). Hal ini bertujuan agar proses penyidikan tidak membuat 

korban merasa mengalami trauma kedua (secondary victimization). 

b. Mendorong penggunaan alat bukti ilmiah (scientific crime investigation) 

seperti tes DNA atau bukti elektronik secara lebih masif untuk mengatasi 

kendala minimnya saksi mata di lapangan.  

3. Terhadap Pemulihan Psikologis & Pencegahan (Saran Preventif & 

Rehabilitatif): 

a. Polresta Tebing Tinggi dan Dinas Terkait disarankan untuk membentuk 

program "Desa/Kelurahan Tangguh Kekerasan Seksual". Upaya 

pencegahan tidak cukup hanya dengan sosialisasi sesekali, melainkan 

harus berupa edukasi berkelanjutan mengenai literasi hukum dan seksual 

yang menyasar akar rumput (lingkungan keluarga dan sekolah). 

b. Untuk pemulihan psikologis, disarankan agar Polresta Tebing Tinggi 

menjalin MoU dengan Lembaga Psikologi atau Akademisi secara 

permanen, sehingga korban mendapatkan pendampingan psikis yang 

tuntas hingga tahap pasca-putusan pengadilan, bukan hanya saat 

penyidikan berlangsung. 
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